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ABSTRAK

Nama : ANDRI SATRIA PERMANA.
Program Studi : llmu Hukum.
Judul : Penerapan Prinsip National Treaiment Dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Tesis ini membahas rengenai pencrapan prinsip National Treatment dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).
UUPM telah memiliki kesesuaian dengan TRIMSs terkait dengan adanya penerapan
prinsip National Treatment. Akan tetapl masih terdapat pengaturan yang secara
kbhusus melakokan diskriminasi dalam ketentuan pasal-pasalnya. Selain itu tesis
ini membahas pula mengepai akibat hukum dari berlakunya UUPM terhadap
peraturan perundang-undangan lain di bidanp investasi, Penulisan tesis ini
menggunakan metodelogi peneliian yuridis normatif yang mengacu pada analisis
norma hukum. Penelitan ini  bersifat preskriptif yang ditujukan untuk
mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi
masalah-masalah tertentu. Menolak kerangke investasi muliilateral secara total
adalah tidak realistis. Arus foreign Direct Investment dapat menjadi indikator dari
iklim persaingan usaha yang sehat, dimana kelompok Negara Berkembang lebih
mudah memperjuangkan kepentingannya dalam kerangks multilateral daripada
bilateral. Lahimnya UUPM memberikan pengaruh dengan ferciptanya iklim
investas] baru yang berkembang sesuai dengan tuniutan masyarakat internasional
dslam bidang investasi secara trans-nasional. Konsekuensi logisnya banyak
peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan bidang investasi harus
disingkronisasikan agar tidak tefjadi pertentangan anfara peraturan perundang-
undangan positif sesuai dengan kepentingan nasional yang berdaulat berdasarkan
UUD 1945. Cakup beralasan jika berbagal pihak mengharapkan UUPM dijadikan
scbagal ketentuan hukum vang bersifl kbusus fex specialis) dalam bidang
investasi.

Kaia Kunci :
Prinsip National Treatment, UU No, 25 Tahun 2007, Penanaman Modal,
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ABSTRACT

Name : ANDRI SATRIA PERMANA.

Study Program : Science of Law.

Title : The Applying of National Treatment Principal in Law of The
Republic of Indonesia Mumber 25 of 2007 Conceming
Investments.

This thesis study is regarding the applying of national treatment principal in Law
of The Republic of Indonesia Number 25 of 2007 Concerning Investments. The
law have owned as according TRIMs related to existence of applying National
Treatment principal. However, there are still amrangement which peculiarly
conduct discrimination in rule of its sections. This thesis study also regarding
legal consequences from going into effect it to other law and regulation in
invesment area. This writing of thesis use methodologies research of juridical
normative which relate at law norm analysis. This research have the character of
preskriptive addressed to get suggestion regarding what must be dong o overcome
certain problems, Refusing multilateral invesment framework ftofally is not
realistic. Current foreign direct investrnent can become indicator from emulation
climate of good compete, where easier for developing countries group to fight for
its importance in multilateral framework than bilateral. The bom of this law was
give influence with new luvestent climate creation which expand as according to
international society demand in the feld of invesment by trans-pational, Logical
comsequence of i, many regulation which related to invesment area have to
appropriate in order notf to get oposition among positive law and regulation as
according to importance of sovereign national pursuant to UUD 1945. It is well
founded if various party expect this law made as rule of special law (lex
specialist) in the field of invesment,

Keywaord :
National Treatment Principal, Law of The Republic of Indonesia Number 25 of
2007, Investments.
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Investasi merupakan salah satu penggerak proses penguatan perckonomian
negara, oleh karena itu dalam rangka kebijakan ckonominya beberapa negara
berosaha keras untuk meningkaikan investasinya. Salah satu cara peningkatan
investasi yang diharapkan adalah melalui investasi asing. Para investor dari huar
negeri diundang masuk ke dalam negeri dengan harapan dapat membawa
langsung dana segar (fresh money) agar modal yang masuk ferscbut dapat
menggerakkan  roda perusghaanfindustri  yang pada gilirannya  dapat
menggerakkan perekonomian negara.

Dalam era globalisast seperti sckarang ini, masuknya investasi ke negara
berkembang seperti Indonesia merupakan salah sata unsur yang memiliki peranan
sangat signifikan dalam memacu pembangunan ekonomi. Karena pada kelompok
Negara Berkembang, kebutuban akan modal pembangunan yang besar selaly
menjadi masalah utama dalam pembangunan ekonominya.

Arus globalisasi ekonomi menimbulkan hubungan interdependensi dan
integrasi dalam bidang finansial, produksi, dan perdagangan. Hal ini membawa
dampak terhadap pengelolaan ekonomi kelompok Negara Berkembang, Dampak
ini lebih terasa lagi setelah semakin dikembangkannya prinsip liberalisasi
perdagangan (frade liberalization} yang telah diupayskan secara bersamg-sama
oleh negara-negara di dunia dalam bentuk kegasama ekopomi regional, seperti
North American Free Trade (NAFTA), Single European Market (SEM), European
Free Trade Agreemenmt (EFTA), Australiaun-New Zeoland Closer Economic
Relation and Trade Agreement (ANCERTA), ASEAN Free Trade dArea (AFT4),
Asia Pacific Econimic Cooperation (APEC), dan World Trade Organization
(Wi

Keterkaitan dan ketergantungan satu negara dengan negara lainnya dalam
membangun kekuatan ekonominya masing-masing melatui kegiatan perdagangan,
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pengnaman modal, perjalanan pariwisata, dan bentuk-bentuk interaksi luinnya
membuat batas-baias non-fisik suatu negara menjadi bias dan bahkan cenderung
tanpa batas fborderless sime). Hal ini berkembang dengan begitu cepatnya
terutama semenjak disepakatinya Geweral Agreement on Tarifs and Trade
(GATT} dalam Putaran Uruguay pada wahun 1994 yang merupakan embric
berdirinya Word Trade Organization (WTQ).

Indonesia adalak salab satu dari 81 negara yang pada tanggal 1 Januari
1995 resmi memadi “Original Mfember” dari WTO Cerminan dari diterimanya
hasil-hasi] Putaran Uruguay oleh bangsa Indonesia adalah pengesahan
keikutsertaan Indonesia dalam W70 dengan dikeluarkanoya UU No, 7 Tabun
19594 tentang Pengesahan Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia
pada tanggal 2 November 1994,

Seinng dengan keikuisertaan Indonesia dalam GATT/W7TO, maka landasan
pemikiran yang mendasard iklim investasi yang berlaku selama ini mengenai
pembaiasan-penibatasan bagi investor asing harus dibuka iebar. Karena dalam
salah satu materi dalam GATI/WTO tersebut dimasukan perihal perdagangan yang
dikaitkan dengan investasi (7rade Related Invesment Measures, TRIMs).”

Saat ini 70 memiliki setidaknya dua instrumen hukum yang terkait
langsung dengan peraturan penapaman modal. Iastrumen pertama  adalah
Agreement on TRIMs yang mengupayakan terciptanya kelancaran perdagangan
internasional melalui pengaturan sejumlah Performance Requirement dalam
persyaratan penanaman modal yang bertentangan dengan peraturan perdagangan
Internasional. Instrumen kedua, adalah General dgreement on Trade in Service
{GATS) yang merupakan kesepakatan umum di bidang perdagangan jasa, GATY
terkaii langsung dengan peraturan penanaman modal, melalui modus perdagangan
jasa yang dilakukan dengan cara kehadiran komersial (commercial presence).
Kedua instrumen ini pada dasamya adalah penjabaran prinsip-prinsip wmum
perdagangan internasional yang telah ada dalam GAT7, khususnya prinsip

! Taryama Sunander, GATT Dan WTQ Twwangan Bogi Indonevia, (Jakarta: BPHN
Departemen Kehakiman, 1994), him. -2

? Normin S. Pakpshan & Peter Mahmud, Pemikiran Ke Arah Pembaharuan ndang-
Undang Penanaman Modal indonesia, (Jakana: BLIPS, 1997), him. 5.
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National Treatment, Most Faveured Nations, General Prohibition on Quantitative

Restriction, dan Transparancy.?

Penanaman modal asing langsung atay Foreign Direct Invesment {FDI
pada dasarnya adalah merupakan implementasi dari kebijakan makro ekonomi
dari suaty negara yang didasarkan pada suatu sistemn ekonomi yang dianut,
Pringip-prinsip hukum penanaman modal asing pada dasamya dapat ditelusuri
dari prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam #70 dan 7R/Ms. Darl ketentuan
yang termuat dalam TRIMs tersebut, dapat kita simak bahwa membicarakan
penanaman modal asing tidak terlepas hubunganonya dengan  kegiatan
perdagangan internasional, karena setiap kegiatan pepanaman modal selalu
berbarengan dengan jalur perdagangan barsng dan jasa, sehingsa keduanva
menjadi kegilatan yang tidak terpisahikan antara satu dengan lainnya. Qleh karena
keterkaitannya tersebut, maka prinsip vang berlaku dalam dunia perdagangan
pada dasarnya juga berlaku dalam bidang penanaman modal,

Salah satu hal yang selaln menjadi sorotan berkaitan dengan kesepakatan
mengensi investasi dalam TRIMs adalah ketentuan bahwa setiap negara
penandatangan persetujuan TRIMs tidak boleh membedakan antara modal dalam
negeri dan modal asing. Hal ini berarti  bahwa undang-undang penanaman modal
di setiap negara peserta tidak boleh lagi membedakan adanya modal asing dan
modal dalam negeri. Ketentuan ind dikenal sebagal National Treatment Principle
atan prinsip perlakuan sama yang tidak membedakan asal nepara. Prinsip ini
diatar dalam Articie 2 TRIMs yang menycbutkan:

i Without prejidice to other rights and obligations under GATT 1994, no

Member shall apply any TRIMz that s inconsistent with the provisions of
Article IIT or Article XI of GATT 19947

2. An illustrative list of TRIMs that are inconsistent with the obligation of
national trearment provided for in paragraph 4 of Articie Il of GATT
1984 and the obligation of general elimination of guantitative restrictions.

? Maheael Siregar, UUPM Lan Penyelesaian Sengheia Perdagangan Internasional Dalam
Kegiatan Pengriman Modal, vol, 26, No. 4, {Jakarta: Jurnal Hekum Bisnis, 2007}, hlm, 24,

* Areicle HI GATT 1994 mengatur tentang perlskuan kbusus negara dalam pajak dan
perundang-ondanpan Nationa! Treatment on bugrnal Taxation and Regulation). Article XT GATT

7994 mengatur NG pengurangan wWnum aias pembatasan kvantitaf (General Elimination of
Cuantitave Restrivtions).
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provided for in paragraph | of Article X of GATT 1894 is conlained in the
Annex to this Agreement.

Pembangunan ekonomi suatu negara tidak hanya dapat dilaksanskan atas
partisipasi pihak Pemerintah dan swasta nasional saja, fetapi juga dapat
mengikutsertakan pihak asing. Di sinilah persoalan bukum menjadi faktor yang
sangat peating dalam kaitannya dengan periindungan yang diberikan suatu negara
terhadap kegiatan investasi atau peénanaman modal. Sebagaimana diungkapkan
oleh Erman Radjagukguk’ bahwa faktor yang utama bagi hukum untuk dapat
berperanan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu
menciptakan stability, predicrability, dan fairness. Dua hal yang pertamg adalah
pra-syarat bagi sistern ekonomi apa saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi
stabilitas (s/abifity) adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi
kepentingan-kepentingan yang saling bersamg. Kebutuhan fungsi hukum untuk
dapat meramalkan (predictability} akibat dari suaty langkah-Jangkah yang diambil
khususnya bagi negara yang sebagian besar takyatnya untuk pertama kali
memasuki hubbngan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang
fradisional. Aspek keadilan (foirness), seperti perfakuan yang sama dan standar
pola tingkah laku Pemerintah, adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan
mencegah birokrasi yang berlebihan,

* Paragraph 4 Article HY of GATT 1993, "The producis of the territory of anv contracting
party imgoried inio the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less
Javourable then that acrorded te like products of national origin in respect of ol laws, reguiations
and reguirements offecting thelr interngl sofe, offering for sale, purchase, iramsportation,
distribuiion or wse. The provisions of this paragraph shail not prevent the application of
differential internal transportation charges which are based exclusively on she economin operation
of the means of iramspor! and not on the nationality of the product.” Paragraph 1 Article X! of
GATT 1994, "No prohibitions or resivictions other than duties, taxes or other charges, whether
made effective through quotas, import or axpert Heences or othgr measures, shall be institued or
maintained by any contracting party an the importation of any praduct of the verritory of any other
contraciing parly or on the exportation or sole for export of any product destingd for the tervitory
of auy vther contragting pariy.

* Erman Redjsguicpuk, Hukum Ekonemi Indonesia: Memperkuat Persatuan Nasional,
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Ban Memperings Kesejahteraun Sosicad. Disampaikan dalam
Seminar dan Lokakaryas Pembangusan Hukvm Nasionst VIl diselenggarskan oleh Baden
Pembinasn Hukum Nasienal, Departernen Kehakiman dan Hek Asasi Manusiz RY, Denpasar, 14-

I8 Juii 2003,
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Pihak asing biasanya enpgan untuk berinvestasi atau melakukan fransaksi
ekonomi di negara terientu apabila di negara tersebut terdapat peraturan hukum
yang tidak menunjang, menghambat, atau menimbulkan resiko dan ketidakpastian
terhadap kegiatan investasinya, Misalnys apabila ada kelemahan dalam
pengaturan ientang penanaman modal asing, pemilikan hak afag tanab,
penyelesaian sengketa bisnis, dan berbagai ketentuan perijinan,” Akibatnya
investasi asing yang seharusnya masuk, malah beralih ke pegara lain yang
memiliki perlindungan dan fasilitas hukum yang dinilai lebih ramah bagi investor
asing.

Secara garis besar, faktor-faktor penentu yang dipertimbangkan oleh calon
investor asing yang aken mesanamkan modalnya antara lain adalah faktor politik,
faktor ekonomi, dan faktor hukum® Faktor politik sanpat menentukan adanya
ikhm usaha yang kondusif bagi kegiatan penanaman modal asing, Faktor politik
ini berkaitan erat dengan dfaktor ckonomi, ketidakstabilan subu politik
mempengarchi pula pertumbuban ekonomi suatu negars. Kondisi perekonomian
suaty negara yang semakin buruk sebagai imbas dari suby politik yang memanas,
akan membuat khawatir para investor asing yang menapamkan modalnya di
negara tersebut. Faktor lainnya vang tidak kalah penting adalah faktor hokum,
terutama yang berkaitan dengan perlakuan dan atau perlindungan yang diberikan
Pemerintzh Nasional terhadap keglatan investasi asing di negaranya dalam bentuk
peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kegiatan penanaman modal,

Schagai anggota dari pergaulan masyarakat internasional yang beradab,
Indonesia memiliki kewajtban untuk mengharmoniskan peraturan perundang-
undangannya dengan kewajiban infernasional yang telah disepakatinya. Salak satu
upaya vang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendorong laju
pertumbuhan ekonomi dengan tetap mengedepankan aspek pemerataan adalah
melalul percepatan investasi, baik yang dilakukan oleh investor domestik maupun
investor asing. Untuk memberikan kerangka hukom yang mencakup perlakuvan

? Sanusi Bintang dan Dablan, Pokok-Pokok Hukum Bkonomi Dan Bisnis, (Bandung: PT
Citra Aditya Bakti, 2000), hilm. 5-6.

* Hulman Panjaitan, Hukum Penanaman Modul dsing, {lakarta: Ind-Hill Co, 2003), hlm. §-
10.
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adil, jaminan hak, dan kepastian bapi para investor yang selama ini ditengarai oleh
berbagai kalangan belum optimal, maka Pemerintah berusaha mewujudkannya
dengan mengeluarkan Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (UUPM).?

UUPM mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait
dalam cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan
usaha, perlakean terhadap penanam modal, bidang usaha, serta keterkaitan
pembangunan skonomi kerakyatan vang diwujudkan dalam pengaturan mengenal
pengembangan penasaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi. Selain itu juga diatur tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab
penanam modal, fasilitas penanam modal, pengesahan dan parijinan, koordinasi
dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnva mengatur
mengenal kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman  maodal, serta

ketentuan yang mengatur penyelesalan sengketa, P

Semangat dari UUPM tersebut antara lain adalah melakukan pengaturan
kegiatan investasi, baik yang dilakukan oleh investor nasional maupun invesior
asing vang berlandaskan pada asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas,
perlakuan yang sama dan Hdak membedakan asal nepara, kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan
kescimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional.'' Namun demikian,
aspek-aspek perlindungan bagi investor asing, khususnya mengenai penerapan
prinsip perlakuan yang sama, tetap mengacu pada kepentingan dan keamanan
sektor-sektor nasional yang bersifat fital dan strategis.!

! Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah usulan dari
Pemerintah vang pads awalnya lerdici dari 12 Bab, 23 Pasal, dan 43 ayat. Setelah dilakukan
pembahasan oleh Komisi V1 DPR-RI bersama dengan Pernerintzh, maka berubab menjadi 18 Bab
dan 40 Paxal. Bace: Jepang Harapkan UJ Investasi Lebik Buik, Jukerta: Bisnis Indonesia, 26
Marat 2007,

" Indonesia, Undang-Undmg Nomer 25 Tahun 2007 tentang Peranaman Medal. Dalam
Penjelasan Umum.

" tid, Pasal 3 ayat (1},

? Sebagal bentuk kontrol dan peogamanan terhadap kepentingan seldor-sektor nastonal
vang bersifot fitat dan strategis, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun
2007 tentang Kriteriz Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang
Usaha Yang Terbika Dengan Persyarstan Di Bidang Penanaman Modsal, dan Peraturan Presiden
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Kehadiran UUPM di Indonesia disambut dengan perbedaan pandangan
yang sangat tajam, Sebagian mengatakan bahwa undang-undang ini terlalu liberal,
berbeda dengan landasan filosofis dan konstitusional ekonomi Indonesia yang
ditetapkan dalam UUD 1945, Undang-undang ini dianggap sebagai “titipan”
investor internasional yang menyediskan jalan masuk secars lebih lugs unfuk
menanamkan dominasinya dalam ekopomi Indonesia. Penerapan prinsip National
Treatment atau perlakuan sama antara investor asing dan domestik sebagai prinsip
dasar penyusunan kebijakan penanaman modal dipandang sebagai tindakan yang
gegabah dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Indonesia sebagai
negara yang merdeks secars politik meroiliki hak dan berdaulat untuk mengatur
sistem ekonominye dengan mengulamakan kepentingan negema dan rakvamya,
bukan justro mendahulukan kepentingan asing.”

Sedangkan mereka yang mendukung, mengargumentasikan behwa prinsip
National Treatmeni merupakan prinsip yang tidak dapat dihindarkan seiring
dengan perkembangan ekonomi global yang nyaris tanpa batas. Menghindar dari
prinsip ipi berartt membawa Indonesia jaub dari pergaulan internasional dan
berakibat semsakin sulitnya mengembalikan kepercayaan investor. Investasi adalah
instrumen yang penting dalam pembangunan nasional. Diperlukan undang-undang
yang benar-benar berbeda dan menarik bagi investor. '

Perdebatan tersebut di atas dapat Jdimakiumi karena memang idealnya
investasi berasal dari kemampuan dalam negeri, sehingga kredibilitas dan
stabilitas nasional dapat terjaga dengan baik dan optimal. Namun keterbatasan
modal dalm pegert dan masih minimnya pengugsaan teknologi, menjadi latar
belakang utama sangat diperlukannya modal asing masuk ke dalam negeri.

Momer 77 Tabun 2007 tentang Daftar Bidang Usaba Yang Termufup Dan Bidang 1jsaha Yang
Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Kemudian direvisi dengan
diterbitkamnya Peraturan Pemerintah Nowior 111 Tahwon 2007 Tenrtang Kriterfa Dan Persyaratan
Penyusunan Bidang Usaha Yang Terhwtup Dan Terbuks Dengan Persyaratan Untuk Penacaman
Modal Asing Foreign Direct Tnvestment atoru FOILL

U yulianto, ULIPM Cermin Hegemuoni Asing. Dizkses pada tanggsl 20 September 2008
metalul brpciwwn. raformasibukum. orgy,

¥ Muari Elka Pangests, Menteri Perdagangan RL Lihat dalam Deni Purbasari, Penerapen
Liberatizasi Dalom RUU Tidak Tepat, adisi § September 2006, Diakses pada tangesl 27
September 2008 melaloi frp . bukumondine.com,
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Tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa kehadiran investor asing vang -

menanamkan modalnya di suatu negara atan biasa discbut sebagai kegiatan
Penanaman Modal Asing (PMA)} atau Foreign Direct Irvestmernt (FDI), dapat
menguntungkan pembangunan dan perfumbuhan ckonomi negara tersebut
Banyak bukii empiris seperti pengalaman-pengalaman di Korea Selatan,
Malaysia, Thailand, China, dan banyak lagi negara lainnya yang memujukkan
bahwa kehadiran PMA memberi banyak hal positif tethadap perekonomian bagi
negara tuan rumah."* Namun tento saja harps disikapi secara proposional dan tetap
mengutamakan kepentingan nasional yang berdaulat.

Salah satn subtansi yang akan Penulis kemukakan dan bahas dalam tesis
ini adalah mengenai prinsip perlakuan vang sama terhadap penanam modal vang
berasal dari dalam maupun luar negeri. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 25
Tahun 2007 tentang Pepavaman Modal menyebutkan behwa Pemerinioh
memberikan perfakuan yang sama kepada semuz penanam modal yang berasal
dari nepara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia
sesual dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjuinys ayat (2) menyebutkan
bahwa perlakuan tersebut tidak berlaku bagh penanam modal dari suatu negara
yang memperoleh hak istimewn berdasarkan perjanjian dengan Indonesia,

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara lebih
mendalam mengenai prinsip National Treatment yang diterapkan dalam kegiatan
investasi atau penanaman modal yang dilakokan oleh para investor asing di
Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam bentuk tesis dengan
judul Penerapan Prinsip Natienal Treatment Dalmm Undang-Undang Nowor
25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

" Negara-negara tersebut pernab mengalami masa krisis pertumbuhan ekonomi dan segera
dapat meningkatkan iaju perrumbuhannya setelsh membuka program investasi dan mencrima D/
dari investor asing yang masuk ke dalam negaranya, Lihat dalam Balasubramanyam, Mobammed
Salisu, dan David Sapsford, Forcign Direct Investment as an Engine of Growth. Journol of
Imernational Trade and Economic Develppment, 1999, vol. 8:1, hlm. 27-40. Diakses pada tanggal
17 September 2008 melalui Atip:/www. kadin-indonesio.or. id/enm/imagestdokti-men/KADIN-95-
2405-06022008 pdy.
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1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang vang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana prinsip National Treaiment dalam Trade Related Invesiment
Measures (TRIMs)?

2. Bagaimana penerapan prinsip National Treatment dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal?

3. Apakah akibat hukum dari berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal terhadap peraturan perandang-undanpgan
fain di bidang investasi?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitiap

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan penelitian dalam
penulisan tesis ini, adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana prinsip Naotiongl
Tregiment dalam Trade Related Investment Measures (TRIM3L

2. Untuk mengetahui bagaimana peperapan prinsip Nafional Treaiment
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penapaman
Modal.

3. Untuk mengetahui mengenai akibat hukum dari berlakunya Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap
peraturan perundang-undangan lain di bidang investasi.

Selain i, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

yang antara lain:

1. Untuk keperluan akademis dalam menggali dan lebih memabami teori-
teori hukum yang beckaitan dengan kegiatan penanaman modal, dalam
hal ini khususnya vang terkait dengan penerapan prinsip Navional
Treatment dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
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2. Sebagai salab satu referensi teoritis yang bermanfast bagy para
kalangan praktisi hukum maupun praktisi dunia usaha, khususnya

dalam bidang Direct Invesment.

3. Untwk peneliti, sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister
Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

1.4 Keranpka Teoritis dan Konsep

Penelitian hukum mensyaratkan adanya kerangka teoritis dan konsepstonal
sebagai suatu hal yang penting Landasan teoritis menguraikan sepala sesuatu
yang terdapat dalam teori sebagim suatu sistem aneka “rheorema” alau ajaran.
Kerangka konsepsional mengungkapkan beberapa konsep atau pengertian yang
dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. '

Perkembangan perskonomian suvafu negara, terlebih lagi bagi Negars
Berkembang, sangat ditentukan dari pertumbuhan penanaman modal asmg. Arus
penanaman modal asing bersifat fluktusktif, tergantung dari iklim investast negara
yang bersangkutan, Oleh karena itu, bagi kelompok Negara Berkembang, untuk
bisa mendatangkan investor setidak-tidaknya diburuhkan tiga syarat, yaitu: "

a. Fconomic opporiunity, investasi mampu memberikan keuntungan secara
ekonomis bagi investor,
b. Political stability, investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politk.

c. Legal certainty atau Kepastian hukum,

Max Weber mengemukakinbaliva kelengistran hukum dan kepastian
hukum merupakan formulast yang ampuh dalam mewujudkan pembanguan
ekonomi di negera-negara Bargt, Ada 5 (lima) hal yang sangat penting dalam
upayva mendorong pembangunan ekonomi secara cepat sebagaimana dinyatakan
sebagai berikul:

¥ Soeriono Sockanto dan $ri Mahmudji, Perelition Hukum Normatif Suatu Tinjovan
Singkat, {Jakarta: PT. Raja Grafindo Pergada, 2601), him, 7.

" Pancras 1. Nagy, Country Risk, How io Asses, Quantify Monito,. London: Euronomy
Publications, 1979), p. 54, Dikutip dari Brman Radjagukguk (2), Hukum Investasi DM Indonesia,
Pokek Bahasan, (Jekarta; Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm. 40.
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“Burg's siudy of the low and development fiterature cites five gnolities in
law which render it comducive ito development: (1} stability, (2}
predictability, {3} jairness, {4) education, and (5} the special development

abilities of the lawyer, "

Hukum yang kondusif bagi pembangunan sedikitnya mengandung § {Jima)
lima kualitas; stability, predictability, fairness, education, dan kemampuan profesi
hukum yang meningkat.”® Faktor stabilitas dan situasi yang dapat diprediksi
merupakan 2 {dua) syarat mutlak untuk ferlaksananya fungsi sistem ekonormi dari
suatu negara, sebagaimana dikatakan oleh Karst dalam bukunya vang berjudul
Law and Developing Countries, yang dikutip oleh Leonaed I. Theberge:

“the low’s greatest encaoyragement to economic development les n s

protection of the fruits of Tabor ... It is the security of expectations, assvwred

by law in the form of nstitutions of property, that leads men to work save
and invesi.... The concern for security, i.e, the concern jor a development

conducive siate of mind, must be a primary one for any government
engaged in massive social reform. ™

Untuk memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional,
diperiukan ketentuan-ketentuan vang jeles di samping menghindarkan keragu-
raguan dari pthak pemilik modal asing. Rasa aman vang diciptakan dari sebuah
pemerintahan yang kuat akan memunculkan keyakinan dari para investor untuk
tetap dan terus menanamkan modaloya di negara tuan rumah. Terlepas dan ada
atau tidak adanya ancaman tehadap keamanan fisik, tanpa adanya suatu kepastian
hukum tampaknya calon investor asing skan tetap melakukan “waif and see ™.

Palam kegiatan penapaman modal, hukum harus bisa memberikan

kepastian. Nindyo Pramono® mengemukakan bahwa pengkajian para ilmuan

® Leonard J. Theberge, Law and Economic Development, vol. $ (Journal of International
Law and Policy, 19803, p. 232. Dikutip dari Ervian Radjsgukguk (b}, Hukum dan Pembangunan,
{Jakarta: Falultas Hukum Upiversitas Indonesia, 20083, him. 157,

" Erman Radizgukguk, Peronan Hukum Dalam Pembanguran Pade Eru Globolivasi:
Implikoshera Bagl Pendidikan Hukwm di ndonesia, Pidato Pengukuhan dibacakan pads upacam
peneriveaan Gurn Besw dalam bidang Hinu hulum pads Fakaltas Hukom Universitas Indonesia,
akarts, 4 Janoart 1997 him. 10,

* { eonard J. Thsberge, Law and Economic Develapmens, vol. 9, (Jouraal of International
Law and Policy, 1980), p. 232. Dikefip dari Eeman Rediagukguk (b), Op. Cit,, him, 157,

* Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktua, cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya
Rakti, 2006), Wm. [71.
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terhadap ilmu bukum dalam perspektif ekonomi perfu dilakukan agar hukam fidak
terkesan membatast atau menghambat, tetapi justru mendorong tercipta efisiens:
dan efektifitas di segala bidang kehidupan. Dari sudut pendekatan ekonomi
terhadap hukum, asusmsi yang mendasarinya adalah babwa dalam rangka
memenuhi kebufuhan ekenominya orang memeriukan hukum. Dalam keadaan
vang fidek ada kepastian, hukum memberikan batas-batas hak dan kewajiban.
Hulaum juga memberikan keadilan dalam menegakkan batas-batas hak dan
kewajiban itu,

Uraian di atas sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Erman
Radjagukguk, bahwa pembahasan hukwm dengan investasi pada era reformasi ini
berkisar pada bagaimana menciptakan hukom yang mampu memulihkan
kepercayaan investor untuk kembali menanamkan modainya di Indonesia dengan
menciptakan “cerfainty” (kepastian), “fairmess” (keadilan), dan “efficiency”

(efisien}. 2

Penekanan Penulis dalam hal ini adalah kepada ketentnan undang-undanyg
mengenal penanarman modal yang menerapkan suatu perlakuan yang sama dan
tidak membedakan asal negara dari para penanam modal atan investor dalam
menjalankan kegiatan investasinya di Indonesia. Karena hal tersebut merupakan
cerminan kredibilitas suatu Negara Hukom dalam menciptakan iklim yang
kondusif dan berkeadilan, khususnya dalam menciptakan situasi dunia ussha vang
adil, transparan, dan memberikan ketenangan bagi semua pihak, Peran Pemerintah
dalam faktor ini sebaiknya terbatas pada tingkat regutasi dan kebijakan vang harus
selalu berpihak pada kepentingan semua pibsk. Reguiasi itu harusiah
berkesinambungan sehingga tercipta suatu kondisi yang saling menguntungkan
dalam dunia usaha.

Kebijakan yang dikeluarkan secara khusus seperti penerapan perlakuan yang
sama seperti tersebut di atas atau lebih dikenal dengan prinsip National Treatment
bagi investor asing, hatuslah melalul pengkailan yang sungguh-sungpuh
berdasarkan pertimbangan kebutuban dan situasi yang terjadi, tentunya dengan
tetap mengutamakan kepentingan dan keamanan nasional.

2 Erman Radjagukguk (4), Op. Cit., him. 40,
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Dalam penelitian ini, sebagai landasan teoritis dalam melakukan analisis,
dipergunakan Dependency Theory sebagai acuan dasar untuk dapat menjelaskan
salah satu alasan mengenai perlunya pencrapan prinsip National Treatment bagi
investor asing yang diatwr dalam UUPM untek kepentingan pembangunan
nasional. Para penggapas teori ini antara lain Raul Prebisch (The Economic
Development of Latin America and Its Principle Problems), Paul Baran (The
Political Economy of Growth), Andre Gunder Frank (Capitalism and
Underdevelopment in Americal, Theotonio Dos Santos (The Structure of
Dependence), Samir Amin (Unegual Development: An Essav on The Social
Formation of Peripheral Capitalism), Bill Warren (Imperialism and Capitalist
Etika  Pembangunar: Kajian Alternatif  Dalam  Siadi Pembongunan
Industrinlizarion), Fernands Hemrique Cardoso  {dssaciated-Dependent
Development:  Theoritical and Practical Implications), dan Peter Evans
(Dependent Development).”

Setiap analisis terhadap hukwm investasi, khususnya dalam kegiatan
investasi asing, kita harus mempertimbangkan klaim terhadap keadilan. Karena
dalam kegiatan investasi asing melibatkan dua pihak dalam lingkop lintas
negaraftrans-nasional. Pada hubungan antara investor asing vang biasanya berasal
dari Negara Maju dengan negara penerima (host country) vang biasanva dani
Negara Berkembang, tidak jarang menimbulkan masalah “redistributve justice”.
Hal ini tidak terlepes dari pengarvh adanya pihak vang kuat dan yang lemah
dalam pelaksanaan investast asmg sehingga memungkinkan adanya kekayaan dan
keuntungan yang diperoleh secara tidak wajar dalarn kegiatan investasi tersebut.

Seperti diketahui bersama, dalam kaitannya dengan peningkatan ekonomi
masing-masing negara, tidak dapat dipungkiri adanya keterbatasan vang dimiliki
masing-masing negara sehingga tidak dapat memenuhi sendiri kebutubannya
secara mutlak. Schingga dengan demikian suatu nepara dalam rangka memenuhi

¥ Subhithar, Etika Pembangunan: Kojian Alternatif Dalam Studi Pembanguran. Pidsto
Pengukuban labatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Studi Pembangunan pada Fakultag
it Sosial dan Ilmu Politik. Disampaiken di badapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara,
Medan, 20 September 2008,
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kebutuhannyz akan melakukan interaksi dengan negara lain dalam rangka

memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sumantoro mengungkapkan bahwa:

“the exchange of goods and services among all rations, intinya

mengandung pengertian pertukaran seluruh barang dan jasa antar semua

negara/bangsa” *!

MNegara dapat dibagi ke dalam 3 (liga) kategori; Negara Maju, Negara
Berkembang, dan Nepara Miskin, Karakieristik dari Negara Maju antars lain
adalah memiliki modal besar dan menguasai teknologi, tingkat pendidikan
penduduknya tinggi, dan tingkat keseiahicraan vang Hinggi. Melalul perusahaan-
perusahaan muliinasional, negara it menguasal investast dan perdagangan
internasional. Sebaliknya Negara Berkembang menghadapi masalah kelangkaan
modal dan teknologi. Ekspor mereka hanya berkisar kepada bahan-bahan mentah
dari pertambangan dan hasil pertanian, Pendapatan negara kelompok ini rendah
sehingga mengakibatkan tingkat kehidupan rendah, pendidikan rendsh, dan vsia
harapan hidup yang lebih pendek dari penduduk di Negara Maju. Selanjutaya
Negara Miskin, merupakan negarg-negara yang hanya mempunyai satu atau dua
komoditi bahan mentah bagi penghasilan negara tersebut.2’ ‘

Ada yang menjadikan ketiga kategori tersebut menjadi dua kategori saja,
yaitu Negara Maju dan Negara Berkembang, atau Negara Kaya dan Negara
Miskin (rich and poor cowntries), atan disebut juga “The North” dan "The
South”

Menurut teon ketergantungan {dependency theory), Negara Berkembang
yang terletak di pinggivan (periphery) akan terus terganhung kepade Negara Maio
yang terletak 4 pusat (cemtre). Ketergantungan tersebut lahir dalam bentuk
ketergantungan modal, teknologi, dan pasar untuk barang-barang ckspor. Akibat
dari "The Centre”™ menguasai modal, teknologi, dan pasar.

#  Sumantoro, Naskah Akademit Peroturan Perundang-Undangan RUU  tentang
Perdagangan Internusional. Jakans: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman
Ri, 199771993, hhx, 4.5,

¥ Yemi Osinbojo dun Olukonyisols, Human Rights and Economic Development in
Developing Countries, (Human Rights Quarerly 14, 1992), him. 730-731.

% Willy Brant, North-South, A Program for Survival, (Cambridge, Massachusetts: The MIT
Press, 1980), him. 31-32,
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Dalam perdagangan infernasional, kelompok Wegara Berkembang
tergantung kepada pasar kelompok Negara Maju yang dikuasai oleh perusahaan
multinasional. Ketergantungan kelompok Negara Berkembang kepada kelompok
Negara Maju, dapat terlihat dengan penentuan harga di pasar dunia. Harga barang
vang dihastlkanr menjadi subyek dari hukum perusahasn multinasional
sekelompok kecil negara yang dapat dikategorikan sebsgal “centre” dan
berdampalk kepada negara-negara pinggiran di luar kelompok tersebut (peripheral
countries). ¥

Kelompok Negara Maju, dalam persaingan pasar internasional mempunyai
kekuatan yang mereka sebut sebagai “five monopolies”, yaitu:

“...technological monapoly, financial control of worldwide financial
muarkefs, menopolistic access to the planet’s natural rescurces, medic

and communication monopoly, and monapofies over weapons of mass

destruction. "%

Melalui kelima kekuatan fersebut gecara keseluruhan, maka di bidang
industri, Negars Maju menguasai Negara Berkembang melalui investasi yang
mendorong  industrialisasi.  Namun  industrialisasi  tersebut  menimbulkan
ketimpangan antara Negara Maju dan Negara Berkembang,

“..define the framework within which the low of globalized value
operates. The law of value is the ¢ondensed expression of all these
conditions, and not the expression of objective, “pure” economic
rationality. The condifioning of all of these process anyuls the impact of
industrialization in the peripheries, devalues their productive work and
averestimates the supposed value added resulting from the activities of
the new monopolies from which the cenire profit. What results is a new
higrarchy, more unegual than ever before, in the distribution of income
on a world scale, subordinaiing the industries of peripheries and
reducing them to the role of subcontracting. This is the new fowndation of
polarization presaging its future forms. "

Teon ketergantungan beranggapan bahwa kegagealan pembangunan di
Negara Berkembang adalah karena posisinya yang berada di pinggiran dalam

# thid,

* Poter Evans, Dependent Development, The Alliance af Multinationad State ond Local
Capital in Brazd, (Princeton, New Jersey: Princoton University Press, 1978), him, 81,

* Samir Amin, Capitalism in The Age of Globalization, (London: Zed Press, 1978), him. 4,
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ekonomi Kkapitalis internasional. Hal itu menyebabkan ekonomi di Negara
Berkembang lemah karena ketidak beruntungan dalam perdagangan komoditi
mentah. Begitu juga perubaban harga internasional yang mempengaruhi ekspor

mereka,

Penganut dependency theory memahami bahwa pembangunan merupakan
proses politik, sosial, dan ekonomi vang mengembangkan ketergantungan kepada
struktur dan lembaga vang mapan dan telah lebih dahuluy berkembang.
Ketergantungan vang menyebabkan keterbelakangan karena perdagengan
intemasional, dapat diuraikan seperti berikut ini:

“The dependency model views the capilalist world system with ity
international network of frade relations as the key “rause” of
unferdevelopment. That system is comprised of a chain countries that are
differentially situated along a continuum from mosi developed to least
developed The most developed coumtries belong to the “core” of the
system, the “mefropole” or the "cemire”. The least developedon the
otherhond, are “satellites” that were forcibly brought into the “orbit” that
system. Finally, those counfries occupying an intermediate position are
varriously called semicore or semiperipheral.

The exploiiive relationship between core and periphery, however, is
not resivicted to dealings among couniries, but can also characierize the
state of affairs within to dealings a given country. "

Proses pengembangan selamjutnya tergantung pade ekspor, yang
mengutamakan bahan baku atau barang-barang kebutuhan yang murah atau shan
lama, yang kesemuanya ini ergantung pade upah murab dan bukan tekanologi
canggih.”' Menurut dependency theory, Negara Berkembang yang berada di
“pinggiran” akan ferus tergantung kepada Negara Maju di “centre”, vang
mengakibatkan Negara Berkembang tetap miskin,

" Post-colonial capitatism, thus, does not represent much of a step jorward

Jrom eolonofal status. Instead, local capitalisis fill the world economy,

which continues to distort and improverish the local economy. ">

" thid

3 Martin Casnoy, The State & Political Theory, (Princeton: Princeton University Press,
1984), him. 187,

*2 Ihid.
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Namun demikian, menurat dependency theory dikatakan bahwa hukum
tidak independent, keberadaanrnya terpantung pada kondisi sosial, politik, dan
agama flap masing-masing negara. Dengan demikian hukwm di Negoara
Berkembang tidak otonom. Hukum ditentukan oleh faldor sosial, politik, dan
ekonomi. Termasuk perdagangan internasional yang dikuasai perusahaan-
perusahaan besar di Negara Maju.

Di sisi lain, kondisi hukum yang tidak independent ini dibenturkan dengan
kondisi memaksa yang dibutuhkan oleh Negara Maju dan Negara Berkembang ity
sendiri, Kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dalam negeri masing-

masing negara.

Hukum investasi sebagai bagian dani hukum ekonomi harus mempunyal
fungsi stabilitas  fvability), vaim bagaimana potensi hukum dapat
menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling
bersaing dalam masyarakat. Sehingga hukum investasi dapat mengakomodasi
kepentingan-kepentingan modal asmg dan sekaligus dapat pule melindung
pengusaha-pengusabia lokal atan usaha keeil. Dalam kaitannya dengan hal ini,
maka investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik®® Kedatangan investor
ke suatu negara dipengaruhi faktor pelitical stability. Terjadinya konflik elit
politik atau konflik masyarakat akan berpengaruh terhadap iklim investast.
Penanam modal asing akan datang dan mengembangkan usahanya jika negara
vang bersangkutan terbangun darl proses stabilitas politik dan proses demokrasi
yang konstitusional,

Selanjutnya kebutuban fungsi hukum investasi untuk dapat meramalkan
(prediciability), adalah meunsyaratken bahwa hulum tersebul mendatangkan
kepastian. Investor zkan datang ke suatu negara bila ia yakin hulom akan
melindungi invesiast yang dilaskokan. Kepastian hukuwm skan memberikan
jaminan kepada investor untuk memperoleh economic oppurtunity’ sehingga
invesiasi mampu memberikan keuntungan secara ekonomis bagi investor. Adanya

kepastian hukum juga merupakan salah satu faktor vtama untuk menciptakan

* Erman Radjagukguk, Hukum Investosi i Indonesia, cet. 1 (Jakarta: Fakulias Hukum
Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007}, klm, 27,
¥ thid, him. 31.
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iklim yang kondusif bagi investor. Karena dalam melakukan investasi, selain
tunduk kepada ketentuan hukum investasi, juga tunduk pada ketentuan fain yang
terkait dan tidak bisa dilepaskan schagar pertimbangan bagl investor umiuk
menanamkan modalnya. Dengan banyaknya peraturan-peraturan vang mengafur
investasi dan yang terkait dengan investasi, kadangkala menimbulkan kekaburan
atau ketidakpastian atas aturan mana yang berlaku. Apabila dikaitkan dengan
keberadaan hukum dengan masyarakat, maka diperlukan wibawa hukum agar
dapat ditaati sebagai pegangan dalam menjalankan relasi satu dengan yang lain,
Terlebih lagi dalam lalu lintas bisnis, diperlukan adanya kepastian hukum yang
berlaku. Hal ini dikemukakaa pula oleh Bentosa Sembiring,>® jika arti penting
hukum dikaitkan dengan investasi, investor membutuhkan adamya kepastian
hukum dalam menjalankan usshanya. Armfinya, para investor membutubkan
adanya satu ukuran yang menjadl pegangan dalam melakukan kegistan
investasinya. Ukuran inilah yang disebut sebagal aturan yang dibuat oleh yang
memiliki otoritas untuk itu. Aturan tersebut berlaku untuk semua pibak,

Aspek keadilan (fairness) adalah seperti perlakuan yang sama bagl semua
orang atau pibak di depan hukum, Perlakuan yang sama kepada semua orang dan
adanya standar pola perilaku pemerintah, oleh banyak ahli ditekankan sebagai
syarat untuk menjaga berjalannya mekanisme pasar dan mencegeh birokrasi yang
berlebihan. Dalam kaitennya dengan aspek keadilan di sini, maka faktor
accountability dengan melakukan reformasi secara konstitusional serta perbaikan
sistem peradilan dan hukum merupakan suatu syarat yang penting dalam rangka
menarik investor. Apabila hat ini ©idak dilakukan, pada akhirnya berakibat pada
lernahnya penegakan hokum fdaw enforcement} dan ketiadaan regulasi khususnya
di bidang investal. Sehingga perangkat perundang-undangan yang ada sekarang
dirasakan kurang mengakomodasi kepentingan para investor dalam berinvestasd,

Menurnt Burg’s terdapat iiga unsur yang harus dikembangkan dalam
sistern hukum agar berperan dalam pembangunan ekonomi, yaitu stabilitas

* Sentosa Sembi ritig, Hukum Investasi, (Bandung: CV. Nuansa Auliz, 2007), him, 37,
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{stabiiity), predikst {prediciability}, dan keadilan (fairness), Hal ini sesuai dengan
pendapat 1.D. Ny. Hart, sebagai berikut:™

1. Siability, peranan negara yang dikuasakan melalul bukum pada
dasarnya dalam menjaga keseimbangan untuk mencapal suatu tujuan.
Keseimbangan Inl meliputi kepentingan individy, kelompok dan
kepentingan umum yang dikaitkan dengan tantangan yang sedang
dihadapi baik dari dalam negeri maupun dari dunia internasional.

2. Predictability, vaitu agar hukum dapat berjalan efektif harus dapat
diprediksi dan memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam
memberikan proyeksi pembangunan ke depen. Dengan adanya
prediksi, maka manusia atau magyarakat memiliki pedoman atas
tindakan-tindakan vang akan dilakukan dalam hubungannya dengan
manusia lainnya dan memilikt kepastian bagaimana pihak Isin akan
bertindak. Selain itu, hukum harus memiliki kemampuan prosedural
dalam penyeclesailan sengketa. Prosedur-prosedur ini terkait dengan
keadaan-keadaan ketika terjadi sengketa dan mekanisme atau prosedur
dalam penyelesaian sengketa di pengadilan atau forum penyelesaian
senpgketa yang lain seperti arbitrase atau konsiliasi. Secara teoritis
prosedur penyclesaian sengketa harus disusun secara efektif dan
efisien.

3. Fairress, hukum merupakan suatu sarana untuk memfasilitasi proses
penyelesaian sengketa yang terjadi dengan tujuan terciptanya keadilan
bagi masyarzkat dan mencegeh terjiadinya praktek-rakiek vang tidak
adil dan diskriminatif.

Hukum harus dapat mengakomodasi keseimbangan, definisi, dan status
vang jelas bagi kepentingan individu atan kelompok dalam masyarakat. Aspek
Jfairness (keadilan) seperti due-process (asas lepalitas), persamaan perlakuan, dan
standar tingkah laku dalam bidang kegiatan investasi telah ditekankan scbhagai

% 1.0, Ny. Hart, The Role of Law in Econonic Development. Dalam Erman Rajagukguk,
Peranan Hukum Dalom Pembongunan Ekgromi, jilid 2 (Jakana: Universitas Indonesia, 1995,
him, 365-367.
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kebutuhan untuk menjags hubungan antara Negara Maju dan Nepara
Berkembang.

Fenomena hubungan yang saling mempengaruhi antara hukum, ekonomi,
dan politik semakin menguat dari kelompok Negara Maju ketika kapitahsme
berkermbang dengan konsep pertumbuhan ekonomi dengan mengajukan suatu ide
bahwa ada hubungan yang erat antara kebebasan ekonomi dan politik. Ada asumsi
balrwa rezim yang represif dapat lebih menarik investor daripada rezim demokrasi
yang sangat labil dengan perubahan dalam kepemimpinan dan hukum.
Pembangunan yang berorientasi pada kedikiatoran diperlukan untuk membangun
infrastruktur, mobilisasi kapital, dan mengambil dana yang diperlukan untuk
industrialisasi.

Selain itw, teori yang lain untuk membahas hubungan antara negare
penerima modal dengan perusahaan mulfi-pasional, mempunyai banyak variasi.
Pertama,  menunjukkan sikap ckstnimx  tidak  menginginkan {imbulnys
ketergantungan dengan menociak penanaman modal asing karena dianggap sebagai
kelanjutan dari proses kepitalisme. Kedua, berupa teori nasionalisme dan
populisme yang pada dasarnya diliputt kekhawatiran akan didominasi pepanaman
modal asing dan melibat pembagian keuntungan yang tidak seimbang, yang
terlafy  banvak berada pada pihak perusahaan multi-nasional sehingga
menyehabkan banyak negara penasam modal membatasi kegiatan perusahsan
multi-nasional. Menurut Hymer, untuk kegistan demikian beriaku hukum
pembangunan yang  Hdek seimbang dew of uneven developmens), vyaitu
pembangunan yang monghasitkan kemakmuran di satu pihak dan kemelaratan di
lain pihak. Ketiga, melihat peranan perusahaan multinasional secara ekonomi
tradisional dan meninjau segl kenyafaan dimana perusahaan dapat membawa
pengaruh pada perkembangan dan modernisasi ekonomi negara penerima modal.
Proses tersebut akan dapat dilihat sebagail gejala perkembangan ekonomi dunia
dan mekanisme pasar vang dapat berlangsung dengan baik atau tanpa pengaturan
dan fasilitas dari negara penerima modal.

Adolf Warouw dalam fulisannya berjudul “Sistem Perdagangan
Multilateral Dalam Kerangka W70 (Suvatu Observasi Terhadap Rule-based
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System)”, dapat disimpulkan bahwa sistem perdagangan multilateral sebagaimana
vang berlaku dewasa ini berorientasi pada rules sebagaimana tertuang dalamo
sekumpulan besar perjanjian-perjaniian W70, Sistem ini merupakan pilihan yang
memang harus diambil bila menginginkan terciptanva hubungan perdagangan
antar bangsa yang lebih tertib dan lebih menjamin stabilitas dan prediktabilitas
serta secara khusus dapat lebih menjamin kepentingan negara-negara lemah atau
kelompok Negara Berkembang. Selain itu, WTO sebagai succesor dari GATT
mewakili suatu tata perdagangan multilateral yvang baru. Putaran Uruguay tidak
saja menghasilkan institutional reform dengan pembentukan W70 sebagai sebuah
organisasi baru vang memiliki fegal personglity dan status hukum yang jelas
tetapi juga melahirkan berbagai kesepakatan yang menjangkau bidang-bidang di
luar perdagangan barang atau produk seperti perdagangan jasa dan hak miilik
intelektual.

Teori yang dikemukakan di atas ini akan digunakan sebagai kerangka
acuan untuk mengielaskan mengenai alasan dan kepeatingan digunakannya
prinsip national treatment dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal dikaitkan dengan manfaat yang diperoleh untuk meningkatkan
pembangunan ekonorni nasional secara global. Selain iy, teori ini juga digunakan
untuk mengetashui untung rugiya apabila suatu negara mengadopsi ketentuan-
ketentuan yang terdapat dalam W70 Agreement, khususnya ketentuan prinsip
National Treatment dalam TRIMs, baik bagi Negara Berkembang maupun Negara
Maju.

Untuk memudahkan dan membatasi permasalahan serta menghindari
perbedaan pengertian mengenai istilah-istilah vang dipergunakan dalam penulisan
tesis ini, berikut akan diberiken definisi operasional dari istilsh-istilah vang
digunakan tersebut.

a. Investasi atau Penanaman Modal,

Istilah investasi dan pepanaman modal memiliki pengertian yang sama.
Kedua istilah tersebut merupakan terjemahan dari “invesment”. Hanya saja istilah
investasi lebih populer digunskan dalam dunia usaha, sedangkan istilah
penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Di
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kalangan masyarakat luas, istilah investasi memiliki pengeriian yang lebih luas
karena dapat mencakup baik investasl langsung (direct invesment) maupun
investasi tidak langsung (porfgfolio invesment), sedangkan istilah penanaman
modal lebih memiliki konotasi pada investasi langsung®’ Black’s Law Dictionary
mendefinisikan investment sebagai:
“an gxpenditure to acguire property or assets l¢ produce revenue; a
capital outlay;, The asset acguired of the sum invesied, vestiture;

Livery of Seisin, 738

Kamus Istilah Kenangan dan Investasi mendefinisikan investasi sebagai:

“penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana
yang menghasitkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih
berorientasi ke resiko yang dirancang untuk mendapatkan modal.
Investasi dapat pula berarti menunjuk ke suatu investasi keuangan
(dimana investor menempatkan nang ke dalam suatu sarana) atau
menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin
memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya

Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdaganpan, investment atan
penanaman modal diartikan scbagai penggunaan atau pemakaian sumber-sumber
ekonomi untuk produksi barang-barang produsen atau barang-barang konsumen.
Dalam arti yang semata-mata bercorak keuangan, frvestmen: mungkin berarti
penempatan dana-dana kapital dalam suatu perusahaan selama jangka wakiu vang

relatif panjang, supaya memperoleh suatu hasil yang teratur dengan keamanan

maksimurn. ¢

7 Yda Bagus Rabmadi Supancana, Kerangha Hukum Dan Kebijokan Irvestasi Langsung Di
Fndonesia, oot 3, (Jakart: Ghalia Indonesia, 2006), bim, L

¥ Bryan A. Garner, Black's Law Dictinonary 8§ Edition, {StPasl, MN-USA: Thomsen-
West Group, 2004), him. 846,

* Sentosa Sembiring, Op. Cir, him. 55-36. Dikutip dari John Dovwnes & Jordan Ellist
Goodman, Kamus fuileh Kenongpon & Investosi. Alth bahasa oleh Susanto Budhidarmo, {Jekarta:
Elex Media Komputendo, 1994}, him. 3806,

® Semtoss Sembiring, id, him. $7. Dikutip dari A. Abdurrachman, Ensitlopedia
Kenangan Perdagongan, cet. ke-6, {lakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 340,
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Dalam Kamus Ekonomi dikemukakan, fnvestment {investasi) mempunyat
2 (dua) makna, vaitu: !

1. Investasi berarti pembelian saham, obligasi dan benda-benda tidak
bergerak, sctelah dilakukan analisa akan menjamin modal vang
dilekatkan dan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor
tersebut yang membedakannya dengan spekulasi.

2. Dalam teori ekonomi, investasi berarti pembelian alat produksi
{termasuk di dalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal
berupa vang.

Selanjutnya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI} disebutkan,
investasi berarti penanaman vang atau modal di suatu perusshaan ataw proyek
untuk fujuan memperoleh keuntungan, dan jumlah uvang atau modal vang
ditanam.”? Di dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sendisi,
padanan kate investasi ini dikenal dengan istilah Penanaman Modal. Undang-
undang ini mendefinistkannya sebagai berikut:

“Penanaman modul adalah segala bentuk kegiaten menanam moddl,
buik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing
unluk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, e

b. Investor atau Pepanam Modal,
Black’ Law Dictionary mendefinisikannya sebagai:

1. A4 buyer of a security or other property who secks io profit from it

without exhausting the principal,

2. Broadly, a person who spends money with an expectgion of

earning o profit™®

*! Sentosa Sembiring, bid. Dikutip dari Winardi, Kamus Ekonomi {Inggtis-Indonesial, cel,
ke-§, {Bandung: Ahumni, 1982), him, 198,

** Sentosa Sembiring, fhid,, hlm. 57, Dikutip dari Depariemen Pendidiken dan Kebudayan
RI, Kamus Besar Bahasa Indonesio (KBBY), edist ke-4, (Takarta: Balai Pustaka, 1995), him. 386.

** Indonesia, Undang-Undang No. 25 Takun 2007, Pasal 1 angka |,
“ Bryan A. Garner, Op. Cit, him. 846,
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Selanjutnya, Kamus Hukum mendefinisikannya sebagai:
“Pihak penanam wang atau podal, orang atau lainnya yang menanamkan
uangiya dolam wsaha dengan tujuan mendapatkan kewtungan dari modal

yang telah ditanam tersebut” ¥

Di dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal, dijelaskan bahwa:
“Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan

penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan

penanam modal asing. "

Selanjutnya disebutkan juga bahwa:
“Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan Warga Negara
Indoresia, Badan Usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, alau

Daerah yang melakukan penaranan modal df wilayak Negara Republik

Indonesia, >

Sedangkan Penanam Modal Asing didefinisikan sebagai:
“perseorangon Worgg Nepara Asing, Badan Usaha Asing, dardatau

Pemerintah Asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara

Republik Indonesia, ™

¢. Investasi Langsung atau Foreign Direct Invesiment (FDJ).

Dalam kepustakaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi
penanaman modal dapat berarii penanaman moda! yang dilakukan secara
langsung oleh investor lokal atau investor asing (Foreign Direct Investment, FDI}

dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung (Foreign Indirect
Investmeni, FIij. ¥

Istilah £/ ini di Indonesia mulai dikenal sejak diundangkannya Undang-
Undang Nomeor 1 Tahun 1967 tentang Penanamen Modal Asing (UUPMA) dan

* Sudarsono, Kemus Hukuns, cot, ko5, {lakarta: Rincka Cipta, 2087), him. 189,
* Indonesia, Undang-Lindang Nomor 23 Tahun 2007, Pasal 1 angka 4.

% fbid, Pasal 1 angka 5.

% Ibid, Pasal 1 angka 6.

¥ gentosa Sembiring, Op. Cir., hlm 55,
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
(UUPMDN).*® Dalam Pasal | UUPMA disebutkan:

“Pengertian penanaman modal asing di dalam undang-undang ini hanyalah
meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan
menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan
yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti
bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari
penanaman modal tersebut.”

Selanjutnya, di dalam Pasal 2 UUPMDN disebutkan:

“Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan *“penanaman modal
dalam negeri ialah: penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam
Pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung, untuk menjalankan
usaha menurut atau berdasarkan ketentvan-ketentuan undang-undang

ini.”

Dalam Penjelasan Pasal 2 UUPMDN disebutkan:

“Penanaman modal dalam negeri ialah penggunaan modal tersebut dalam
Pasal 1 bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada
umumnya. Penanaman modal tersebut dapat dilakukan secara langsung,
yakni oleh pemilikinya sendiri, atau tidak langsung, yakni melalui
pembelian obligasi-obligasi, surat-surat kertas perbendaharaan negara,
emisi-emisi lainnya (saham-saham) yang dikeluarkan oleh perusahaan,
serta deposito dan tabungan yang berjangka waktu sekurang-kurangnya
satu tahun.”

Michael J. Trebilcock dan Robert Howse, sebagaimana dikutip Sentosa

Sembiring, mengungkapkan investasi langsung asing biasanya menggunakan satu
dari tiga bentuk berikut;*'

1. Pemberian dana modal, misalnya dalam joint veniure atau pendirian

pabrik baru.
2. Investasi baru untuk pendapatan perusahaan.

3. Peminjaman jaringan melalui perusahaan induk atau partner, dimana

perusahaan tersebut adalah perusahaan asing.

* Ibid, him. 69.
51 1bid,, hlm. 65-66.

Universitas Indonesia

Penerapan Prinsip..., Andri Satria Permana, FH Ul, 2009



26

d. Modal,

Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang
yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyal nilai ekonomis.*? Penanaman
modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal
dalar negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah
negara Republik Indonesia.*® Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara
asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing,
dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modainya dimiliki
oleh pihak asing® Penanaman modal asing adalab kegiatan menanam modal
untuk melakukan vsaha di wilayah nepara Republik Indonesia yang dilakukan
oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya
maupun vang berpatuingan denpan penanam modal dalam negeri.”® Penanam
modal asing adalah perscorangen warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau
pemerintah aging yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Repubiik
Indonesia.”®

e. Mationa! Treatment.

Dalam Black [aw Dictionary, Nafiona! Treatmew diartikan atau
didefinisikan sebagai “4 provition contained in some freaties. Commercial ones
according foreigner the some rights, in cerfain respeci, as those accorded io
nationads”. Hal tersebut dapst diartikan sebagal suate prinsip dimana negars harus
memperlakukan perusahaan asing dengan cara yang sama seperti perusabazn
domestik untuk berhubungan dengan semua masalzh perdagangan, investasi, atau

peraturan untuk menjamin akses pasar yang sama.”

Selain darl penggunaan istilah-istilah tersebut di atas, dalam penulisan
tesis int digunakan beberapa istilah seperti:

* tndonesiz, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Pasal 1 butir 7.

3% thid, Pasal | butir |,

# tbid, Pasal | butir 8.

* Ibid, Pasal | butir 3.

% Jbid,, Pasal 1 butir 6,

* Baon: Graham Dunkley, The Free Trade Adventure, (Australia: Melbourne University
Press, Victoria, 19973,
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1. Perdagangan internasional adalah the exchange of goods and services
among oll nations, intinya mengandung pengertian pertiukaran

sefuruh barang dan jasa antar semua negara‘bangsa.

2. Liberalisme adalah pandangan yang beranggapan bahwa untuk
mencapai kemajuan ekonomi, Negara sedapat mungkin tidak campur
tangan dalam kehidupan ekonomi.

3. Liberalisasi adalah proses penpurangan atau penghapusan tarif dan
berbagai bentuk dan jenis hambatan yang merintangi arus
perdagangan internasional, secara unilateral ataupun multilateral *®

4. Kapiialisme adalah pandangan yang mengacu pada aliran barang,
investasi, dan produksi yang melintasi batas-batas negara.”

5. Globalisasi ekonomi mengacu pada aliran barang, investasi, dan
produksi vang melintasi batas-batas ricgara.m

6. Negara Maju yaitu negara dimana perekonomiannya sudah
berkembang pesat dan terorganisir dengan baik.

7. Negara Berkembang adalab negara yang memiliki pendapatan per
kapita rendah, perkembangan industri kecil, dan sarana sosial
ekonomi terbatas.®’

1.5 Metodologi Penslitian

Pegelitian ini mengguenakan metodologi penclitian yuridis normatif® vaitu
penelitian hukum yang mengacu kepada kaidah-kaidsh atau norma-norma hukum

3 ELIPS, Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, edist pertama, cet. ke-2, (Jakarta: Proyek ELIPS,
Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Ri, 1997}, him, 103.

® Theo Huflbers, Filsqfat Hukum Dalam Lintasan Sejorah, (Yogyakarta: Kanisius, 1982},
him., 113-114.

% Hamza Alavi, Capitalisme Dan Produk Kolonial, (Fakarta: KITLY Press, 1990}, him. 28

' Ibid.

%% penelitian hukum yuridis normatif atau penclitian normatif dissbut juga pesslitian hukum
doktringl, Pada penclitian jenis hulaws int, acap kali hukorm dikonsepkan sebagai apa yang tertulis
dafarn peraturan perundang-undang atan hukem dikonsepsikan sebagal kaidah stzu norma yang
merupakan patokan berperilsics manusia yang disspgsp panias. Baca: Amiroddin dan Zainal
asikin, Pengantar Metede Penelition Hukum, (Jakarty: Rajalirafindo Persads, 2006}, him, 118,
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vang terdapat dalam peratoran perundang-undangan.” Pada umumnya, penefitian
yuridis nomeatit merupakan stedi dokumentasi dengan penggunaan data
sekunder.* Data sekunder tersebut dapat dikuafifikasikan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan yang memiliki kekuatan
mengikat yang berbentuk nomma dasar dan peraturan perundang-
undlangan.

2. Bahan hukum sekunder, menjelaskan bahan hukum primer dan isinya
tidak mengikat. Seperti literatur bahan hulum resmi deri instansi
Pemerintah, bahan hulam Jain yapg dipublikaesi dalam bentuk
pedoman, buku, jurnal, majalal, makalah, tesis, dan disertasi yang
diperolch dari berbagai sumber.

3. Bahan hukum tersier, sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan
sckunder. Seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus terminologi dan
aneka istilah hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Penclitian ini bersifat preskriptif, yakni peneittian yang ditujukan antk
mendapathan saran-saran mengenal apa yang harus dilakukan untuk mengatasi
masalah-masalah tertentu,” Penelitian ini mengacu pada analisis norma hukum,
dalam arti Jaw as it iy writen in the book (hukum dalam peraturan perundang-
undangan).®® Dengan demikian objek yang dianalisis adalah norma hukam, yaitu
mengkaji peraturan perundang-undangan mengengi pencrapan prinsip National
Treatmeni bagi investor asing 4i Indonesia,

© Sudikno Merokusuno, Penelitian Hukum Suatw Penganter, cet. 11, {Yogyskarta:
Liberty, 20613, bim, 29,

# Namun apabiln data sekunder terschut temyats dirasaken masih kurang, peseliti dapat
mengadakan wawancare kepada narasumber alay informan antuk mepambieh informasé atas
penclitiaenys, Bacar Sri Mamudji, of of, Merede Penelitian Don Penulisen Hulm, (Jakara:
Badan Penerbit Fakultas Hekum Universitas Tndonesia, 2005), bim. 22,

5 Sosjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, tet. 1, (Jakarta: Uk-Press, 20083, him,
.

% Roland Dworkin, Legal Research, (Daedalus: Spring, 1973), Aim. 250.
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1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperolch gambaran yang jelas mengenai isi dar tesis yang akan
dibuat secara keseluruhan, maka ditentukan sistemnatika penulisan dalam suatu
uraian yang tersusun secara sistematis vang terdiri dari 5 (Jlima) Bab, vaitv scbagai
berikut:

Bab I merupakan pendshultian yang menguraikan mengenai latar belakang
penglitian, perumusan masalah, tjvan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis
dan konsepsional, metadologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas seputsr GATT/WTO dan peranjian TRIMs vang
melahirkan prinsip National Treatment dalam bidang kegiatan penanaman modal
vang melintasi batas-halas negara.

Bab I membahas mepgenai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal yang menerapkan prinsip National Treatment sebagai
asas yang beriaku dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia,

Bab IV membahas mengenai akibat hukum dari berlakunyz Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pepanaman Modal terhadap peraturan
perundang-undangan Iain di bidang investasi,

Bab V merupakan bagian penutup vang berisi suata kesimpulan dari hasil
penelitian yang telah dilakukan. Selain ita, Penulis juga memberikan saran yang
diharapkan dapat bermanfaat dan tepat sasaran sesvai denpan permasalabian dan
penulisan tesis ini.
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PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM TRADE RFLATED
INVESMENT MEASURES (TRIMs}

2.1 Substansi Mengenai Perjanjian GATI/WTO

Perkembangan dunia dalam bidang perdagasngan menuju pasar behas
dimulai pada tahun 1994, dimana terbentuk World Trade Organization (WTO).S
WTO didirikan sebagai hasil perundingan Putaran Urugusy vang diselenggarakan
dalam kerangka General Agreement on Tariff and Trade (GATT), yang dimulai
pada bulan September 1986 di Punta del Este - Uruguay dan berakhir pada bulan
April 1994 di Marrakesh - Maroko.™® Perjanjian W10 beserta seluruh lampirannya
(annex) berdaky mulai 1 Januad 19955 WTO merupaken orpanisasi vang
terbentuk  untuk menjadi wadah bagi negara-negara anpgotanya  untuk
berkonsultasi dan menyepakati aturan-atursn perdagsugan isternasional yang
lebih terbuka dan lebit adil.”” Terbentuknya W70 diawali dengan ferbentuknya
General Agreement on Tariffs and Trade {GATT} 1947, yang merupakan suatu
perjanjian yang meayepakati aturan-aturan dasar di dalam perdagangan,”

GATT 1947 dilatarbelakangt dengan berakbirmya Perang Dunia 1, dimana
pada saat itu sebagian besar nepara di bepuz Eropa dan Amerika mengalami
kesuliten ckonomi yang mengakibatkan banyak negara-negara terschut menutup
diri untuk melindungi ekonomi di dalam negeri.”” Perfindungan ekonomi tersebut
dilaksanakan dengan menerapkan tarif bea masuk untuk produk-produk dari

¥ Departemen Luar Negeri RY, Sekifas WTO (Forld Trade Orgenization), edisi ke,
(Jakarta: Penerbit Digjen Wuitilsteral, 20063, him. 3,

 Mark R. Sandstrom & David N, Goldswsig, ed., Intermational Practitioner's Deskbook
Series - Negotiating internaiional Commerciol tranzactions, second edition, (Jilinois: American
Bar Assaciation, Chicago, 2003), Blm, 136.

% Munir Fuady, Hukem Dagang (Aspek Hukum dari WT0), cet. 1, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2004}, him, 29.

* Departemen Luar Nogeri RL Op. Cit, him. L.

* 1.8, Karadjoemsna, GATT, WTO, Dan Hosil Ursguay Rowend, cet. ke-2, (Jakarta:
Penerbii L1-Press, 1998), him. 4.

” Munir Fuady, Op. £, him. 9.
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negara lain dengan nilal yang sangat tinggt. Hal ini merupakan upaya untuk

melindungi industzi di dalam negeri.”

Fenomena ekonomi dunia pada masa kini, membuval negara-negara
termasuk Indonesia, dituntut untuk mengikuti kecendeningan globalisasi ekonomi
yang mengarah pada penduniaan dalam arti peringkasan atau perapatan dunia
(compression of the world) dalam bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi yang
juga semakin dikembangkan oleh prinsip liberalisasi perdagangan (rade
{theralization} atau perdapgangan bebas (free frade) lainnys, telah membawa
pengaruh pada hukum setiap negara yang terlibat dalam globalisasi ekonomi dan
perdagangan bebas tersebut. Oleh karena arus globalisasi ekonomi dan
perdagangan bebas itu sulit untuk ditolak dan harus ditkuti. Sebab globalisasi
ckonomi dan perdagangan bebas tersebut berkembang melalui perundingan dan
perjanjian internasional.™

Implikast globalisasi ekonomi itu ferbadap hukum tidak dapat dibindarkan.
Sebab globalisast hukum mengikuti globalisasi ckonomi tersebut, dalam arti
substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjaniian menyebar melewati
batas-batas negara (cross-border).” Tepatiah pandangan Lawrence M. Friedman,
vang mengatekan bahwa hukum it tidak bersifat otonom, tetapt sebaliknya
hukum bersifat terbuka setiap waktu terhadap pengaruh luar.™ Dapat dipahami
bahwa globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas telah menimbulkan akibat
yang besar sekall pada bidang hukum. Nepara-negara di dunia yang terlibat
dengan globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas itu, batk Negara Maju
maupun Negara Berkembang dan bahkan negara yang terbelakang haros membuat
standarisasi hukum datam kegiatan ckenominya.

WT(G disebut sebapai pendukung vital untuk memperkuat kerjasama

ckonomi donia dan juga discbut sebagai salah satu organisasi internasional

P Ibid, K. 7.

™ John Braithwaite & Peter Drahos, Glabal Business Repulation, (New York: Cambridge
University Press, 2000), bl 24-23,

* Erean Rajagukeuk, Glebalisasi Hukum Do Kemajuan Telnclogi: Implikasinye Bapi
Pendidiken Hulgine dun Pembangunon Hukum Indonesiz, Pideo pads Dies Natgis Universitas
Sumatera Utara Ke-dd, Medan, 20 Nopembser 2001, hlm. 4.

* Lawrence M. Friedman, Legal Cultur and the Welfare Siate: Law and Seciaty - An
Intreduction, {Londox: Barvard University Press, Cambridge, Massackusetts, (998}, himt, 89,
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terpenting di bidang  perckonomian  internasional, di samping organisasi
internasional lainnya. Hal ini dapat diamati dari pendapat Peter [D. Sutheriand,
mantan Divektur Jenderal GATT yang disampaikan pada World Hconomic Forum:

“Money, Finance, and Trade have all to be treated in an integrated way.
The resources that can be mobilized by the World Bank in support of the
developmeny of essential infrasiructure and enterprise are vitgi,
especially to give a lead 1o promising private sector initistives. The
IMF's role of guiding macroeconomic and monetary policy is crucial
one. And the new WI0O will.over wndd above all its other specific tasks -
provide a much-needed means of gauging the appropriateness and
eflectiveness of micro-economic policies through their impact on frade
and consistency with multilateral rules”.”’

Tujuan utama FT0 sebagal organisast perdagangan internasional adalah
melibemlisasikan perdagangan internasional dan menjadikan perdagangan bebas
sebagai Jandasan perdagangan internasional untuk mencapai pertumbihan ekonomi,
perbangunan dan kesejahteraan umat manusia”™ Sekarang ini substansi
pengaturan yang ditangani W70 diperiuas sampai mencakup bidang-bidang baru
(new issuesj yang sebelumnya tidak pernah dimuat dalam G477, seperti masalah
perlindungan Hak Atas Kekavaan Inteiektual (HAKI), masalah kebijakan di
bidang investasi vang mempunyai dampak terhadap perdagangan, dan masalsh
perdagangan jasa melalui General Agreements on Trade in Services (GATS).

Bi dalam W70, disepakati perianjian-perjaniian perdagangan interpasional
yang harus dipatubi oleh nepara-negara angpota B70. Kesepakatan-kesepakatan
yang terdapai di dalam perjanjian perdagangan di bawah W70 utamanya adalah
untik mengerangi hambatan-bambatan baik berups penetapan tanf ataupun non-
tarif”® Hambatan-hambatan tersebut termasuk pengenaan bea masuk <lan tindakan
pelarangan impor atau pembatasan kuantitatif impor melalul pengaturan kuotz
terhadap barang sccara selektif® Sejak pembentukan GATT 7947 telah

7 Peter 13, Sutherland, Hoba! Trade - The Next Chullenge, Pidato yang disampaiken pada
Werid Economic Forum, Pravos, tanpgal 28 Januari 1994,

# Daniel 8, Ehrenberg, The Labor Link: Applying the Internationsd Trading Svsiem to
Enforce Violation of Ferced and Child Laber, vol. 20, (Yale Journs! Intersational Law, 19935),
alm. 381,

” Departemen Luar Negeri R, Op. Cir., him. 6,

 1bid
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diselenggarakan sembilan putaran neposiasi perdagangan.® Putaran negosiasi in
tjuan otamanya adalah untuk melakukan perundingan masalah penurunan tarif
atas barang impor.®? Hasil yang telah dicapai melalui perundingan-perundingan
tersebut adalah penurunan tingkat farif secara teratur atas produk industri yang
berkisar pada persentase 6,3% pada akhir era 198033 Perkembangan yang timbul
pada masa setelah era 1980, mendorong pembalhiasan tenitang hambatan-hambatan
non-tarif yang terdapat di dalam barang, jasa, dan hak kekayaan intelektual

Untuk mendorong keikutsertaan Negars Berkembang dalam perjanjian
#T0, maka di dalam perianjian-perjaniian perdagangan internasional di bawah
organisasi ini terdapat pengecualian yang diberikan kepada Negara Berkembang
dan Terbelakang, Pengecualian tersebut discbuikan dalam semua perjanjian yang
disepakati yang dikenal dengan istilah Special and Differential Treatment Clause
(3&I).% Implimentasi dari ketentuan perlakuan vang khusus kepada Negara
Berkembang dan terbelakang ini sering kali menjadi hambatan i dalam
perundingan perdagangan dikarenakan pencrapan akan S&D sangat ditentang oleh
Negara Maju vang memandang pedakuan yang berbeda ini akan lebih
mengganggy perdagangan internasional daripada aspek menguotungkannya

Peran GATT di dalam perdagangan intermasional semenjak dibenfuknya
W70 jauh lebih memberikan kuasa kepada W70 untuk mengontrol kebitakan
ekonomi dari negara anggota. Di dalam wadah IO, perjanjisn perdagangan
internasional tidak hanya mengatur lalu-lintas barang, akan tetapt juga scktor jasa,
hak kekayaan intelektual, dan pepanaman meodal® Utamanya FTO juga
menyepakati adanya suaty sisiem penyelesaian sepgketa di dalam Dispufe

M Ihid

¥ 1bid

8 thid.

% H.5. Kartadioemena, GATT, W70 den Hayxil Uruguay Round, cet. ke-2, (Jakarta: Ul-
Press, 1998), him, 77

% Joseph E. Stigltz & Andrew Chatlion, Fair Trade For All - How Trade Can Promwie
Development, (United Kingdom: Oxford University Press, Oxford, 2007), him. 38,

St John H. Jeckson, ot al, Legal Problem of tnternational Economic Retutions - Cases,
Muterials and Text on the National and International Regulation of Transeational Feonomic
Relation, Fourth edition, (Minnesots: West Pubiishing Co, St. Paul, 1995), him. 187,

¥ Baca: Bossche & Peter Van den, The Law and Policy of the World Trade Organization -
Tuxy, Cases and Materials, sixth edition, {United Kingdone Cambridge Universily Press, 2007),
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Settlement Undersianding (DSU), yang memberikan hak yang sah kepada negara
anggota untuk menentang kebijakan-kebijakan perdagangan negara lain dalam bal

kebijakan tersebut menimbulkan kerugian.®®

Negara anggota W70 berdasarkan kebijakan perdagangan internasional
yang ketat, tidak mungkin lagi dapat dengan bebas mengambil kebijakan
perdagangan internasional yang proktif untul industri dalam negerinya seperti
pemberian subsidi atau ketentuan muatan nasional atas barang (local content).®
Dapat disimpulkan dalam hal ini ruang gerak negara anggota untuk memberikan
perlindungan atav dalam kaitannya dengan Negara Berkembang membangun
indusiri nasionalnya meujadi terbatas karena kedaulatan negara uniuk menentukan
arzh kebijakannya telah ditundukan di bawah #7G.”

Berdasarkan kenyataan tersebut, memberikan pemahaman  sistem
perdagangan bebas vang diterapkan oleh WTO, lebih memberikan hambatan
kepada negara anggota daripada memberikan keuntungan untuk pembangunan
neparanya. Salah satu contoh yang dapat diambil adalah kenyataan yang terjadi
terhadap Vietnam, Argentina dan Haiti”' Viemam yang pada awal era
perdaganpan tghun 2000 belom menjadi peserta dari #70. akan tetapi
pembangunan ekonomi yang dilakukan sejak tahun 1980, saat ind memiliki tingkat
permambuhan ekonomi yang tinggi™ Sebaliknya Argentina dan Haiti yang
merupakan anggota W70 dari tahun 1950-an, ternyata pertumbuhan ekonominysa
tidek meningkat bahkan cenderung berhentl. Kemiskinan meningkat dan hutang
fuar negeri meningkat yang pada akhirnys menimbulkan sengketa politik yang
cukup besar antara tahun 2000-2003.%

% Huala Adolf. Hulwm Penpelesaion Sengketa Internasionsd, cel. ke-2, {lakana: Sinar
Ciraftka Offses, 2006), him. 132,

¥ Baca: Andreas F. Lowenfeld, International Ecoromic Law, {Unted Kingdom: Oxford
Umiversity Press, Oxford, 20023

% Baca: Stephen Woolcock, Yhe Muitilateral Trading Spstem inta the New Mitlerium,
dalam Trade Politie: Interamiional Domestic and Regional Perspectives, 1999},

* Bruce Ross Larson, ed, Making Glabal Trade Work for People, (United Kingdom:
Earthscan Publication, 2003), hbs. 27.

72 Ibid

# Sarsh Anderson, Argenting and The IMF. Dalam Alternatives Task Force of the
International Forum on Globalization, Aftermatives 10 Economic Globolization: 4 Betier World is
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Kekuasaan W7( tidak hanya menimbulkan kerugian pada Wepara
Berkembang. Dengan penerapan pasar bebas oleh W70, banyak sekali perusahaan
di Negara Maju yang memindahkan proses industri ke Negara Berkembang yang
dianggap memiliki {ingkat biaya rendab. Sehingga mengakibatkan penurunan
penyerapan lenaga kerja di negara industri maju yang dalam jangks panjang
menciptakan tingkat pengangguran yang tinggl dan tingkat kesejateraan yang

maenuran?

Keseluruban perjeniian W70 pada akhirnya hanya memberikan
keuntungan pada segelinfir perusabaan multinasional dengen modal yang besar,
Tujuan utams dari WTO untuk mengembangan pembangunan ekonomi vang
merata saat ini, dikesampingkan dengan pengembangan pasar bebas untuk
perusshaan multinasional yang kecenderungannya merupakan perusahaan-
perusahaan dari kelompok Negara Maju seperti Amerika Serikat, Jepang, atau
negara di benua Eropa.” Pengesampingan dari tujusn utama tersebutkan
diakibatkan pembentukan dari pefjaniian perdagangan seperti Trade Relared
Investment Measures (1RIMs} dan Trade Related Aspect of Intelleciual Property
Rights {TRIPs),% Berdasarkan 7R/Ps perusshaan multinasional saat ind tidak
hanya dapat menjadi pemegang paten penemuan-penemuan bara {invention),
tetapi kini perusahaan multinasjonal juga dimungkinkan dapat memegang hak
intelekinal terhadap produk yang tidak dikategorikan schagai invensi sepertt benih
atau varietas unggul tanaman yang sangat penting bagi Negara Berkembang yang
mayoritas merupakan negara agricaiiural ! Kebijakan perdagangan dalam 7RIFs
tersebut di atas akan mempersulit Negara Berkersbang untuk meningkatkan

Possibie. ¥dited by John Cavanagh, {Linited States of America: Berret - Koshler Publisher, 20823,
him. 35.

M AP, Blly Erawati, Globalivasi dan Perdagangan Bebas: Suatu Pengantar, dojam Aspsk
Hularm dari Perdagangan Bebas - Menglagh Kesiupan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan

Perdogangan Bebus. Edied by 1da Susant dan Bayu Sete, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2603), hlm. 36-31.

* Ihid, Hlm. 31.

* Baca: Jobn Braithwaite & Peter Drahos, Globo! Business Regulation, (United Kingdon:
Cambridge University Press, Cambridge, 2000).

7 Vandana Shiva, From Commons o Corporate Patents on Life. Dalam Alternatives Task
Forse of the Internationsi Forum on Globaiization, Alternatives fo Economic Globalization: A

Better World Is Possible, Edited by John Cavanagh, {United States of America: Berret - Koehler
Publisher, 20023, him. 35,
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tingkat ekonominya yang sangal bergantung pada sektor pertanian, dikarenakan
akses atas benih dan varietas unggul meniadi terbatas, mengingat perusashaan
multinasional akan menjual produknya sebagai komeoditi dengan harga sesuai
permintaan (harga pasar).

Berdasarkan atas kenyataan ini para aktivis lngkungan hidup menyatakan
bahwa hal tersebut merapakan pelanggaran dari hak para petani, mengingat benih
tanaman yang telah dipatenkan oleh perusahaan multinasional tergolong sebagai
genetic commons. Genelic commons merupakan benih tanaman yang senyatanya
telah dikembangkan dalam kurun waktu lama oleh para petani dan dikembangkan
secara tradisional, dengan proses sosialiasi yang juga tradisional.®® Selain TRIPs,
perianiian W7(Q yang juga tidak mengakomodir kepentingan dari Negara
Berkembang adalah TRIAMs. Sebelumn diterapkannya TRIMs, prinsip penanaman
modal internasional didasarkan pada Pasal 7 dari Charter of Economic Rights and
Duries of States (CERD) yang menyatakan Negara memiliki kedaulatan dan
tanggung jawah untuk mengembangkan peningkatan ekonomi, sosial, dan budaya
yang pelaksanaannya dilakukan dengan kebebasan penetapan kebijakan-kebijakan
yang dapat mendukung tujusn pembangunannnya.”® Di dalam CERD Pasal 2 ayat
{2) huruf b, juga menentukan negara yang berdaulat memiliki hak untuk mengatur
dan mengawasi kegiatan-kegiatan usaha darl perusahaan multinasienal di
negaranya untok melindungi sektor ekonomi dan sosialnya. Kedua prinsip dasar
yang ditetapkan oleh CERD pada intinya menentukan hak negara untuk
membentok  kebijakan penanaman modal yang lebih  ditujukan  kepada
pembangunan nasional.'® :

Penerapan TRIMs telah melanggar sepala kebijakan yang dapat dilakukan
oleh negara untuk melaksanakan pembangunan ¢konomi nasional. Salsh satu
kegiatan yang dilarang adalah ketentuan teatang diskeiminasi produk nasional dan
asing. Kebanyakan industri nasional di Negara Berkembang digolongkan sebagai

*® tbid

# Lihat: Pasal 7 dari The Cherter of Econswmic Rights and Duties of States, GA Res.
328100ix), UN GAOR, 29th Sess., Sepp. No. 31 (19743 50.

'® Martin Khor, The WTO and the Seuth; Implications of The Emerging Global Economic
Gavernance for Develepment dalam Globalization verses Development. Edited by Jomo KS &
Shyarnais Nagarat, 2001, him. 81,
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infant indusiry, yang pada intinya merupaken industri yang masih dalam tshap
pengembangan dengan tingkat produksi rendah. Persaingan tidak sehat dalam hal
ini tercipta karena persamasn perlakuan antara infans indusiry dan perusahaan
multinasional dengan tingkat modal dan produksi tinggi. Selayaknya melalut
{ERD Negara Berkembang dapat melalukan pengembangan industri-industri
keedl ind, melalui subsidi ataupun pembatasan kuota, telapi dengan diterapkannya
TRIMs maka hal tersebut fidak dapat dilaksanakan,

Perdanjian lain yang juga menjadi suatu hambatan untuk pembangunan
nasional Negara Berkembang adalab perjanjian dalam bidang pertanian, yang
memberikan pengecualian keberlakukan aturan di dalam dgreement on Subsidies
and Countervailing Measures. Discbutkan di atas, Negama Berkembang secara
mayoritas merupakan negara yang unggul dengan produk pertanias, tetapi melalui
perjanjian pertanian, kegiatan tersebut dihambat yang mana saat ini nepara
industri maju masih menggunakan subsidi yang sangat tinggl untuk melindungi
sektor pertantan di negaranya.

Di dalam G477 1894, tidak mengatur secara spesifik tentang dampak
pasar bebas terhadap lingkungan hidep atau pombatesan akan  tindakan
perdagangan yang memberikan dampak negatif pada lingkongan hidup. Saaf ini
banyak negara anggota vang menggunakan isu lingkungan hidup sebagai salah
saty alasan penerapan kebijakan proteksionis. Salah satunya adalah sebagaimans
yang terjadi pada penyelesaian sengketa melalui J3SB atas Sengketa US - Shrimp
yang didasarkan pada tindakan Amerika Serikat melarang import udang dari
aegara-negara anggota WO berdasarkan peraturan Section 669 of US Public Low
101-762,"% yang ditangkap dengan cara yang dapat membunuh kura-kura.

Pengajuan penyelesaian sengketa tersebut diajukan oleh India, Pakistan,
Malaysia, dan Thailand selaku pengekspor udang ke Amerika Serikat'®
Arpumentasi keempat negara tersebut adalah larangan impert udang Ameriks

") Prabhash Ranjan, Diszussions On Disputes - Shrimp-Turtle Dispute Between The Us and
India, Malaysia, Pakistan, Thailand, Diakses welalul hitgp:Awwwcontad .org ldisputes_dis 02.asp
pada tanggal 13 Novemsber 2008

X WO, Condemns US Shrimp Ban, Recommends Negotiated Sohutions To Conserve Sea
Turties, Diakses melalal hitp v icisd orgfinmbfreviewZ-3. 8 in pada tangga!l 13 November
2008,
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Sertkat merupakan pelanggaran dari Pasal X1, GATT 1994 tentang guantitative
restriction. Bilamana dilibat dari keadaan perdagangan udang di Amerika Serikat
pada saat itu, keempat Negara Pemohon menguasai sebagian besar dari 85 persen
pasar udang Amerika Serikat."™ Hal tersebut juga menckan industi udang
Amerika Serikat untuk menjual murah ndang dan produksi udangnya.

Hilangnya pasar tersebut akan memberikan dampak yang sangat besar bagi
ekonomi keempat Negara Pemohon khusugnya untuk industri udang nasionalnya.
Ekuador yang jfuga merupakan negara pengekspor udang ke Amerika Serikat tidak
mengaivkan penyelesatan sengkete ini, karena kerugian yang diderita oleh
Eloaador kurang dari 10 persen dari keseluruhan pasar udang Ekuvador, yang
pengaruhnya tidak terlalu besar terhadap ekonomi Ekuador.'™ Perbandingan
antara keadaan keempat Negara Pemobon dengan keadaan Ekuador maka dapat
terlihat kerugian ekonemi merupakan faktor utama disjukannya penyelesaian
sengketa dalam kasus USA-Shrimp.

Berdasarkan atas contoh kasus di atas, maka permohonan penyelesaian
sengketa memang selafu didasarkan pada swate pedanilan W70, akan tetapi
pengajuannya sendiri didasarkan pada keadaan yang merugikan atau dapat
merugikan negara  yang mengajukan kasus tersebui, bilamana tindakan
pelanggaran tersebut tetap dilaksanakan.

Perkembangan dari periapjian-pefanjian di dalam wadah W70, telah
memberikan pembatasan kedaunlatan negata untuk mencrapkan kebijakan yang
dapat meningkatkan pembangunan ekonomi di negaranva. Idealisme dari 70
yang cenderung memaksakan pernberlakuan pasar bebas di Negara Berkembang
dan persamaan perlakuan dengan megara industri maju telah menimbulkan
kesenjangan yang iebih jaub. Prinsip persamaan perlakvan vang ditentukan oleh
W10 yang dipaksakan penerapannya kepada sef}ag%an besar Negara Berkembang,
memberikan akibat negatif. Persaingan yang tidak sehat dengan kebijakan paser
bebas 70, dapat timbul antara Negara Berkembang dan Negara Maju, atau

antara perusahaan nasional dan perusahaan multinasional. Persarpaan perlakuan

* Andrew Schmitz, ef al, Interncriona! Agricuttural Trade Disputes: Case Studies in
North America. Diakses melalul At dodis. ifas wfl edi/'FE3S1 pada tangeal 13 November 2008,
B WwTo, 0p. Cit
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dalam perdagangan tersebul diterapkan kepada negara atau industri dengan modal
vang sangat kecil, tingkat teknologi yang rendah serta tingkat produksi yang
masih sangat kecil dibandingkan Negara Maju dan perusahaan multinasionalnya

yang memiliki tingkat produksi, modal, dan teknologi yvang sangat tinggi.

2.2 Investasi Dalam Kerangka WTO

Perkembangan ekonomi dan perdagangan pada kenyataannya terbawa oleh
arus komunikasi sejagad atau globalisasi yang telah melulubkan ketegasan batas-
batas negara dan sekat-sekat peografis wvang terwujud lewat perdaganpan
internasional dan pola bisnis melalui komunikasi maya.

Dalam konteks ini, menarik apa yang dikemukakan oleh Heidi dan Alvin
Toffler bahwa dampak pertama globalisasi adaleh menurunnya dampak lokasi.
Hal im memungkinkan perusahaan-perusahaan internasional memperoleh
keunggulan terhadap perusahaan yang masth terpaku pada orientasi domestik
Dalam fase pertamz globalisasi, globalisasi ite sendiri yang menyajikan,
keunggulan. Karena dengan demikian, berbapai perusahasn internasional
memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan memecbilisasikar masukan dan
aset melewati batas-batas nasional.’™ Dunia tanpa batas seperti dinyatakan
Kenichi Ohmae bukanlah khayali, melainkan realita yang harus dihadapi.’™
Tentang globalisasi fu sendiri berbagai pakar telah memberikan pengertian atau
komentar, Barbara Parker menanggapi kenystaan globalisasi terscbut dengan
mengatakan:'"

“There is growing sense that everls vccurring throughout the world are
converging rapidly to shape a single, integrated world where gconomic,
soctal, culturdd, techrological, business, other influences cross traditional

borders, and boundaries such as nations, national cultures, time space,
and business industries with increasing ease”.

5 Heidi & Alvin Toffler, Rethinking The Future, (Jakana: Gramedia Pustaka Utama,
2000}, hlm. 80-81.

R soediono  Dirdiosisworo, Kuaideh-Kaidoh Hukwn  Perdagangan  Intervasional
{Perdugangan Multilateral} versi Organisasi Perdagungoen Duriia {(World Trade Organization),
{Banidung: Utemo, 2604), him, 1%

' Ade Maman Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 20035), him, 15.
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Berdirinya W70 sekaligus juga menghasilkan konvenst muitilateral vang
memberi landasan yang disertai kaidah-kaidah atau porma-norma vang mengatur
hubungan perdagangan internasional. Dengan kata lain, telah dihasilkan bukum

yang mengikat negara-negara anggota khususnya di bidang perdagangan.'®

Liberalisasi perdagangan yang ingin diterapkan W70 pasca Putaran
Uruguay mengarah pada kecenderunpan perluasan bidang cakupan pengaturan
Wi(. Bidang-bidang yang keierkaitannya dengan perdagangan belum teruji
secara meyakinkan dan belum diterime oleh sebagian besar anggota F7TO yang
mngin ditundukkan ke dalam rezim ®T0. Salah satu bidang yang termasuk
kontroversial adalah bidang penanarnan modal,'®

Dilihat dad perspekiif Negara Berkembang, kebijaksanaan di hidang
investasi menyangkut pertimbangan mengenai masalah-masalah yang cukup luas
dan tidak saja berkaitan dengan masalah perdaganpan. Bahkan dapat ditekankan
bahwa dalam sebagian besar keputusan yang menyangkut kebijaksanaan investasi,
iebil banyak perhitungan vang mencakap masalsh makro ckonomi, siabilitas
sosial maupun pembangunan regiomal daripads masalah perdagangan semata-
mata. Olch karena itu, sulit diterima bahwa suatu kebijaksanaan yang menyaagkut
masalah yeng cukup lvas ini hares disubordinasikan ke dalmm masalah
perdagangan.'®

Negara Berkembang, termasuk Indonesia, senantiasa mempunyat
keinginan kuat uniuk melaksanakan pembangunan ckonominya. Akan fetapi
keinginan ini tidak didukung sepenuhnya oleh cukup tersedianya sumber-sumber
dana di dalam negeri, karens masih dihadapkan pada suaty situasi yang cukup
dilematis, vang di dalam dunia perekonomian biasa disebnt dengan istilah
“lingkaran kemiskinan™,

Pembangunan ¢konomi membutuhkan sumber daya alam yang banyak,
tenaga terampi! yang cukup, manajemen yang baik, stabilitas politik yang mantap,
dan lain-lam sebagainys. Namun, persoalan utama terleisk pada kebutuban akan

105 5 -
ibid,
“% Mahmu! Siregar, Perdagangan Internasionat Dan Penanaman Modal, (Universitas
Susnatera Utara: Sekolah Pascasariany, 2083}, hlm. 344,
¥ 1 8. Kartadjcemens, Op. €#., him. 220,
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sumnber modal untuk  investasi, Kkarena baik Pemerintah maupun swasta
membutubkannya untuk  membiayal  proyek-proyek  pembangunan  yang
dilaksanakan dengan cara mengimpor, haik keablian (manajemen dan teknologi),

Jasa, maupun barang dan peralatan.

Dalam mengupayskan sumber-sumber tersebut, serta umtuk memacu
pembangunan melalui pertumbuban ekonomi, maka Pemerintah dihadapkan pada
keharusan menggerakkan peran sekior swasta vang antara lain dengan berussha
menarik investasi asing.''' Masalah investasi sebenarnya tidak hanya mempuryal
dimensi perdagangan internasional tapi juga sangat dipengaruhi oleh aspek
ekonomi, sosial politik, dan budaya vang nretwbene tidak termasuk dalam
konsentrasi W70, Kenyataan adanya saling keterkaitan yang erat antara investasi
dan perdagangan internasionsl, ielah melapangkan jalan masuk bagi masalah
investasi secara komprehensif untuk dimasukkan dalam kerangka #7012

Tak dapat dipungkiri bahwa investasi langsung yang dilakukan oleh
perusahzan-perusahaan multinasional aken memberikan sejumlah keuntungan
bagi Negara Penerima atau Host Country. Tidak saja berupa penerimaan devisa
melalul pergerakan modal, tetapi juga lebih penting lagi adalsh teknologi,
manajemen, keahlian, dan pepgetahuan lainnya. Kesdaan ini akan saogat
menunjang pencapatan tujuan pembagian kerja secara internasional karena
pergerakan faktor produlesi ke negara-pegara Host Country akan sangat merbantu
mereka memperkuat spesialisasi vang mereka lakukan,

Y Amirizal, Hukum Bisnis, Deregulasi, Dan Joint Ventwre di Indonesic. Teori Dan
Pralack, {Iakarta: Dijambatan, 1956}, blm.},

' Mahmul Siregar. Op. Cit,, him. 35, mengutip Renatio Ruggicerc daltam Foreign Direct
Investmeant and The Myuititateralt Trading System, Trasnationa!l Corporation, Meaielaskan bahwa
gistem pedagangan indernasional yang liberal harus didukung oleh rezim fnvestasi yang liberal,
begitu pala sebalinya. Lebih lanjut dikatakan bahwa sistem perdagangan infernasional yang lberal
bertujuan untuk menfasilitast pembagian kerja yanpg saling menguntungkan, dimana musing-
masing negars akan melakukan spesizlisasi dalam bidang-bidapg lerhaik yang dapsl mereka
fakukan. Sistem perdagangan internasional yang liberal akan meynbuka pasar inlernesional gecara
Tuss, tanpa tergangeu hambatzn-hambatan perdagapgan, Pads gilirannya keterbukagn pasar vang
demikian akan mengubah pola bisnis perysabaan multivasionsl, dwana dalam usahanys
memenubi supply pasar internasional dan meadekatkan diri deagan Konsumen perusahean
multivasional akan terdoreng untuk melakuksan investasi langsung ke luar negeri.
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Pandangan di atas memberikan pengakuan pada peran vang sangat besar
dari perusahasn multinasional dalam meningkatkan pertumbuhan perdagangan
internasional dan kesejahteraan dunia. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan
tersebut perlu mendapatkan ruang gerak yang lebih bebas uniuk melakukan
aktifitas investasi vang didukung oleh rezim hukum investasi multilateral yany
terprediksi, transparan, dan tanpa diskriminasi.

Gerakan menuju apa yang disebut globalisasi ekonomi adalah manifestasi
baru dari perkembangan kapitalisme sgbagai sistem ckonomi internasional. Jika di
masa lalu globalisasi ckonomi lehir dengan kekerasan dalam alam kolonialisme,
pada masa kini globalisasi ekonomi berkembang dengan jalan damal melalui
perundingan dan perjanjian internasional.'’ Globalisasi ekonomi tersebut dengan
sendirinya ditkuti pula oleh globalisasi hukum dalam arti berbagai prinsip dan
substansi peraturan hukum dan perjanjian-pecjaujian menyebar melewati batag-
batas teritorial Negara. Globalisasi hukurn tersebast dapat terjadi melalui perjanjian

dan konvensi internasional, perjanjian privat dan institusi ekonomi baru.!™

Globalisasi hukum tersebut kemudian diikuti pula oleh globalisasi prakisk
bukum dimana aptarz Jain konsultan hukum suatu negara dar suatu sistem
hukum, dapat bekeria di negara lain yang mempunyai sistem hukum yang
berbeda.'”® Pada masa lalu, globalisasi ekonomi banyak diperankan oleh
perusahaan multinasional dengan cara senantiasa mencari pasar baru dan
memaksimalkan pasar mereka dengan mengekspor modal dan re-organisasi
struktur produksi. Investasi difokuskan pada mencari bahan-behan mentah dan
memproduksi bahan-bahan dasar. Oleh Gilbert Clee dalam artikelnya di Harvard
Busines Review 1959,''* praktek bisnis perusabaan semacam ttu disebut dengan
istilah Global Enterprise yang mengandaikan terbentuknya pasar yang homogen

3 Brman Rajagukeul, Globalisasi Hukum Dan keraivan Teknologi: Implikasinpa Bagi
Pendsdikan Hukum Dan Pembangunan Hukum D21 Indonesia, Pidsto pada Dies Natalis Universitag
Sumatera Utara ke-44, 20 NoVember 2001, him. 4, mengubip John Braithwaite and Peter Drahos,
Global Busingss Regulation, (New York 1 Cambridge Universiy prass, 20003, him, 21-24,

™ fhid, him. 4.

" hid, mengutip Peter Roorda, The Internationalizaiion of The Practice of Taw, voi. 28,
{Wake Forest Law Hoview, 1993}, Eim. 141-159.

% Kemichi Ohmae, Triad Power, The Coming Shape of Globel Comperition, (Harvard
Bugines Review, 1985), him. vil
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dan mendorong perusahaan-perusahaan Amenka untuk membeii bahan mentah di
selurulr dunia dengan harga murah, memproduksi di negara-negara lain dengan
biaya buruh rendah, dan menjualnya di pasar-pasar yang menjanjikan, Model in
sebenamya didasarkan pada konsep oplimasi yang sebenarnya telah banyak
dikecam dan dianggap tidak up fo dote lagi (The oid model of the multinational

emterprise has become obsoleie).

Namun demikian, terlepas dari model atau prakiek bisnis dari perusshaan.
perusahaan muliinasional di berbagai negara, khususnya di negara-negara sedang
berkembang, berbagai permasalahan-permasalahan atau kegagalan-kegagalan
yang dialami yang penvebabnya seringkali dialamatkan pada hukum dan prakiek
hukum di negara dimana perusahaan tersebut beroperasi.

Dalam konteks ini menarik untuk disimak apa yang dikemukakan oleh
Keinichi Ohmae'"” menyindir perusahaan multinasional yang mengalami
kegagalan di negara sedang berkembang scbagai berikut:

“In the end, rather than acknowledging their own strategic biunders the fire
Jighters who have been sent, as well as the corporaie executive, starf finding
good excuses:

—  The competitors have natural {or “unfair} advantages.

-~ Government regulations are ioc restrictive fo jforeigners and we
suffer (bald pen).

— The fire fighter's predecessor gllowed the empioyees to desiroy
each other {or go home at 4:30, it doesn’t matter).

~  The company’s praduct's FOB price is 20 percent higher than the
competitor’s shipmext price.

~  The competitor s turnaround time (fram design to mass production
shipment) is only one third of the company’s, and the firm's
enginger are not very cooperative,

—  You can't get competent managers to work for a foreign subsidiary
for, if you hire managers who are loo good, they will not put up
with our corporaie nonsense, or whatever).”

Apa vang hendak ditckankan oleh Penclis dalam kutipan tersebut di atas
(khususnya paragraf ke-2), adaleh bahwa kepentingan ckenomi global, lebih
spesifik lagl kepentingan perusahaan asing atau multinasional senantiasa berkaitan

7 Kenichi Ohmae, fhid., hilm., 52.
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atau dikaitkan dengan kondisi hukum baik dalam pengertian hukum substantif
{fave in the books) maupun dalam penerapannya {Taw in action) di suatu negara,
khususnya di Negara Berkembang dimana perusahaan yang bersangkuian
beroperasi.

Dari uraian tersebul di atas, dapat dipahami jika Negara Berkembang
seperti Indonesia menarub perbalian yang besar dalam pembangunsn hukuvm
pasionalnya, sebagal respon terhadap tuntutan globalisasi ekonomi yang telsh
merembes ke selanth penjuru dunia tanpa mengenal batas-batas nepara, Dalam
konteks tersebut, hukum diharapkan dapat mengharmoniskan antara kepentingan
negera tempat investasi dengan kepentingan investor asing. Bagi negara tempat
investasi, penanaman modal yang dilakukan oleh pihak asing, memberikan
manfaal yang besar guna roeningkatkan lgju pertumbuban ckonominya.
Sedangkan hagi investor asing, lemahnya perangkat hukum di negara tujuan
investasi dapat menghambat pertumbuhan usaha yang pada giliransya meragikan
kepentingan bisnisnya. Schingga, tidak ada jalan lain kecuali membenahi
perangkat hukum apar kedua kepentingan fersebui dapat diakomodasi dan
dikarmoniskan.

Kecenderungan WO untuk menjadi “keranjang sampah” bagi masuknya
isu~isu baru ke dalam sistem WO akan menjadikan sistem perdagangan menjadi
penub dan membengkek. Hal ini menyebabkan WTQ tidek akan mampu
menyelesaikan tugas vang seheparnyz, karega W70 terus menerima tugas bare
vang tidak cocok untuk diselesaikan, dan terus berguiat dengan isu-isu baru vang
rumit dan memeriukan pemahaman baru.

Adanya WT0O sebagal organisast internasional baru di bidang perdagangan
memerlukan perhatian kKhusus, Keberadaan #70 tentu saja meningkatkan upaya
multilateral dalam melaksanakan prosedur penyelesaian sengketa secara terpadu
(integrated dispute secitlement). Bagi Indonesia maupun kelompok Negara
Berkembang lainnya diperlukan perhatian mengenai kemungkinan dilakukannya
retaliasi dengan cara penangguhan konsesi dan kewajiban oleh compliaining party
baik secara Jintas sektoral maupun antar peresetujuan-perssfunjuan yang dicakup
wro.
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Adanya kerjasama yang erat antara W70, IMF, dan Werld Bonk dalam
kaitan dengan kebijaksamaan perckonomian global ada makna positifnya yang
perlu dipertahankan, Namun demikian, hal ini memang perlu diwaspadal oleh
Negara Berkembang yang masih memerfukan pinjaman luar negeri, termasuk dari
IMF dan World Bank, agar tidak menimbulkan cross conditionality antara hak dan
kewajiban dalam W70 dengan kemungkinan memperoleh pinjaman dari /AMF dan
World Bank,

Tentu saja, denpan sdanya sistem W70, perdagangan internasional
semgkin dipengaruli oleh apa yang teradi dalam W70, Bagi Negara
Berkembang, terulama Negara Asia Pasifik yang sengat memeriukan kelanjutan
dari sistems perdagangan durda yang terbuka, diperiukan adanya langkah untuk
lebih memanfaatkan dan mengambil peran dalam kegiatan WTO agar sistem
internasional vang terbuka dapat teiap diperizhankan.

Namun demikisn, perianjian intermasional dalam bidang ekonomi
termasuk dalam bidang investasi fentu saja dibentuk oleh negara-negara yang
mempunyal kepentingan yarg bebeda-beda. Negara-negare vang memiliki
kepentingan yang berbeda-beda tersebut dikelempokkan dalam Nepara Maju di
satu sisi dan Negara Berkembang serta Negara Terbelakang di sisi lain.

Perbedaan kepentingan dan Kemampuan ekonomi kedua kelompok negara
tersebut menimbulkan cara memandang hukum internasional yang berbeda pula.
Negara Maju memarngdang hukam intersasional scbagai sessate yang harus
dipatuhi dan dihermati oleh negara-negara, Sikap seperii ini tidak lebih
dikarengkan hukum ioternasional Ichih menjamin  kepentingan-kepentingan
Kelompok Negara Maju. Perjantan-perjanjian inemasional dalam bidang
ekonomi dan investasi lebih banyak memberikan perlindungan kepada pelaku-
pelakn usaha dari Negara Maju.'®

Masalah-masalah perdagangan yang terkait dengan investasi asing
sebenarnya sudah masuk dalam sistem W70 sejak bergulimya Putaran Uruguay.
Hanya saja ruang lingkup hasil kesepakatan terkait dengan masalah investasi

¥ Antonic Cassese, faiernational Law in A Divided World. Dikutip datam Hikmahanto
Yuwang, Hukusr Iniernasionad Dalam Kongltk Kepentingun Ekonomi {8, Hukum oniige.com,
sebagaimana dikutip dalam Mahmu! Siregar, Op. Ci, him. 148,
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dalam Puotaran Uruguay tersebut kurang memuaskan bagi Negara Maju,
mengingal penerapannya yang sangat terbatas. Agreement on TRIMy hanva
mengatur aspek kebijakan yang potensial menimbulkan distorsi pada arus
perdagangan barang intermasional seperti larangan pengpunasn persyaratan
kandungan lokal, kebijakan keseimbangan perdagangan, pembatasan devisa yang
dikaitkan dengan ekspor dan pembatasan impor vang dipersyaratkan dalam
kegiatan investasi,

Di bidang TRIMs'® ada dua hal pokok yang sebenamnya merupakan
tuntutan Negara Maju terhadap Negara Berkembang, walaupun ada pula masalah
lain vang juga menjadi tuntutan Megara Berkembang. Negara Mgju menghendaki
agar Negara Berkembang tidak menerapkan kebijaksansan vang menentukan
mvestor asing untuk mengekspor sebagian dari produksinya sebagai syarat untuk
memperoleh izin penanaman modal (export performance requirement) maupun
menerapkan kebijaksanaan yang menentukan investor asing untuk mengeunakan
sebagian dari input produksinya darl sumber dalam negeri {domestic content
requfrement}*m

Fenomena tersebut di atas tidak dapat dilepaskan dari tuntutan Negara
Maju agar peruszhaan-perusabaan multinasional diberikan kebebasan bergerak

¥ 4.8, Kartadjoemens, Op. Cit,, b, 227, mengutip ringkasan hasil perundingan Druguay
Round di bideng Trade-Related Irvestment Measures sebagai berikut:

g, Dalam Periaciian ditentukan antara lain bahwa;

i, Trode bolancing {suatd variasi dari export performance) yang mensyarathan
agar investasl uniuk menpekspor suals porsi dari kegislasnya scbelom
dibolehian untuk mengimpor.

2. Locoel Conteni Reguirzment, yaitn ketentuan uniuk menggunakan produk
domestik sebagai syaTat untuk menanamkan medal, secars bertzhap dihapus
dengan periode transisi selama S tahun bagi Negars Berkembang,

b. Setiap negara anppota fidak boleh menerspkan kebijagksansan FRIMS  yang
bertentangan dengan {ATT.

v, Negara anggota harus memberitahu setiap 7RMs veng skan memeonitor pelaksanaan
dan aperasi keteatvan TRIMs.

d. GATT Dispute Setffemeni berlske unisk setiap sengketa yang tirsbul dalam
melaksapzkan dan menafsirkan 7RIMs.

©. Negar-nepam anggots dapat merevish ketentuan dalam jangka waktu 5 tahun,

f. Dalam 5 tahun setelah pejanjian berlaku, dalam rangka proses untuk meninjas
kembali dan melekukan revisi dimungkinkan pula untuk diperiimbanpgkan
dirumuskannya kefentuan mengenai investasi dan compelition polivy.

2 thid., hlm. 220.
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yvang lebih leluasa. Kehadiran perusahaan multinasional telah dijadikan alasan
pembenar unfuk memperkenalkan rezim investasi yang melindungi kepentingan
dar] perusahaan multinasional di dalam ekonom negara twan rumah, Dentuk
tunggal prakarss tersebut akan mengarah pada penyediaan suatu kerangka
kebijakan untek kegiatan operasi perusahaan multinasional schubungan dengan
peran kunci mercka dalam ekonomi global. Agreement on TRIMs dan GATS
dianggap belum cukup untuk membatasi pembatasan-pembatasan  yang
dibebankan oleh kedaulatan Pemeriptah atas perusahaan  multinasional.
Bagaimanapun, sasaran final darxi sebuah disiplin investasi eultlateral adalah
memberikan ruang gerek yang lebih Juag bagil perusahaan multinasional dengan
menghapuskan pembatasan-pembatasan dalam kegiatan investasi asing. ™'

Usulan tentang rezim investasi multilateral seperti yang diusnikan oleh
QECD'™ pada Singapore Conference sebenarnya kurang memiliki pertimbanpan
yang Kuat, schinpea diperkicakan akan sangat sulit untuk bisa diterima olch
Negara Berkembang. Perfama, belum ada sebuah penclitian empirls secara
internasional vang menjelaskan tentang adanya keterkaitan yang c¢rat antara
kebijakan investasi dengan ganpguan terhadap perdagangan infernasional. Apakah
benar secars meyakinkan bahwa persyaratan investasi di luar pembatasan yang
dilarang dalam Agreement on TRIMs dan GAZS akan mengganggu perdagengan
sehingga harus dilarang oleh W7 Kedug, belum ada pengalaman yang
meyakinkan kesuksesan sebuah rezim invensiasi multilateral vang sifainya
mengikat secara hukum. Kelompok Negara Maju memang pernah menggagas
sebuah kesepakatan multilateral di bidang investasi yang dikeval dengan

12} | ehih lanjut dapat dibaca dalam Mabmul Siregar, hin, 357-358, mengutip dovi Biswajit
Dhar, of. AlL, Multilateral Regime For Foreign hivestment; Ar Assessment of The Emerging
Trands. Research an Information System for Non-Afigend and Other Developing Countries, (New
eihi, 19983 him. 1,

%2 Organisation for Ecoromic Co-gperation and Development (QECD} atau Osganisesi
untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi merupakan sebuah organisasi infemasional dengan
tiga puluh negara vang menerima prinsip demokrasi perwakifan dan ekonomi pasar bebas. Berawal
tabun 1948 dengan nama Organisasi uatuk Kerjasama Ekonomi Eropa (OEEC - Organisation for
Ewrapean Feongmic Co-operaliony, dipimpin oleh Robert Mariolin dari Perancis, anhik membantu
menislanken Marshall Plan, sstuk rekenstruksi Erops setelah Perang Dunia . Kermudian,
keanggolaannya merambah negara-negara non-Eropa, dan tahun 1961, dibentuk kembali menjadi
GECD oleh Konvens! tenlang Organisasi untuk Kerjasarms dan Pengembarigan Ekonomi. Digkses
welalui kup:/id wikipedia.org/wikifQECD pada tanggal 13 Desember 2008.
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Multilateral Agreement on Investment {MAI). Akan tetapi MA7 tersebut belum
bisa diterapkan karena perbedaan pendapat di antara negara-negars OQECD.
Ketiga, usulan OECED tentang mudtilateral  investment agreemerst  tidak
sepenuhinya sesuai dengan amanat Arficle 9 Agreement on TRIMs.” Dalam
Article 9 tersebut antara lain menyatakan bahwa tidak lebih dari lima tahun
terhitung sejak berlakunya Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan
Dunda secara efektif, Dewan Perdagangan Barang skan meninjau kembali
operasional dari pesetujuan ini dan apabila diperlukan mengajukan perubahan
naskah persetujuan kepada konferensi tingkat tinggi.

Dalam rangks peninjauan fersgbut, Dewan Perdagangan Barang akan
mempettimbangkan apakalt persetujuan perlu dilengkapt dengan ketentuan
tentang kebijaksanaan penanaman modal dan kebijakan kompetisi.

Masalah TRIMs sebenarnya memang sangat mengkhawatlitkas berbagai
Negara Berkembang karena adanya kemungkinan membatasi ruang gerak dalam
menerapkan  kebijaksanaan investasi yang dapat mengganggu progrmam
pembangunan  negara-negara  tersebut. Di bidang TRIMs  disiplin  yang
dikehendaki oleh Negara Maju adalab disipiip yang mermbatasi ruang gerak untik
Pemerintah suatu negara dalam menempuh kebijaksanaan ¢ bidang investasi.
Tetapi ada agpek lain, vakni masalah perilaku dunja usaha, terutarna perusahasn
multinasional dalam kebijaksansan yang dapat menimbulkan hambatan terhadap
persaingan vang adil yang tidak tercakup dalam ssulan yang dikemukakan.

Menmanggapt Konsepsi investasi multilateral ini ada dua sikap vang
mungkin diambil cleh kelompok Negara Berkembang. FPerfama, menolak masalah
investasi secara komprehensif ditundukkan pada  rezim HTO.  Kedug,
memanfaatkan perundingan untuk melindungi kepentingan Negara Berkembang,

Sikap berupa penolakan tersebut didasarkan psda beberapa pertirnbangan
baik dari segi hukum maupun dari segi politik ekonomi. Harus disadari bahwa
setiap hasil kesepakatan yang dicapai dalam perundingan #70 adalah mengikat
secara hukum. Sehingpa, jika kelompok Negara Berkembang menyetuini
multilateral framework on invesiment dalam kerangka W70, maka hal tersebut

12 i, bl 360-361.
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menjadi bagian dari sistem hukum W70, Konsekuensinya adalah menyangkut
Dispute Seiilement Mechanism dimana kelompok Negara Berkembang bisa setiap
saat dihadapkan pada pangi W70 yang berujung pada putusan yang mewajibkan
Negara Berkembang mengubah atau mencabut kebijakan-kebijakan yang sudah

dibuat schubungan dengan investasi.

Namun demikian, menolak kerangka investasi multilateral secara total
adalah tidak realistis, Bagaimanapun, sampai pada tzhap tertenty, kelompok
Negara Berkembang dapat lebih mudah memperjuangkan kepentingannya dalam
kerangkas multilateral daripada bilateral. Untuk iy, Negara Berkembang periu
mempertimbangkan stkap kedua, yaknl memanfastkan perundingan untk
menciptakan instrurnen hukum vang melindungi kepentingan Negara Berkembang
dalzm upayanya menarik dan memanfaatkan modal asing. Berdasarkan hal
tersehut, Negara Berkembang semestinya berupaya memanfaatkan negosiasi
untuk memasukkan klausula-klausula yang dapat lebih berpibak pada kepentingan
kelompok Negara Berkembang, Namun demikian, alternatif ini hanya mungkin
dicapai jika kelompok Negara Berkembang bepar-benar memahami dengan baik
sistern hukum investasi yang akan disusun melaiul mulhilateral framework on
investment. Dengan kata laio, harus benar-benar jelas masalah-masalah yang harus
ditolak ateu dikesampingkan dag halhal yang harus diperjuangkan untuk
dimasukkan dalam legaf fext sebagai hasii pegosiasi.

Oleh karena sulituya pengaturan dan penataan investasi secara multilateral
dalam saty kesepakatan yang mengikat secara hukum, meka dapat dipahami
alasan beberapa fiee trade areq, seperti APEC dan AFTA memilih mengatur
masalah investasi dalam suatu kesepakatan yang hanya berisikan prinsip-prinsip
dasar vang sifatnya non-legal binding,

2.3 Prinsip National Treatment Dalam TRIMs

Pada cra sekarang ini, modal asing yang masuk ke suatu negara tidak lagi
dipandang scbagal suatu ancaman atau bentuk kecurigaan negatif lainnya.
Pandangan ini berbeda dengan era tahun 1960-an hingga tshun 1970-an yang
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memandang bahwa masuknya modal asing merupakan suatu ancaman dalam

bentuk penjajahan ekonomi yang terselubung atau “Trojan Horses ™'

Perundingan mengenai TR/AMs tidak berjalan nwlus. Kepentingan dan
perhatian dari para perunding (megosiator) pada sast berakhirnya perondingan
sangat sedikit. Namun demikian, inisiatif Dircktur Jenderal GATT, Arthur Dunkel
sangat berarti. Beltau merumuskan rancangan perjanjian yang merupakan hasil
dari perundingan mengenai TRIMs. Perjanjian TRy pada prinsipnya tidak lain
adalah hasil-hasil kompromistis antara Negara Maju dan Negara Berkembang,'>

TRIMs timbul dari pemikiran perusahaan multinasional vang menilad
Panyaknya tindakan negara anggota WTQ dalam proses pensnaman modal yang
mengakibatkan  berkurangnya  keuntungan.”® Tujuan diaturnya masalah
penanaman modal di dalam WTO digebutkan dalam bagian konsideran dari TR/3s
yang meliputi:'®’

1. Kebijakan penanaman modal yang diterapkan oleh negara anpgota
WTO yang dapat menimbulkan distorsi dalarn perdagangan,

2. Penycsuaian dengan pengaturan tentang pembatasan perdagangan yang
terdapat di dalam General Agreemert on Tariffs and Trade (GATT)
1994,

3. Meninpkatkan kebikan penanaman modal asing yang mendukung
perdagangan bebas dan meningkatkan pertumbuban ekonomi dard
negara anggota,

™ Istilah “Frojan Horses* stau “Kuda-Kuds Bangsa Troja” digunakan oleh William A.
Fenne! dan Joseph W, Tyler delam tulisannya yang berjudul “Trade and International Irveesmers
From The GATT to The Multilateral Agreement on Irvesment (1925)°, antuk meaggambarkan
anggspan kelompok Negara Berkembang pada saat #u terhadap modal asiog yang masuk ke dalam
negaranys, Diakses melahui situs www.google.com pada fanggal 3 Desember 2008,

"% Peating untuk dicatat di sini bahwa Rancangan Arthur Dunkel bukaniah ssatu hasil dan
susty perundingan seluma ¢ sahun mengenal Perjaniian 7R/Afy, Rancangan Arthur Dankel tidak
lain adalah ketentusn yang berupays mengekoniodast stau berups kompromi yang diciptakan aleh
Anhur Dunkel, Baca: Terence P. Stewart, The GATT Uruguay Round: A Negoviating History
(1986-1992), vol. {: Copmnentary, { The Netherlands: Kluwer, 1993), him. 127,

Y Mahiaul Siregar, Perdaganpan internasional darn Penanaman Modal - Studi Kesiapan
Indonesia Dalam Perjonfion Investasi Muititwieral, cet. ke-1, (Medan: Universitas Sunmiera
Utars, 2003}, hhn. 57,

7 Munir Feady, Hukum Dagang fnterwasiono! (dspek Hulwm dari WTGH, cet. 1,
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakei, 20043, kim, 97,
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Pada prnsipnya kesepakatan ini mengatur larangan performance
reguirement yang tidak Konsisten dengan Article NI (national treatment) dan
Article XI GATT 1994 (guaniitative restriction} dalam peraturan penanaman
modal. Agreement on TRIMs lidak mengatar dengan tegas beatuk performance
reguiremens yang tidak konsisten dengan Arficle 1] dan Article Xi GATT.'*
Diurektur Jenderal GATT kemudian merumuskan #lusirative list dari agreement
berisi bentuk-bentuk performance requirement yang tidak konsisten depgan
Articte Hi 4 dan XT. ] GATT sebagai bepkut;

1. Persyaratan penanaman modal yang fidak selalan dengan kehanisan
perlakuan sama sebagaimana dimaksud dalam Article I1.4 GATT 1594
adalah:

a. Pembelian atau penggunaan produk-produk yang berasal dad
dalam negeri aiau darl sumber dalam negeri lainnya diring
menurut produk-produk terientu, volume atau nilai barang produk,
atau menurut perbandingan dari volume atau nilai produksi lokal;
atzu

b. Pembelian atau penggunaan produk impor oleh perugahaan dibatasi
sampai jumiah tertentu dikaitkan dengan volume atau ailal
produksi lokal yang diekspor;

2. Persyaratan pepanaman modal yang tidsk sejalan dengan keharusan
penghapusan pembatasan kuantitatif, sebagaimana diatur dalam Article
XI.1 GATT 1994 adalah:

B pada saat negosiasi unfuk menciapkan bentuk performance requirement terdapat
perbedaan pendapat antata negara-negara. Amerika Serikat ichib mengarah pada lsmanpan sccara
wrum persyaratan peranaman modal yang ditetspkan olsh Pemerintah Aos? conniry. Eropa
terpecal menjadi dua pandangan. Pandangan vang pertama sama dengan pandangan USA,
sedangkan kelompok kedua hanyp menginginkan Iarsnpan dikenakan kepada bertuk performatice
requivement yang mempengaruhi secarz langsung kegiatan perdagangan intornasional. Negars-
nepara berkembang menghendaki agar larangan hanya ditsjukan kepada performance reguirement
yang berpenparsh langsong pads perdagangan internasional dan pepegakannya dilakukan dengan
peadekatan case By case dan adanya fest of eeompmic nreds dart Negars berkembang yang
mencrapkan performance requirement tersebwt. Lebih [anjut Mahmol Skepar, Pardapungon
Internasionad dan Penanaman Modal: Studi Kestapan Indonesia dolem Ferjanfion Irvestosi
Multilateral, {(Medan: Universitas Sumstera Utars, Sekolah Pascasarjena, 2005), bm, 35-47.
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a. Impor produk yang dipakai dalam proses produksi atau terkait
dengan produksi lokalnya secara umum atau senilai produk vang

diekspor oleh perusahaan yang bersangkutan.

b, Impor produk yang dipakai dalam atau terkait produksi lokal
dengan membatasi aksesnya terhadap devisa lvar negeri sampai
jumliah yang terkait dengan devisa yang dimasukkan oleh
perusahaan yang bersangkutan,

¢. Ekspor atau penjuaian untuk ekspor apakah dirnei mepurnt
produk-produk kbwsus, menurut vohume atau nilai produk-produk,
atay menyrut perbandingan volume atan nilal dari produksi lokal
perusahaan yang bersangkutan.

Agreement on TRIMs tidak melarang sermua bentuk  performance
requirement yang dipersyaratakan dalam pepanaman modal, tetapi hanya bentuk-
bentuk persayaratan terientu saja vang dapat menghambat perdagangan barang
internasional. Performance reguirement lain sepertt persysratan tenaga keria,
bidang usaha, komposisi pemilikan saham asing, alih teknologi, insentif investasi,
divestast, dan nasionalisasi belumn tersentuh oleh agreenent tersebut.

Scbelum lahirnya Agreememt on TRIMs, panel penvelesaian sengketa
GATT telah menggunakan Article II1 GATT untuk menguji peraturan penanaman
modal yang ditetapkan Pemenintsh host country. Perkara yang sangat dikenal
adalah perkara Foreign Investmenit Review Act antara Kanada versus Ameriks
Serikat. Dalam sengkeia tersebut, panel penyelesaian sengketa GATT menemukan
adanya dua bentuk tindakan Pemerintah Kanada vang bertentangan dengan Article
I 4 GATT, yaitn:

1. Adanya kewgjiban bagi investor asing untuk membeli atau
menfigunakan barapng-barang buatan dalam neged yang dikaitkan
dengan persyaratan untuk menanamkan modal i wilayah Kanada.
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2. Adanva kewajiban bagi investor untuk membeli produk-produk impor
dari supplier Kanada, jika investor yang bersangkutan Jebih memilih

barang-barang impor dalam proses produksinya.'?*

Pemerintah Kanada dalam komunikasinya mendalilkan bahwa untuk dapat
dikatakan schagai tndakan pelanggaran terhadap Arficle H14 GATT tindaken
local content requirement haruslah merupakan persyaratan yang wajib dipatuhi
oleh investor. Sementara ity, dalam praktik pelaksarsannya di Kanada,
penggunaan kandungan lokal tersebut bukan merupakan keharusan akan tetapi
merapakan tindakan sukarela. Tidak ada paksaan bagi investor untuk mematuhi
persyaratan kandsngan lokal tersebut.”" Pane! menolak argumentasi Pemerinteh
Kanada dengan menegaskan bahwy tindakan Pemerintah Kanoda mempengaruhi
pilihan investor unuk menggunakan produk impor, balkan jika seandainya pun
kebijakan tersebut tidak mempengarubi pilihan investor, tetap sala Kanada telah
melanggar kewalibannya berdasarkan Article 1114 GATT karenz Perubahan
Undang-Undang Penanaman Modal Asing Kanada tersebut telah menghapuskan
kemungkinan pembelian produk impor secara langsung oleh perusshaan asing.
Perintah untuk pembelian produk impor melalui agen atau Importir Kanada
memperlihatkan adanya perlakuan yang kurang menguntongkan bagi produk
impor daripada saingannya produk buatan Kanada.™!

Peraturan penanaman modal yang terdapat di dalam perjaniian TRIMs
merupakan spesifikasi dari  prinsip-prinsip perdagangan interpasional yang
terdapat di dalam General Agreesent on farifis and Trade {GATT). Salah satu
prinsip dasar yang diatur di dalam G477 adalah prinsip Navional Treatment.™
Privsip Nafional Treatmest mengatur secara umum tentang larangan uniuk
melakukan diskriminasi terhadap produksi asing dengan produksi dalam negeri.

“The comtracting parties recogwize that internal taxes and other internal
charges, and laws, regulations and reguirements affecting the infernal

2 Canada, Administration on The Foreign Invesment Review Act, Report of The Panel
adopied en 7th February 1984, document L/5504 ~ 3G8/140.

% canada, Adminisiration on The Foreign Invesmunt Review Act. FIRA Pane! Report,
Dogorsent 30 BISD 157, 1984, him. 148,

B tbid, hlm.160-166,

B2 Hata, dspek-dspek Hukum Dan Non Filaun Perdagongan Internasional Dalam Sisrem
GATT Dan %710, (Bandung: STBH Press, 1998), him. 271,
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sale, offering for sale. purchase, transporiation, distribution or use of
products, and internal guantitative regulations requiring the mixture,

processing or use of products in specified amouris ar proportions, showld
not be applied ta imported or domestic products so as to afford profection
to domestic praduction”™

Disebutkan di dalam Article IIL1 GATT 1994, negara anggota WTO
dilareng untuk menerapkan kebijakan-kebijakan vang dapat mempengaruhi
kegiatan perdagangan serta merupakan svatu upaya untuk memproteksi
perdagangan pasional dani negara anggota, seperti peratwan pajak atau
pembayaran lainnya, seria peraturan-peraturan tentang pembatasan kuantitas atas
suatu produk. Kebijekan-kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan secam
diskriminatif antara pengusaha nasional dan 2sing,

TRIMs mengandung prinsip National Treatment dan General Elimination of
Quantitative Restrictions. Prinsip National Treatment dadam TRIMs mengandung
pengertian bahwa tidak ada findakan diskriminasi bagi pepanam modal di negara-
negara anggota GA77. Herman Mosler, yang merupakan bakim dari International
Court of Justice, menjzlaskan bahwa ussur-unsur penting yang terkandung dalam
prinsip National Treatment adalah sebagai berikat:™

a. Adanya kepentingan lebih dart satu negara.

b. Kepentingan terscbul terletak di wilayah dan termasuk yuridiksi suatu
negara.

¢. Negara fuan rumah hares memberikan perigkuan yang sama baik
terhadap kepentingannya sendiri maupun terhadap kepentingan negara
lain yang berada di wilayahnya,

d. Perlakuan tersebut tidak belech menimbulkan keuntungan bagi negara
tuan rumab sendiri dan merugikan kepentingan negara lain. Berkaitan
dengan mekanisme perdagangan bebas multilateral, prinsip ini melarang
negara-negara  anggota  GATIZWTO  menerapkan  kebijakan  yang

% Warld Trade Organization (WTD), General Agreement on Tarills and Trade (GATT)
994, Article 01 Paragraph 1.

™ Herman Mosier, The Internationat Society as a Legal Commserity, {USA: Sijtihoff &
NordhofE, 1980), him, 254,
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menyebabkan diskriminasi perlakusn anfara produk impor dengan
produk buatan sendinl.

Hal tersebut di atas memiliki pengertian bahwa negara-negara anggota
memiliki kewajiban untuk tidak memperiakukan produk-produk impor secara
berbeda dengan kebijakan terhadap produk-produk yang sama bustan dalam
negeri, Ruang lingkup berlakunya prinsip-prinsip ind juga berlaka terhadap semua
diskriminasi vang muncul dari tindakan-findakan perpajakan dsn pungutan-
pungutan lainnya, Prinsip im berlaku pula terhadap perundang-undangan,
pengaturan  dan  persyaratan-persyaratan hukum yang dapat mempengaruhl
penjualan, pembelian, pengangkutae, distribusi, atau penggunaan produk-produk
di pasar dalam negeri. Pripsip ini juge memberikan perlindungan terhadap
proteksionisme sebagal akibat upava-upaya atau kebijakan administrafif atao
legislatif.

Dikarenakan oleh sebab itu, prinsip Netional Freatment ini menghindan
diterapkannys perafuran-perafuran yang menerapkan perlakuan diskriminatif yang
ditujukan sebagai alat untuk memberikan proteksi terhadap produk-produk buatan
dalam neperi. Tindakan yang demikian ini menyebabkan terganggunya kondisi
persaingan antara barang-barang buatan dalam negeri dengan barang impor dan
mengarah keparda pepgurangan terhadap kesejahteraan ekonomi.

Permasalahan fentang Nafional Treotment dalam bidang penanaman
modal secara spesifik di atur di dalam TRIMs, sebagaimana disebutkan di dalam
Article 2 TRIMS:

1. Withous prefudice fo other rights and obligaiions wnder GATT 1994,
no Member shall apply any TRIM that is inconsistent with the
provisions of Article I or Article XT of GATT 1994,

2. An ilhesirative st of TRIMs that are inconsistent with the obligation of
national ireatment provided for in poragraph 4 of Article HI of GATT
1994 and the obligation of general elimination of quantitative
restricsions provided for in paragraph I of Article XI of GATT 1994 is
contained in the Annex to this Agreement,

Kebijakan pepanaman moda! yang dapat dilakukan oleh negara anggota

WT{ yang harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam drsicle Iff
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dan X7 GATT 1994, yvang mengatur tentang prinsip National Treatment. TRIMs
juga mengatur secara spesifik tindakan-tindakan yang dilarang diterapkan oleb
negara anggota dalam peraturan penaoaman modal. Tindakan-tindakan yang
dilarang dalam kebijakan penanaman modal dari negara anggota tersebut
disebutkan di dalam Lampiran dari 7RIAMs akan tetapi bukan merupakan
pembatasan dari tindakan lain yang dianggap diskriminatif,

Terdapat dua ukuran untuk menyataksn apaksh suvatu persyaratan
penanaman modal melanggar ketenfuan Article 114 GATT 1794, Pertama,
persyaratan  penggunaan  komponen buatan dalam  neged focal  content
requirement) dan persyaratan keseimbangan perdagangan frade balancing
requirement). Kedua, persyaratan pengnaman modal yang bertentangan dengan
prinsip General Prohibition on Oumantitutive Resiriction. Prinsip General
Prohibition on Quantitative Resiriction diatur dalam Article XT GATT 1994, Pada
dasarnya pringip ini tidak membeparkan adanyz larangan atan hambatan
perdagangan lainaya kecuali melalui fartf, Dapat disimpulkan bahws maksud dad
Article X1 1 ini adalah melarang penggunaan hambatan non-tarif dalam kebijakan
perdagangan seperti kuota, lisensi ekspor atau impor, pembatasan ekspor secara
sukarela dan bentuk-bentuk perinteh pengaturan pasar lainnya.

Praktek pembatasan kuantitatif dilarang dalam Agreement on TRIMs
apabila pembatesan kuantitatif terscbut menjadi syarat untuk mendapatkan
fasilitas penanaman modal. Paragraf 2 flustrative list dari Agreement on TRIMs
dalam pelarangan quaentitative restriction hanya mengacu pada Arvicle XI 1 GATT
1994, Dalam kaitannva dengan kegiatan penaneman modal, paragraf 2
mengidentifikasi 3 bentuk kegiatan yang dipandang tidak koussisten dengan
Article IX.1 GATT yakni apabila untuk memperoleh fasilitas penanaman modal
dipersyaratkan hal-hal berikut:

a. Pembatasan impor produk-produk yang dipakat dalam proses produksi
atan terkait dengan produksi iokalnya secara nmum atzu senilai produk
yang diekspor oleh perusahaan yang bersanghkutan;

b. Pembatasan iopor produk-produk yang dipekai dalam atau terkait
produksi lokal dengan membatasi aksesnya terhadap devisa luar negeri
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sampai jumlah yang terkail dengan devisa vang dimasukkan oleh
perusabaan vang bersangkutan; dan

c. Pembatasan eckspor atay penjualan untuk ekspor apakah dirinci
menurut produk-produk khusus, menurut volume ataw nilai produk-
produk atau menurut perbarkdingan volume atan nilai dari produkst
lokal perusahaan yang bersangkutan.

Maka dapat disimpulkan bahwa Agreement on TRIMs menjabarkan
larangan Article XI.1 GATT dalam tiga bentuk kegiatan, yakni trade balancing
palicies, forcign exchange restriction, dan export restrivtion. Namun demikian,
TRIMs juga memverikan pengecualian dalam penerapan ketentuan National
Treatment dan General Prohibition of (uantitative Restrictions tersebut.

GATT 1994 selain mengatur larangan diskriminasi melalui prinsip
National Treatment, uga mengatar tentang Most Favored Nation (MEN). Ariicle
L1 GATT 1994 mewajibkan perlekuan yang sama dilakukan oleh suatu negara
anggota terhadap negara-negare anggotz lain yang melakukan perdagangan
dengan negara fersebut.'”® AMFN merupakan prinsip dasar W70 yang mengafur
tentang periakuan adil dalam perdagangan interpasional. Rasionalisasi dan
pengaturan tentang AFN di dalam GATT 1994, adalah bila seluruh negara anggota
menerapkan hal yang sama di dalam perdagangan dalam jangka panjang maka hal
tersebut akan menciptakan ofisiensi dan sumber dava yang diperlukan dalam
p&zdagangm,m

drticle 2 TRIMy pada intinys meiarsng semua persyaratan penangrnan
modal yang tidak konsisten dengan drifcle II GATT 1994 tentang National
Treatment, Berdassrkan Article 2.2 TRIMs, disshutkan bahwa persyargtan
penanarmnen modal yang dilarang adalah tindakap-tindakan yang melanggar
kewajilban negara angpote W70 berdasarkan Article 7IL4 GATT 1984 yang

S Peter Van den Bossche, The Law wnd Policy of the World Trade Orgorization - Texs,
Cases and Materials, sixth edition, {United Kingdom: Cambridge University Press, 2087), him,
3069,

M sohn H. Jackson, ¢ &f, Legal Problem of Imterngtional Econgmic Relations - Cases,
Matericls and Text on the National and Inierntionaf Reguloiion of Trimenationod Ecorpmric
Refation, Tourh edition, {(Minnesota: West Publishing Ce, St Paul, 1993}, hlm. 415,
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mengharuskan memberikan periakuan yang sama terhadap produk import,>’
Caontoh tindakan vanp diangpap dapat mengpanggu perdagangan internasional dan
melanggar Article 1114 GATT 1994, disebutkan di dalam Lampiran dari TRIAG
sebagaimana telah discbutkan di atas. Pada intinya, berdasarkan TR/Ms, terdapat
dua nkuran untuk menyataken suatu persyarztan penanaman modal melanggar
priusip National Treatmert yaitu persyaratan penggungan komponen buatan
dalam negeri dan persyaratan keseimbangan perdagangan ™

B7 Mahmul Sivegar, Perdagangan Iternasional dan Penanaman Modal - Studi Kesiapan
Indonesia dofam Perjanjion Fovesiasd Multifatersl, Medan: Universitas Sumatera Ltara, 2005,
him. 63

BE thid, him. 70.
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BAB3

PENERAPAN PRINSIF NATIONAL TREATMENT DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG PENANAMAN MODAL

3.1 Peras Negara Dalam Kebijakan Penanamaa Medal

Negara merupakan subyek hukum  twrpenting di dalam  hukum
perdagangan internasional yang salah satunya berkaitan dengan penanaman modal
yang melintasi batas-batas negara. Sudah dikenal secara umum bahwa negara
adaleh subyek hukum vang paling sempuma. Pertgma, ia satn-satunya subyek
hukum yang memiliki kedaulatan, Berdasarkan kedaulatan ini, negara memiliki
wewenang uniuk menentukan dan mengatur sepala sesuatu yang masuk dan
keluar dari wilayahnya."® Booysen menggambarkan kedsulatan negara ini
sehagai berikut:

Lt ]

.. a state can absolutely determine whether anything from outside the
stare. The state would also have the power io determine the conditions on
which the goods may be imported into the stale or exporied to another

country. ... Every state would have the power fo regulate arbitrarily the
conditions of trade. %

Melalui atribut kedaulatannya inf, negara antars lain berwenang membuat
hokwm fregulator) vang mengikat segala subyek hukum lainnya, yaitu individu
dan perusahaen, mengikat benda dan peristiwa hukum yang tegadi di dalam
wilayahnya.'"! Kedua, negara juga berperan baik secara langsung maupun fdak
langsung dalam pembentukan organisasi-organisasi (perdagangan} internasional
di dunia, misalnya W70, UNCTAD, UNCITRAL, dan lain sebagainya '™
Organisasi-organisasi internasional di bidang perdagangan internasional inilah
yang kemudian berperan dalam membentuk sturan-aturan hukum perdagangan

internasional yang di dalamnya fermaspk juga mengatur mengenal penanaman

" Hercules Boosen, Jwreraational Trade Law on Goods and Services, (Pretaria: lnterlegal,
19993, him. 2.

0 thid

B Ihid,

"2 Hans Van Houtte, The Low of Internutionul Trade, (London: Sweet and Maxwell, 1995),
Rim, 31,
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modal yang melimasi batas-batas negara, Ketiga, peran penting Negara lainnya
adalah negara juga bersama-sama dengan negara lain mengadakan perjaniian
mternasicnal guna mengatur fransaksi perdagangan di antara mereka. Contoh
perianjian seperti ini adalah perjanjian Friendship, Commerce and Navigation,
perjanjian penanaman modal bilateral, perjanjian penghindaran pajak berganda,
dan lain sebagainya.'? Keempat, negara berperan juga sebagai subyek hukum
dalam posisinya sebagal pedagang. Dalam posisinya ini, regara adalsh salah satu
pelaku utama dalam perdagangan internasional. Negara dengan perusahaan
negaranya mengadakan transaksi dagang dengan Negara lainnya. Negara memiliki
sumber daya alam, perkebunan, pertambangan, dan lain sehagainya, Baban-bahan
alam ini selain dikelola untuk kebutuhan di dalam pegeri, juga diperdagangkan ke
subyek hukum lain yang memerlukannya,

Dalam melaksanakan fungsinya ini, fidak jarang negara membuat badan-
badan hukum milik negara, Di Indonesia misalnys, untuk mengeksplorasi,
mengeksploitasi, dan memasarkan hasil pertambangan minyak, negara mendirikan
Pertamina. Untuk mengelola sumber daya air wntuk kepentingan rakyat, negas
mendirikan Perusabaan Adr Minumg, dan seterusnya.

Sebagai suatu apstitusi yang besar, negara membutubkan teknolopi,
infrastruktur, kendaraan, pesawat kencgaraan, sumber-sumber kebutuhan yang
dibutuhkan rakyatnya {(pengadaan barang dan jasa atau procrrement). Untuk
memenuhl semua ini, negara membelinya dari para pihak vang menyediakannya
(penjual atau supplier). Dengan demikian, negara dapat bertindak sebagai pelaku
dalam transaksi perdagangan,'®*

Semusg transaksi perdagangan tersebut tunduk pada aturan-aturan hukom
vang bentuk dan muatan pengaturannya bergantung pada jenis fransaksi.
Manakala suatu negara bertransaksi dagang dengan negara laln, kemungkinan
hukum yang akan mengaturnya adalsh hukwm internasional. Manakala negara
bertransaksi dengan subyek hukum lazionya, maka hukum yang mengaturnya
adalah hukum pasional (dari salah satu pihak), '

"3 1big
% Hercules Booysen. Oa.(in, Bim. 4-5,
¥ Ibid, Bim, 4.
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W. Friedmann mengemukakan empat fungsi negara dalam sistem ekonomi

campuran yaitu:'*¢
1. Fungsi negara sebagai pelayan,
2. Fungsi negara schagat pengatur,
3. Fungsi negara sebagai wirausaha, dan

4. Fungsi negara sebagai wasit.

Mengenal posisi negara schagal pengatur, maka negara turut campur
melalui penggunaan hukum publik dan langkah-langkah serta instrumen atas
pengaturan  masyarakat. W. Friedmann juga mengemukakan adanya tiga

klasifikasi pengaturan pengawasan, yaitu:'*’

1. Pengendalian bukum atas kebebasan berkontrak dan hak mitik.

2. Pengendalian hukum untuk mengurang! pemusatan ekonomi yang tidak

wajar.

3. Pengendalian hukum yang langsung untuk melindungi ekonomi nasional
khususnya di kelompok Negara Berkembang dan pengaturan atas lalu
lintas devisa.

Kita dapat melihat mengenai konsepsi turut campur negare dalam arus
kebdjakan penanaman modal asing dalam kerangka #TC yang merupakan hasil
dari konferensi Bretton Wood yang diprakarsai oleh Amerika Serikat.*
Konferensi Bretion Wood menghasifian konsep dasar dari globalisasi ekonomi
yang saat ini terjadi."? Sistem ekonomi dunia hasil dari Konferensi Bretton Wood

pada prinsipnya merupakan sistem ckonomi kapitalis vang terkontrel melalui

¥t pidato fimish Prof. Dr. Muchammad Zaidun, $.H., M.Si yang berjudul “Paradigma
Bary Kebijokan Hukum Investasi Indonesia, Swate Tantaugan don Horapan'. Dalam acars
penpukuhannya sshagal gury besar f Universitas Altlasgga, [2 Juii 2008, Diskses pada tanggsl
21 Mei 2009 dari htfp:Awww, alumnifhunair,or.id/7s=berita_kegiatan&idn=34.

Y7 thid

M2 Paid,

¥ wid
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campur tangan negara yang dikembangkan oleh Maynard Keynes.'*® Masa tahun
19471980 merupakan masa keemasan dari sistem kapitalis ini, dimana kontrol
negara memberikan pembatasan yang selavaknya dan tetap mengakui kedaulatan
darl negara-negara. Pada tahun 1980, dengan berkembangnya perdagangan
internasional, maka konsep perdagangan bebas mulai menyentuh negara-negara
berkembang dan terbelakang. Pengarvh perdagangan bebas tersebut merupakan
pengaruh dari dua organisasi ekonomi internasional yaitu fmternational Mongiary
Fund (IMF) dan World Bank ! Pengaruh tersebut masuk ke Negara Berkembang
dan Terbelakang meialnl desakan darl IMF vang ikut campur dalamy kebijekan
ckonomi makro Negara Berkembang dan Terbelakang. Latar belakang ikut
campur tangan JMF dan World Bank dalam menctapkan kebijakan ekonomi
makro dari Negara Berkembang dan Terbelakang merupakan ekibat dari krisis
ckonomi vang terjadi pada era tahun 1980 sampai dengan akhir era 1990-an,
dimana Nepara Berkembang dan Terbelakang pada ssat ity menpalami krisis
hutang luar negeri,'"* IMF dan World Bank sebagai dus organisasi moneter
infernasional sast itw megnjadi duz pilar bantuan ekonomi ustuk Negara
Berkembang, akan tetapi bantuan moneter yang diberikan oleh kedua organigasi
moneter internasional tersebut diberikan dengan syarat-syarat terteat) vang
utamanya dikenal dengan istlah Structigal Adivstment and Stabilization Program
(Sé?),m S4P pada iotinya merupakan suaty desakan untuk mengrapkan
keterbukaan pasar di Negara Berkembang sesuai dengan kesepakotan di dalam
GATT/WTO." S

Keunikan pengaturan dalam bidang penapaman modal ini membawa
konsekuensi peran negara bisa cukup besar, bisa puls kecil bergantung pada
sistem ekonomi yang dianut dalam menentukan kebilakan pengaturan dalam

1% Manfred B. Steger, Globalization: A ¥ery Short Introduction, (Oxford: Oxford
University Press, 20000, him. 2.

! Vincent Ferraro and Melissa Rosser, Globa! Debt und Third World Development. Dalam
World Challenges for a New Centiry, Edited by Michae! T, Klare & Daniel C. Thomas. 1993,
Blm. 5.

" Joseph E. Stiglite, Globalization and itz Discontent, (New York: Norton & Company
Ing, 2663), him, 9.

'S Ibid.

* Susanti, ef i, Op. Cit,, b, 15,
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bidang penapaman modal. Pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa
camipur tangan atau intervenst Negara/Pemerintah terhadap kebijakan ekonomi
tetap berlangsung walaupun negara tersebut menganut sistem ekonomi pasar
sebagaimana yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Sementara itu untuk sistem
ekenomi Indonesia menurut Sri Mulyani dkk, disebut sebagai “sistem mekanisme
pasar terkendall” (regulated morke! mechanism) dengan catatan yang sangat
penting bahwa unsur demokratisasi, keadilan, dan pemerataan menjadi pengendali
utama dari sistem pasar texsebut.

Pengaturan yang regulatoris (regulatory law) merupskan suatu bentuk
khas dari campur tangan Negara dalam bidang ekonomi. Regudofory law
merupakan suatu perpaduan antara peraturan-peraturan yang bersifat vmum pada
pasar murmni dengan pedoman-pedoman yang kbas dari komando mumi.
Hal ini merupakan svatn organisasi ekonomi yang khas yang menegaskan bahwa
Negara tidak menghendaki adanya prioritase-prioritas ekopomi yang selurubmya
dibentuk melalui sistem pusar. Repulaiory Low secara sadar berusaha untuk
mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh para pelzku ekoromi yang
sekaligus juga tunduk pada hambatan-hambatan pasar.

W. [Friedmann mengermukakan komsep mived economic  vyang
menggambarkan adanya ko-eksistensi daripada kekustan ekonomi publik dan
prvat. Menggambarkan adanya campur tangan Pemecintah dalem ekonomi pasar
merupakan suatu cerminan kekuasaan negara vang digunakan untuk mengontrol

sistem ekonomi dan aplikasi sistern ekonomi.”™

Tdealnya, kebiizkan hukum tersebut scharusnya juga tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip hukum investasi langsung dan jugsa tujuan pembangunan
nasionainya. Di sinilah peran negara dalam kehidupan ekonomi akan menjadi
kunci yang sangat menentukan dalam membentuk legal aititudes dan legal

regime.

Pembangunan ckonomi berartl pengolehan kekuatan ekonomi potensial
merjadi  kekuatan  ckonomi  riil melahd  pepanaman modal, penggunaaan

teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keframpilan, penambahan

55 Thid
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kemampuan berorganisasi dan manajemen. Kemudian penggunaan modal asing
perlu dimanfaatkan secars maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi
nasional serta digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yang dalam
waktu dekat belum dan atau tidak dapat dilaksanakan ofeh modal Indonesia
sendirl. Perlu disdakan ketentuan-ketentuan yang jelas untuk mememibi
kebutuhan akan modal guna pembangunan nastonal, di samping menghindarkan
keragu-raguan dari pihak modal asing,

Perkembangan historis kebijekan hukwm di bidang pepavaman modal
asing pada tahun 1967-1973 yang dilakukan sangat terbuka, kemudian pada tahun
1974 dan permulaan 1980 mulai ada pembatasan terhadap penanaman modal
asing. Hal ini sangat dipengaruhi oleh adanya potensi ekonomi yang bersumber
pada kekuatan minyak '

Pada tahun 1985 mulai dilakukan deregulasi ekonomi, karena adanya
krisis ekonomi yang mulai merasakan kembali pentingnya dukungan modal asing
untuk pembangunan ekonomi nasional, Pada tahun 1993, kebijakan di bidang
penanaman modal gemakin longgar schingga memungkinkan kepemilikan saharg
asing hingga 100%. Pada tabon 1998-2001, Pemerintsh mulai melakuken
beberapa perubahan terhadap daflar bidang psaha yang tertutup bagi penanam
modal asing, yang intinya lebih memberikan kesempatan luas bapi penanam
modal asing untuk menanamkan modal di Indonesia,

Apabila dicermati sccara scksama, perubahan-perubahan tersebut lebih
diwarnai oleh kepentingan ckonomi yang bersifat jangka pendek ataupun jangka
panjang, selain itu dipengaruhi pula oleh semangat nasionalisme yang berlebihan
sehingga tidak jarang menimbulkan suatu sikap yang dilematis dalam menetapkan
kebijakan penanaman modal asing di Indonesia.

16 1bid,
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3.2 Lahirnyz Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Penanaman
Modal

Sejak tahun 1997 Indonesia mengalami kedsis ekonomi dan krisis
politik,”” yang sampai saat ini bisa dikatakan belum benar-benar pulih kembali,
oleh karena itu Indonesia dituntut untuk melakukan upays pemulihan ekonomi
melalul peningkatan investasi serta tuntutan demokratisasi di berbagai bidang.'®
Pemulihan ekonomi melalai peningkatan investasi, salah satunya dapat dilakukan
dengan kegiatan penanaman modal,

Pepanaman modal adalsh bagian dari penyelenggaran perekonomian
nasional dalam upaya untuk meningkatkan akumulasi modal, menyediakan
lapangan kerja, menciptakan fransfer teknologi, melahirkan fenaga-tenaga ahli
baru, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, dan menambah pengetahuan
serta membuka akses kepada pasar global. '

Indonesia memiliki keterbatgsan modal dalam negeri dan minim akan
penguasaan teknologl serta keterhatasan akses pasar, schingga penanaman modal
asing sangat diperlukan. Pesanaman modal asing dapat memperiuas potensi
negara tuan ramah (osf couniry) untuk memproduksi barang setempat guna
menggantikan barang impor dan meningkatkan pendapatan pajak, selain itu
penanaman modal sebapgsi sarapa pemulihan ekonomi dapat menjadi suatu
hubungan ckonomi internasional. Penanaman moodal menjadi suatu tentutan guna
memenuhi kebutuhan suatu nepars, perusahaan, dan masyarakat. Hubungan

"7 Brman Radjagukeuk mengemukakan buhwa krisis ekonomi Indonesia antara Jain karena
teriadinve moral hazard di berbagal sektor ekonomi dan politik. Permasslahan moral hazzard
sadah cukup huas dan mendatwm, Dalam skala yang luas, faktor moral dan ctike harus dirmasukkan
sebagai variabel ekonomi vang penting, khususays dajam pola tingkeh Jaku berekonomi dan
berbisnis. Dalam Brman Radisgukguk, Peranar Dan Memperiuos Kesgjahloroan Sosiaf,
disampaikan dalam rangka Dies Natalls dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia (1959
2060}, Kampns U « Depok, 2 Februasi 2001, Scbagsimana diketip dari Ermaen Radjagniguk.
Nyaay? Sunyi Kemerdekean-Mermjn Indonesia Negara Hukwn Demokratiz. Jakasta: Fakultas
Hukum Universitas Indonesiz, ¢et. |, Lembaga Studi Hukum dun Ekonomt, 2006, hlm, Z1s.

Y8 Aloystus Uwiyono, fmplikasi Undang-Undang Kelenagekerizan No. 13 Tahun 2003
Ferhdap Tkdim hveseasi. Jamnal Hulam Bisnis, Vol. 22 - Ng, 5, 2003, him, 9,

** Rebecea Trent, Implications For Foreign Direct Investment In Sub-Scharan Africa
Under The African Growth Qoportunity Act. Norvthwestern Jownal of Internationa! Law and
Business, vol, 23, 2002, him. 236. Dikutip derf Suparii, Penananian Modal Asing Di Indenesia,
Insentifv. Pembutasan, (Jukarta: Usiversitas Al Axbar Indonesia, 2008}, bim. L.
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tersebut terjadi karena masing-masing pthak saling membutuhkan satu sama lain
dalam memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Negara penerima modal (host
countryy membutuhkan sejumlah dana, teknologi, dan keahlian bagi kepentingan
pembangunan dalam bentuk penanaman modal. Di pihak lain, investor sebagai
penanam modal memerivkan bahan haky, tenaga kerje, sarana dan prasarana,
pasar, jaminen keamanan, dan kepastian hukom untuk dapat lebih
mengembangkan usaha dan memperbesar keuntungan yang dapat diperoleh.'®

Datam rangka mengatasi kendala-kendala di atas dan sclaras dengen
keikut-sertzan Indonesia dalam GATT/WT(Q, maka Pemerintah mengajukan
Rancangan Undang-Undang Investasi yang baru ke DPR. Setefah menanti cukup
lama akhirnya Ketentuan mengenal investasi yvang selama empat puluh tahun
diatur dalam dua undang-undang yakni Perfama, Undang-Undang Nomor |
Tahun 1967 tentang Penamaman Modal Asing (PMA) dan Kedua Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN,
kedua undang-undang fersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang
Nomor 25 Tzhun 2007 tentang Peaanaman Modal (UUPM)'®. UUPM dinyatakan
berlaku sejak diundangkan dalam Iembaran Negama Republik Indonesia (LNRD
Tahun 2007 Nomor 67 pada tangegal 26 April 2007.

Terlepas dari adanya berbagai pandangan terhadap kehadiran UUPM ini,
menank untuk dicermati apa yang dikemukakan oleh Didik J. Rachbini yang
mengatekan bahwa dalam wndang-undang ini berbagal kepentingan dicoba untuk
diakomodasi dan berusaba untuk bertindak adil kepada investor namun tanpa

mengurangi kepentingan nasional.'%

Apa yang dikemukakan oleh pakar ekonomi
tersebut patut direnungkan, sebab jika hanya berfokus pada satu sudut pandang
saja, sementara pergerakan arus modal global begitu cepat, maka piliban yang

bijak adalah bagaimapa menyatokan berbagai kepentingan tersebigt dalam satu

¥ Rosyidah Rakhmawat, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, (Malang: Banyumedia
Publishing, 2804), him. 1-2.

'“! Undang-Unstang Penanaman Modal merupaken: uswlan Pemerintah yang semula tordini
dari 12 Bab, 23 Pasal dan 43 ayat. Setelah dilakakan pembahasan oleh Komisi Vi I3PR-R] bersama
dengan Pemeriniah, berubab meniadi 18 Pab dan 40 Pasal,

"6 Ketika RUL-PM dibahas di DPR-R1, Didik J. Rachbini bertindak sebagai Ketua Passus,
Lihat dup/rwww. Hhidumontine.com edisi 22 Maret 2007. Diakses pada tanggal 17 Maret 2009.
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norma hukum yang dapat dijadikan pegangan bagi semua pihak yang terkait

dengan investasi.

Uniuk memahami secara utuh apa yang dikendung dalam UUPM agaknya
perln didalami lebik jauh latar belakang kehadiranmya. Jika dicermati secara
seksama lahimya UUPM memang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan
masyarakat, khususnya komunitas pebisnis yang demikian dinamis baik di dalam
negeri maupun i dunia internssional. Terlebih lagi era masa kini yang lebih
dikenal sebagai era globalsasi, arus perpotaran modal pun demikian cepat dari
safu tempat ke tempat lain. Dengan kata lain, di mana ada peluang di situlah
modal berhenti. Hal ini juga tercermin dari pertimbangan diterbitkannya UUPM
dalam konsideran atau pertimbangannya disebutkan bahwa untuk mempercepat
pembangunan ekonomi nasionsl dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi
Indonesia diperukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi
ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasat
dari dalam negeri maupun dari lvar negeri. Bahwa dalam menphadapi perubahan
perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama
internasional perly diciptakan iklirn penanaman modal yang kondusif, promotif,
memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan
kepentingan ekonomi nasionat,'®

Hal yang menank dalam UUPM i adalah dilibat dari juduinya vang
cukup sederhana, yakni “Penanaman Modal®, Seperdi telah dikemukakan di awal
tulisan ini, sebelum lahirya UUPM menjelang perlengaban tahun 2007 dikenal
terminclogi UUPMA darr UUPMDN, Dari kedua undang-undang ini secara kasat
mata dapat dilihat ada perbedaan perlskuaa antara PMA dan PMDN.
Sebagaimana dikemukakan oleh M. Sadeli, dalam UUPMA dan UUPMDN masih
cukup banyak perbedaan. Misalnya dalam UUPMDN jeuh lebih bebag
dibandingkan dengan UUPMA. Di UUPMA mendapat jaminan hukum tidak
dinastonalisasi, berhak mentransfer keuntungan dan modal, PMA dilakukan dalam
bentuk devisa, sedangkan PMDN dalam Ruopish. Namun yang lebih penting lagi
menurut pakar ekonomi Ini yekni masalah sentimen nasional, apakah pro

' Lihat Konsideran Undang-Undang Nomor 25 Tzhun 2007 teatang Penanaman Modal
pada butiv ¢ dan 4,
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(modal dan perusahaan) asing, anti, atau ambivalen. Di Indonesia sentimen
nasional terhadap sesuatu “asing” sering ambivalen, tidak menolak akan tetapi
menerima dengan perasaan was-was. Asing disamakan dengan besar, sangat
berkuasa, sehingpa mudah menyaingt dan mematikzn pengusaha kecil vang

pribumi.'*

Pemikiran senada juga dikemukakan oleh Sekretaris Jendersl Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo), Djimanto, Salah satu masalah yang muncul di era
reformasi yakni sulitnya mengatasi sikap ambivalensi di tenpah masyarakat yang
tidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah. Di satu sist berbagai pihak berharap
investasi masuk ke Indonesia, akan tetapi di sist lain malah sering mempersoalkan
jika ada investasi asing mau masnk.'®® Dari berbagai pemikiran yang dilontarkan
oleh pakar maupun praktisi bisnis di atas, terlihat bahwa ruang uniuk
mendiskusikan eksistensi TJUPM dalam menarik investor masuk ke Indonesia
masih sangat terbuka Iuas. Teriebih lag! dalam undang-undang int cukup banyak
hal yang memerlukan penjabaran lebih rinci'®® Adanya diskusi terhadap
eksistensi UUPM mempakan suatu fenomena yang menarik, artinya berbagas
pihsk merasa berkepentingan terhadap kepiatan investagi. Unfuk itu patut
disambut dengan lapang dada, sehingga bila undang-undang int diamandemen,
berbagai kekurangan yang ada dapat dilengkapl sesuai dengan dinamilka
masyarakat yang ada,

Hal yang terpenting untuk saat ini yang rasanya cukup signifikan untuk
disatubahasakan oleh berbagai pihiak, vakni kehadiran invesior sangat dibutubkan
dalam mengelola potenst ekonomi yang ada. Kehadiran investor tersebut
diharapkan dapat membawa dampak positif, selain membuka lapangan keria juga
dapat menggerakkan roda perekonomian baik skala iokal maupun nasional.
Investor akan datang dengan sendirinya bila berbagat hal yang dibutuhkan telah
tersedia vatok 1tu. Schagaimana dikemukakan dalam penjelasan umum UUPM,

“@aca: M. Sadeli, Jiim  Investasi Dan Undong-lUndong  Borw, Dalam
Atp:waw, pacific netfkolemyadeli. Diakses pada tanggal 3 Maret 2009

% Baca: Suara Pembaruan, Menanti Realisasi Paket Kebijakan Perboikan Ilin Investasi,
Edisi 2 Apnf 2087,

1 Untuk itu berbagai pihak pun mengajukan uji materi UUPM ke Mahkamah Konstitusi,
karena beberapa pasal dianggap bertentangan dengan UUD 19435,
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tujuan penyelenggaraan penanaman modal banya dapat tercapal apabiia faktor
penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi. Antara lain
melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemeriniah Pusat dan daerah,
penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal,
biaya ekonomi vang berdayz saing tinggl, serta iklim usaha yang kondusif di
bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaba, Dengan adanya perbaikan
berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan penanam modal akan tertarik
untuk menanamkan modalnya.

Oleh karena itu layanan prima bagi investor harus terus ditingkatkan.
Seperti yang dikemuskan oleh Imam Sugema, vang perlu dilakukan adalah
standarigasi pelayanan di masing-masing instansi. Beberspa jenis ijin mungkin
perlu dihilangkan untuk menghindart fenpang-tindth kewenangan. Ide one-stop-
service perngh berkembang, fapr keadaan di deerab-daerah ada vang mampu
temotong birokrasi dan 2da pula yang tidak menunjukkan hasil positif,"”

Secara sistematika, (FUPM terdiri dari 18 BAB dan 40 Pasal. Schagaimana
lazimnya suatu wadanpg-undang, diawali dengan menjabarkan pengertian istilah
vang digunekan, Dalam UUPM ini pun dijabarkan beberapa istilah yang
digunakan, antara lain disebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk
kegiatan menasnam modal, baik oleh pepanaman modal dalam negeri maupun
penanaman modal asing untuk melakukan vsaba di wilayah Nepara Republik
Indonesia (Pasal 1 butir 1 UUPM), Dari pengertian yang dijabarkan dalam pasal
ini, dapat diketahui bahwa kegiatan penanaman modal dapat dilakukan dalam
bentuk:

Pertama, penanam modal dalam negeri. Pengertian penanaman modal
dalamn negeri sendiri dijabarkan dalams Pasal 1 butir 2 UUPM yang
mengemukakan bahwa pepanaman modal dalam negeri adalah suatu kegiatan
menanam madal uatpk melakukan vseha di wilayah Negara Republik Indonesia
yong dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan mengpgunakan modal
dalam negeri. Kata kunci dari pengertian penanaman modal adalah adanya satu

% Raca: Imam Sugema, Dava Tarik Invesiasi, Dalam harian woum Semara Kerya, edisi
Kamis 21 Desember 2006,
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kegiatan yang dilakukan oleh satu badan usaba di wilayah Republik Indonesia.
Sedangkan pengertian modal dalam negeri dijelaskan dalam Pasal 1 butir 9
UUPM, modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik
Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang
berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Keduz, penanaman modal asing. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 1 butir 3
UUPM, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan ussha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh
penanam modal asing, batk yang menggunakan modal asing sepenchnya maupin
yvang berpatungan dengan penanam modal dalam negerl. Sedangkan pengerfian
modal asing dijabarkan dalam Pasal 1 butir 8 UUPM, modal asing adalah modal
yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan Warga Negara Asing, badan ussha
asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia veng sebagian atau
selurub modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Dilthat secara sepintas dari rumusan di atas, kelibatannya scmua Regiatan
dapat dilakukan lewat pranata huokom penanaman modal. Hal ini dapat
diinterprefasikan dari kata “_segola bentuk kegintan.”. Ditambah lagi dari
romusan Pasal 2 vang mengemukekan ketentuan dalam undang-undang ind
berlaku bagi penenaman modal “& semua seldor” & wilayah Negara Republik
Indonesia. Jika dicermati secara saksama dalam penmjelasan Pasal 2 UUPM,
tampak hahwa ada pembatasan sekdor dalam berinvestasit. Tegasnya dalam
penielasan Pasal 2 UUPM disebutkan, vang dimaksud dengan "penanamun modal
di semua sekior di wilayah negora Republik Indonesia® adalah penanaman modal
langsung dan tidak termasuk penanaman modal fidak langsung atau portofolio.

Oleh karena itu, pengertian segala benfuk kegiatan vang dimaksud dalam
kerangka UUPM ini adalah dalam bentuk penanaman modal secara langsung
(direct investment). Demikian juga halnya untuk penanaman modal secara
langsung pun ada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam UUPM, perhatikan
misalnya ketentuan tentang daflar negatif investasi (lihat Pasal 12 UUPM).

Perlu dijelaskan kembali makna penanaman modal langsung sebagaimana

telah diuraikan di atas, pengertian penanaman secara langsung berarti penanam
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modal {investor) membentuk suatu badan usaha atau perusahaan di Indonesia.'®®
Wujud dari bentuk badan usegha yang dimaksud, dijabarkan lebih largut dalam
Pasal § ayat (1) UUPM, penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam
bentuk badan usaha yvang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum stau
usaha perseorangan, sesual dengan keientoan peraturan perundang-undangan.
Dalam ayat (2), penanarman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas
berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara
Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Pada ayat (3),
penanam modal dalam negert dan asing yang melakukan penanaman modal dalam
bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan cara:

a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
b. Membeli saham; dan

¢. Melakukan cara lain sesuai dengan ketenfuan peraturan perundang-
undangan.,

Apa yang dijabarkan dalam keteniuan di atas, tampaknyz pembentuk
undang-undang dapat menangkap kenyataan dalars masyarakat. Hal ini terithat
bahwa untuk badan vsaha yang berstatus sebagal penanaman modal dalam negari,
bentuk usshanya tidak harus dalam bentuk badan bukum. Scbagaimana diketahui
di masyarakat, berbagai kegiatan bisnis yang dilakukan oleh masvarakat tidak
semuanys berbadan hukum dan bahkan hanya dikelola oleh perorangan. Dengan
demikian, berbagai poiensi badan usaha yang ada mendapatksn kesempatan dalam
menjalankan kegiatan usaha lewst pranata hukum penanaman modal.

Lain halnya vntuk badan usaha yang berstatus sebagai penanaman modal
asing, pembentuk undang-undang mensyarakatkan badan vsahanya berbentuk
Perseroan Terbatas (PT), Aps alasannya harus berbentuk PT tidak dijelaskan
dalam UUPM. Hanya saja, bila dicermati lebih dalam apa alasannys berbentuk

18 penpertian Perusahaan secara normatif dijabsrkan dalam Pasal 1 butir b Undang-Undang
PMomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daflar Permsabazn {(LJUWDP) schagal berikut; perusahaan
adalazh setiap benfuk ssaha yang menjalanian setiap jenis ussha yang bersifat tetap dan terus
inenerus, didirtkan dan bekerks serta berkedudukan dalam wilaysh Megara Repuebiik fndonesis
untuk tuivan memperoleh keuntuagan dan atag labs,
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PT, tampaknya hal ini ada kaitannya dengan cksistensi PT sebagai subjek hukum
yang mandiri. Artinya PT dapat menggugat dan digugat di pengadilan. Berkaitan
dengan pranata hukum PT, dalam kepustakaan hukum perusahaan disebutkan, PT
sebagal badan ussha yang berbadan hukum, mempunyal ciri tersendiri jika
dibandingkan dengan badan usaha lainnya, yakni PT mempunysai kekayaan sendiri
terlepas dari pemilik (pemegang sahamnya). Berhak menuntut dan dituntut di
Pengadilan. Secara normatif badan uszha yang berbentuk PT diatur dalem
undang-undang tersendin, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang ini disebutkan PT adalah badan
hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian.

Dari penjelasan di atas, kiranya dapat dikemukakan di sind bahwa apa pun
bentuk badan usaha yang dipilih oleh pare ¢alon investor, satu hal yang pasti yaitu
kegiatan yang dilakukan oleh investor dalam menjalankan usahanya dilakukan di
wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa
segala aktifitas yang dilakokan oleh investor harus mengacu kepada norma-norma
bukum yvang berlaku di wilayah Republik Indopesia. Dalam bal ini dirasakan
betapa pentingnya barmonisasi antarg satu peraturan depgan peraturan lainnya
agar tidak saling berbenturan. Barangkali beralasan, jika semola berbagai pihak
mengherapkan undapg-undang pepanaman modal dijadikan sebagai ketentuan
hukum yang bersifat khusus (fex specialis) dalamy bidang investast,

Hal lain yang menarik dalam UUPM ini adalah dicantumkannya sejumiah
asas yang menjiwal norma dalam Kegatan pesanaman modal. Tampaknya
pembentuk undang-undang berupaya untuk mepangkap nilai-nilai yang hidup
dalam tatatan pergaulan masyarakat baik di tingkat pasional maupun di dunia
internasional. Artinya dengan keikutsertaan Indonesia dalam berbagal forum
tnternasional, maka berbagal nilal yang dianggap telah menjadi norma universal
diskomodasikan ke dalam hukum nasional. Sebagaimana telah dijabarkan dalam
bab-bab sebelunnya, di era globalisasi ini penerapan tata kelola pemerintahan
yang bersih dan baik serta tata kelola perusahaan vang baik sudah menjadi acuan
berbagai pihak dalam memberi layanan publik maopun dalam menjalankan
aktivitas bisnis. Adapun prinsip dasar yang terkandung dalam tata pemerinishan
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dan tata kelola perusahaan yang baik, satu di antaranya adalah adanya kepastian

hukum. Demikian juga halnya dalam UUPM pun dicanturnkan sejumlah asas.

Tepatnya dalam Pasal 3 ayat (1) beserta penjelasannya disebutkan

sejumlah asas dalam penanaman modal, antara lain:

a.

Asas kepastian hukum. Adapun maksud asas ini adalah asas dalam negara
hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang

penanaman modal;

Asas keterbukaan. Adapun maksud asas ini adalah asas yang terbuka
terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur,
dan tidak diskriminatif dalam kegiatan penanaman modal,

Asas akuntabilitas. Adapun maksud asas ini adalah asas yang menentukan
bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penananam
modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi Nepgara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. Adapun

maksud asas ini adalah asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam
modal dalam negeri dan penanam modal asing, maupun antara penanam

modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya;

Asas kebersamaan. Adapun maksud asas ini adalah asas yang mendorong
peran seluruh pepanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan

usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;

Asas efisiensi berkeadilan. Adapun maksud asas ini adalah asas yang
mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi
berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil,

kondusif, dan berdaya saing;

Asas berkelanjutan. Adapun maksud asas ini adalah asas yang secara

terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui
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penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam
segala aspek kehidupan, balk untuk masa Kini maupun masaz yang akan

datang;

h. dsas berwawasan Hingrungan, Adapun yvang di dengan asas ini adalah asas
penanaman modal dilakukan denpan tetap meperhatikan dan mengutamakan
perlindungan dan pemeltharaan lingkungan hidup;

i, Asas kemandirion. Adapun vang dimsksud dengan asas ini adalah asas
penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa
dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi
terwigudnya pertumbuhen ekenomi; dan

j. Asas keseimbangoen kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Adapun maksud asas i adalah asas vang beropaya menjsga keseimbangan
kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekanomi nasiopal.

3.3 Pencrapan Prinsip National Treatment Dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 26067 Tentang Penanaman Modal

Investasi asing merupakan faktor penting dalam meningkatkan ekonomi

suatu negara.'®

Investasi dari luar yang berupa teknologi dan dana, biasanya
digupakan uoftuk  meningkatkan keahlian sebagai langkah imovasi dan
pembangunan yang berkelanjutan.'”® Terkait deppan upaya persaingan antara
Negara Maju dengan Negava Berkembang dalam rangka menarik masuknya
modal asing, maka Negara Berkembang melakukan upaya vang berupa
menciptakan suatu insentif dalam rangke mendorong dan melindungi investasi

asing.'”" Adapun yang dimaksud dengan insentif dalam hal ini ialah berapa

%% The World Bank, World Development Report 2005 A Beiter Investment Climate for
Everyone, (Washingion, DC: World Bask and Qxiord University Press, 20043, him. |,

R Andrew Charlton, Incentive Bidding For Mobile Invesiment: Economic Consequences
And Potemtial Responses. Makalash merppaican hast? penelitian Research prograsme on:
Coverning Fingnee and Enterprises: Global, Regionnd and Nationai, OECD Center, Janoari 20403,
Bim, 1)

P! Zahir Shah, Fiscal Icentives, The Cest of Capital And Foreign Direct Investment In
FPakisian: 4 Neo-Classicel Approach. Disertasi Doktor Government College of Commerce
Manschra, Pakistan, 2003, him. 2.
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regulasi investasi yang di dalamnya diatur mengenai insentif pajak, peningkatan

infrastruktur dan pepyederhanaan jalur birokrasi,'”

Arus investasi asing langsung (foreign direct investment) tidak dapat
dipungkiri dapat menjadi indikator dari iklim persaingan usaha yang schat.
Investasi asing langsung tidak hanya mengenal pembelian aset modal, termasuk
prerger dan  skuisisi; join venturs; pembelian pedengkapan; dan  lain
sabagainya,m namun juga mencakup transfer keahlian manajerial, alih teknologi
dan akses investasi dalam jaringan perusahaan global.'”

Alih teknologi dari Negara Maju ke Negara Berkembang merupakan salah
satu upaya terpenting dalam rangka pembangunan ekonomi. Bantuan modal asing
dalam rangka pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara
iain menciptekan lapangan kerja, tramsfer teknologi baru, dan meningkatkan
stratepi manajemen serta ekspor.'”” Sebagai tambahan, investasi asing dapat juga
dijadikan saluran untuk meningkatkan pembangunan sosiel, menyediakan sumber
peningkatan infrastrukfur dan teaining kerja dalam segala bidang.!™ Oleh karena
ftu sangat penting bagi Negara Berkembang untuk dapat memanfaatkan modal
asing yang tersedia untuk membangun fasilitas dan menciptakan lapangan kerja

sekaligus meningkatkan sektor riset dan pembangunan.!”’

Dengan berbagei keuntungan investasi asing langsung, sehagaimana yang
telah diuraikan di atas, maka wajar apabila semos negarg di dunia, baik Negara
Maju maupun Negara Berkembang saling bersaing untuk menarik masuknya
modal asing. Ketainya persaingan memaksa Negara Berkembang untuk
merestrukturisasi hukumn investasi mereka melalni pembangunan kerangka hukum

" Litwack, LM. and Yingyl Qun, Bolonced or Unbalancad Development: Speciat
Eeonomic Zones as Catalysts for Transition, vol, 26, {Swedia: Journa! of Comparstive Economics,
1998}, him. 117-141,

'™ Indonesia. Undong-Undang Nomor 25 Tohn 3007, Pasal 1 angks 3.
¥ tbid, Pasal 10,

% Erman Radjagukguk, Hukum Investasi Di Indonesia - Anatomi Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2007 tentang Penanoman Modal, cet. 1, (lekarts: Fakuitay Hukam Universitas Al Azhar
Indonesia, 2007), hbm. £,

V1 Mahmut Siregar, Perdagangan Internasional Dan Penanaman Modol - Studi Kesiopan

Indonesia dolam Pecjanjion Ivestasi Mudtilateral, {Medan: Universites Sumaters U, 2005),
him. L

7 1.ihat: Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
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dalam rangke menjamin kestabilan iklim investasi. Kebijakan penanaman modal
vang dilaksanakan oleh suatu negara, kadang kala mengandung proteksi
perdagangan, schingga mengganggu perdagangan intemmasional.’® Persyaratan
penanaman modal di dalam svatu kebijakan penanaman modal, meliputi juga
tentang penggunaan kandungan lokal atau tindakan-tindakan yang mengontrol
perbandingan iransaksi perdagangan. WTO yang merupakan  organisasi
perdagangan internasional vang berfungsi untuk mengatur kebijakan-kebijakan
perdagangan antara negara anggota sehingea kebijakan tersebut fidak
menimbulkan kerugian bagi negara lain dan mencegah persaingan usahs yang
tidak sehat antara negara-negara.”” Berdasarkan fakta yang ada terkait dengan
gangguan perdagangan yang timbul akibat dari syarat-syarat delam pepanaman
modal, maka melalaui TR/Ms, negara anggota sepakat untuk membatasi kebijakan
negars anggota dalam kegiatan peganaman modal,

Melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 teniang Penanaman Modal,
Indonesia selaku anggota WTO mengatur kebijakan penanaman modal vang lebih
terbuka vang didasarkan pada kewajiban Indonesia sebagai angpota W70 untuk
melaksanakan TRIMs. Di dalaro undang-undang ini, Pasal 3 avat (1) d, salah saty
asas penanaman fmodal Indonesia adalah perlakuan vang sama terhadap penanzm
modal baik asing dan dalwn negeri.'®® Kebijakan utama yang harus disesuaikan
adalah tentang penerapan fasilitas penanaman modal yang wajib sesuai dengan
aturan-aturan tentang Pezformance Reguirement yang discbutkan dalsm lampiran
TRIM:.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Pepanaman Modal
merupakan pengganti dari UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal
Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri,'®!
Pertunbangan yang mendasari Pemerintab  Indonesia merubah  kebijakan
penanaman modal, ulamanya adalab untuk mempercepat pembangunan nasionsl,

"% Yoseph Battat, er af.. Suppliers fo Multinationals Linkage Programs to Strengthen Local
Compuarnies in Developing Countries, (Washington: The Internstional Finance Corporation and The
Workld Bark, 1596), him. 12,

™ World Trade Organization, Agreement on Trade Related Investmert Measures, 1994,
Preamble,

"2 indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Takun 2007, Pasal 3 ayat {1).
Bl Erman Radjagukguk, Op. Ci, Blm. 1.
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mengelah potensi ekonomi menjadi kekuatan riil dengan menggunskan modal
yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri.'™ Pertimbangan kedua
adalah untuk menghadapi perubahan ekonomi global dan keikutsertaan Indonesia
dalam berbagai kerjasarna perdagangan internasional, perlu diciptakan ikhim
peranaman modal yang koodustf, promotif, memberikan kepastian hukom,
keadilan, dan efisien dengan tfetzp memperhatikan kepentingan ckonomi
nasional.™ Ketiga adalah perlunya dirubah rezim penanaman modal yang
terdapat di dalam UU Neo. 1 Tzhun 1967 dan UU No. 6 Tahun 1968 karena tidak
sesual lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan
pembangunan hukum nasional, khususnya dalam bidang penanaman modal.'!

Dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Pepanaman Modal
disebutkan asas dan tujuan dari UUPM."™ Hukum dan peraturan perundang-
vndangan adalah dasar setiap kebijokan dan tindakan di bidang penanaman
modal.'®® Salah satu asas penting vang terdapat di dalam UUPM adalah asas
keterbukaan yang memberikan hak kepada masyarakat keterbukaan informasi
yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif berkenaan dengan penanaman modal,'®’
UUPM juge mengatur tentang asas akuniabilitas yang memberikan kewajiban
untuk setiap kegiatan dan basil akhimya dapat dipertanggungiawabkan kepada
rakyat Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.'® Asas
yang sangat terkait dengan penanaman modal asing adalab asas perlakuan yang
sama dan tidak membedakan asal negara yang bertujuan untuk memberikan
dorongan penanam modal asing untuk measnamkan modal di Indonesia dengan
perlakuan  pelayanan  non-diskriminasi  berdasarkan kelentuan peraturan
perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam

2 rbid
* Ihid
2 1tid
™5 1bid, him, 43,
6 1bid.
87 Ibtd
8 Ibid
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modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam

modal dari negara asing lainnya.'®®

Lebik khusus tentang asas persamaan perlakuan yang diatur di dalam Pasal
3 ayat (1} huruf d UUPM, discbutkan dalam Pasal 6 ayat (1} bahwa Pemerintzh
Indonesia memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang
berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di
Indonesia. ™ Di dalam Pasal 6 ayat (2), disebutkan pengecualian asas persamaan,
Pernerintah Indonesia dapat mengesampingkan aturan vang terdapat dalam Pasal 6
ayat {1} kepada suatu negara yang memperoleh hok istimewa berdasarkan

perjanjian dengan Indonesia.'”!

Berdasarkan hal terschut, priosip-prinsip WIO secara wmum telsh
diterapkan di dalam UUPM. Prinsip umum WTO, yaitu National Treatment dan
Most Favored Nation, berdasarkan Pasal 3 dan 6 UUPM telah menjadi jiwa dard
rezim pepanaman modal di Indopesia. Berdasarkan atzs hal tersebut maka
selayakanya semua hak dan kewajiban penanarn modal asing berlaku juga bagi
penanam modal dalam negeri'® dan tiap negara anggota mendapatkan perlakuan
yang sama.

Alkan tetapi masih terdapat pasal-pasal di dalam UUPM vang memberikan
perlakuan yang berbeda terhadap penanam modal asing. Terkait dengan National
Treatment, di dalam Pasal 1 UUPM masih membedakan antara penanam modal
asing dan penanam modal dalam negeri. Secara garls besar pembedaan tersebut
dibentuk uuntuk beberapa kebijakan penanaman modal yang diatwr di dalam
UUPM. Perlakuan yang berbeda terhadap penanam modal asing dan dalam negeri
dilakukan terkait dengan bentuk badan usaha dimana disebutkan dalam Pasal 3
UUPM bahwa penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dalam bentuk
usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sedangken penanam modal dalam
negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum,
tidak berbadan bukum, ataupun usaha perseorangan sesvai dengan ketentuan

"7 Lihat Penjelasan Pasal 3 ayst (1) bumif d, Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2007
teniang Penianaman Modal.

9 shid
P rhid
% Fuady, Op, Cir,, him. 98,
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peraturan perundang-undangan. Di dalam Pasal S ayat (2) UUPM, penanam
modal asing dalam bidang tertentu dapat melakukan penanaman modal tanpa
membentuk Persercan Terbatas, yaitu pada minyak dan gas bumi. Peraturan yang
berbeda antara penanam modal asing dan dalam negeri, merupakan tindakan yang
menyimpang dari prinsip W70 tentang National Treatment, yang diatur di dalam
Article I GATT 1994, Salah satu tindakan yang dianggap perlakuan diskriminatif
adalah perbedaan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan
atas hal tersebut, pengaturan yang berbeda dalam Pasal 5 UUPM menyimpang

dari prinsip National Treatment.

“The contracling parfies recognize that internal taxes and other interngl
charges, and lows, regulations and reguirements affecting the internal
sale, offering for sale, purchase, fransporiation. distribution or use of

producis... "%

Aturan lain yang memberikan periakuan yang berbeda adalah Pasal 12
ayat (2) UUPM yang secara kbusus mengatur bidang usaba yang tertutup untuk
penanaman modal asing yang terdin dari produksi senjata, mesiy, alat peledak,
dan peralatan perang. Seiain itu juga bidang-bidang yang secara eksplisit di atur
tertutup untuk penanaman modal asing " Tertutupnya produksi serjata, mesiy,
alat peledak, dan peralatan perang berdasarkan Article XX point b {ii}) GATT 1994
merupakan pengecualian untuk melindungl keamanan negara. Akan tetapi uniuk
pengaturan tentang produksi lain sesuai peraturan perundangan, dapat dianggap
suate perlakuan diskriminasi mengingal pengaturan tersebut di atur secara
terbuka, dengan digantungkan pada kebijakan yang belum ditetapkan oleh

Pemerintak Indonesia.

Fasilitas penanaman modal merupakan hal yang bissa dilakuken untuk
menarik penanam medal. UUPM mengatur tentang fasilitas penanaman modal
dalam Pasal 18 sampai dengan Pagal 24, Fasilitas penanaman modal menjadi
suatu permasalahan dalam hal fasilitas {ersebut diksitkan dengan pemenvhan
Performance Reguirement yang dilarang di dalam TRIMs. Salah satu hal yang

" GATT 1994, Op. Cit., Asticle 1Tl Paragraph 1.
' Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Pasal 12 ayal (2).
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menjadi perhatian di dalam UUPM adalah Pasal 18 ayat {3} huruf j, yang
menyebutkan persyaratan pemberian fasilitas penanaman modal salah satunya
adaleh penggunaan komponen lokal. Apabila ditelaah lebih lanjut maka
pengaturan Pasal 18 ayat (3) huruf § UUPM merupakan suate perlakuan yang
tidak sama antara barang dalam negeri dan barang impor,

Pasal 18 ayat (3) huruf § UUPM secara eksplisit merupakan pelanggaran
dari pengaturan Performance Requirement yang di atur di dalam 7R3 Lavangan
pengaturan kebijakan diskriminasi terkait dengan penggunaan produksi lokal
dalam 7TRIMs, di atur sebapai suatn kegiatan yang dipersyaratkan untuk
mendapatkan kemudahan ataupun insentif,’®”® bila menelaah UUPM, tindakan
tersebut lebih kepada suatu pilikan yang tidak mempengaruhi pada keberadaan
dan usaha pengnam modal. Ketentuan tentang larangan penggunaan komponen
lokal dalam TRIMs juga mensyaratkan bahwa secara spesifik negara anggota
mengatur tentang jumlah, silai, dan presentase khusus. Sedangkan di dalam
UUPM hanya mengatur secara umum, %

Salah sat: tindakan yang dilarang vnfuk diterapkan dalam kebijakan
penanaman modal nasional berdasarkan TRIMs adaish scbsidi sebagaimana
dinyatakan oleh Article 2 TRIMs. Pengaturan lain tentang subsidi amtara lain
dalam Agreement on Subsidies and Cowntervailing Measures {(ASCM).
Berdasarkan ASCH, subsidi merupakan keglatan Pemerintah untuk memberikan
bantuan dana kepada industri nasional, yang salah satunya diatur tentang imporf
substitution subsidies.””’ Import substitution subsidies, berdasarkan Pasal 3.1(b)
ASCM, adalah subsidi yang dilakukan dengan kewajiban penggunasn produk
nasional daripada produk impor. Di dalam kasus Canada-Autos, Appellate Body
dalam Dispute Settlement Body, menyatakan bahwa fmport Substiiution Subsidies
dapat diterapkan dengan secara de jure atau de Jacte™® De facto dimaksudkan

> H.S. Kartadioemsna, Op. Cit., hirn, 227,

™ Mahmul Siregar (2), UUPM Dan Penyelesaian Sengkela Perdagangen Intermasional
Dalam Kegiatan Penononam Modal, Jornal Hulum Bisnds, vol. 26, Ne. 4, 2007, him. 28.

7 \van den Bossche, Op. Cit, him. 564.

¥ Litat: Kasus WTO, Dispute Settlemant Body (DSE), Canada-Autos, Dapat diskses
molalul kg Auwnewio.org.
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adalah penerapan dari suata kebijakan yang tidak secara eksplisit mengatar
tentang subsidi, fapi mengakibatkan adanya subsidi tertentu dalam prakteknya '™

Pasal 18 UUPM mengatur tentang syarat-syarat pemberian fasilitas
penanaman modal. Pasal I8 sebagaimana dipaparkan di atas, merupakan suatu
syarat pilihan, yang artinya apabila satu syarat terpenuhi maka menghapuskan
kewajiban atas syarat yang lain.®” Salah satu syaratnya adalah penggunaan barang
modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri®' Syarat
tersebut memang tidak secara spesifik mengatur tentang kuantitas tertentu, aken
tetapl bilamana dikaitkan dengan Peraturan Pemerinizh Republik Indonssia
Nomor | Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Unmk Pepanaman Modal Di
Bidang-Bidang Usaha Terteniu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Terteniu (PP
172007}, yang menyebutkan terdapat fasililas penanaman modal salah satunya
adalah kompensasi kerugian terhadap penginsaha tertentu dalam hal menggunakan
bahan bako dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70%
(tujuh pulub persen) sejak tahun ke (empat),”™ Syarat tersebut di atas diatur
berbeda daripada syarat lain yang mempersyaratkan minimal 5 tahun seperti
mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja. Secara
aturan perbedaan kebijakan ini tidak eksplisit mengatir tentang import
substitution subsidies, tapi kemungkinan dominan syarat tersebut dipilih vang
akan menjadi permasalahan, karena dengan syarat vang lebih mudah fprefer
requirement).

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Indonesia memberikan perlakuan
yang sama terhadap penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing
sebagaimana ketentuan Pagsal 6 UU No, 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Maodal
yang menentukan untuk memberikan perlakvan yang sama kepada semua
penanam modal vang berasal darl negara manapun yang melakukan kegiatan
penanaman modal di Indonesia sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaky,

 Yan den Bossche, Op. Ci, him. 563,

*® indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tatmin 2007, Pasal 18 ayat (2).
 tbid, waraf§,
2 Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007. Pasal 2 ayat (2) huruf d.
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Dalam masyarakat terdapat perbedaan pengertian mengenai tidak adanya
perbedaan perlakoan terhadap penanam modal asing dan penanam modal dalam
negeri yang diatur dalam UUPM, Prnsip ron-discrimination dalam undang-
undang ini sebenarnya diambil dalam arti pengertian national treatment sebagai
prinsip dasar TRIM/GATY. Dalam Article 2 of TRIMs mengenal Nationg!
Treatment dan Quantitative Restrictions, Pasal 4 Ayat (23 UUPM menyatakan,
dalam menectapkan kebijakan dasar penanaman meodal, Pemerintah memben
perlakuan yang sama bagl peranany modal dalam negeri dan penanam modal
asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Persaingan yang adil amtara produk impor dan produk dalam negeri dapat
mengakibatkan perbaikan Kinerja pada produksi dalam negeri untuk lebih efisien
sehingga dapat bersaing dengan produk impor, sedangkan bagi konsumen hal in
akan lebih menguntungkan karena memungkinkan konsumen memperoleh barang
yang lebih baik dan harga yang lebih wajar. Dalam perspektif lain, justes tindaksn
yang demikian dapat menyebabkan kumngnys minat investor untuk menanamkan
modalnya, karena berkurangnya keleluasaan investor untuk mengambil keputusan
bisnis vang lebih bebas,

Tetap ada pembedaan perlskuan antara pepanam modal asing dan
penanam modal dalam negeri dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Muadal, seperti bentuk badan ussha dan bidang usaha yang tertutup dan yang
terbuka dengan bersyarat, Perfame, untuk penanam modal dalam negeri badan
usaha dapat berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi,
bukan Badan Hukum seperti Firma, CV, dan Perusahaan Perorangan, Sedangkan
untuk penanam modal asing diharuskan berbentuk Perseroan Terbatas, kecuali
undang-undang menentukan lain. Xedug, tidak semua bidang usaha terbuka untuk
modal asing. Berbagai bidang nsaha ada vang hanya untuk pepanam modal dalam
negeri. Ada bidang usazha, dimana modal asing herus bekerja sama dengan
penanam modal dalam negeri, atav bekerjasama dengan Usaha Kecil, Menengah,
dan Koperasi (UKMK).

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak menganut aliran
{iberal, karena undang-undang ini tetap berpegang kepada Pasal 33 UUD 1945,
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dimana hak menguasal negara mencakup pengertian bahwa negara merumuskan
kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan
fhestuursdaad), rmelakukan vengelolaan (behersdaad), dan  melakukan
pengawasan {{oezichthoundensdaad) untuk tujuan sebesar-besarmya kemakmuran
rakyal.

Daftar Negatif Investasi Pasal 12 ayat (I} UUPM menyatekan semua
bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali
bidang usaha atan jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan
persyaratan. Ayat (2) menyebutkan bidang usaha yang tertutup bagi penanam
modal asing adalah:

a. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
b. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertulup berdasarkan
undang-undang.

Selanjutnya ayat (3) menyatakan Pemerintah berdasarkan Peraturan
Presiden menetapkan bidang usaha vang tertutup untuk penanarman modal, batk
asing mavpun dalam negeni, demgan berdasarkan kriteria kesehatan, moral,
kebudayaan, lingkungan hidup, pertabanan dan keamanan nasional, serta
kepenfingan nasional lainnya. Ayst (4) menyebutkan kriteria dan persyaratan
bidang usabia yang tertutup dan yaog terbuka dengan persyaratan serta dafiar
bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing
akan diatur dengan Peraturan Presiden. Kemudian ayat (37 menyatakan
Pemerintall menetapkan bidang wusaha yang terbuka dengan persyaratan
berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam,
periindungan, pengembangan ussha mikro, kecil, menengah, dan koperasi,
pengawasan produksi dan disiribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi
modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk

Pemerintah,

Dengan demikian tidak s¢mua bidang uwsahs terbuka untuk pepanaman
modal. Ada bidang-bidang usaha vang tertutup bagi penanaman modal dalam
negeri dan penanaman modal asing. Begitu juga terdapat bidang usabs vang
tertutup bagi modal asing.
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Selanjuinya ada bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing
dan penanaman modal dalam negeri dengan persyaratan tertentu. Bidang usaha
vang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tersebut yvang dituangkan dalam
Peratwran Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daflar
Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan
Persyaratan D Bidang Penanaman Muodal. Pada Pasal 1 Peraturan Presiden ind
menyatakan:

1. Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertenfu yang
ditarang diusahakan sebagat kegiatan penanaman modal.
2. Daftar bidang usaha yang terfutup sebagaimana dimaksud dalam ayat
{1} adalah scbagaimana tercantum dalam Lampiras 1 Peraturan
Presiden i,
Dalam Pasal 2 menyebutlan :

1. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang uszha
tertentu yang dapat diusahakan scbagai kegiatan penanaman medal
dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk
UMKMK, bidang usaha yang dipersvaratkan dengan Kkemitraan,
bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang
usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha

yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

2, Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [I Peraturan Presiden ini,

3. Persyaratan tersebut merupakan persyaratan bagi pembentukan badan
usaha yang berbadan hukum Indonesia bagi penanam  modal
(khususnya penanam modal asing sebelum melakukan Kkegiatan

penanaman modal di Indonesia),

Dalam Pasal 3 menyatakan:

. Peraturan Presiden ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejek divndangkan

atau apabila dipandang perlu dapat ditinjau kembali sesuai dengan
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kebutchan dan perkembangan keadaan yang penctapannya dengan
Peraturan Presiden.

2. Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) tahun terlewati dan ternyata daftar
bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan yang baru
belum diatur, maka Peraturan Presiden yang mengatur daftar bidang
usaha yang tertutup dan te¢rbuka denpan persyaratan masih tetap
berfaky.

Pasal 4 menycbutkan Pemerintah wajib mempublikasikan daflar bidang
usaba yang lerfutup dan bidang usaba yang terbuka dengan persyaratan secara
terbuka di area publik, baik publikasi melalul media cetak maupun elektronik
yang dapat diakses dari situs Pemerintah Indonesia.

Pasal 5 menyatakan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden ini, makas

1. Ketentuan-ketentuan sebagaimans dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan
Presiden ini tidak berlaku bagi penanaman meodal yang telah disenyjui
sebelum Peraturan Presiden ini berlaku. Penanaman modal sebagaimana
dimaksod dalam ayat (1) in1 wajib dibuktikan dengan surat persehijuan
penanaman modal dan perubahannya {bila ada) yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang.

2. Ketentuan Peraturan Presiden ioi berlaku sepenubnya bagl setiap
perubahan atas pepanaman modal yang telah disetujui dalam surat
persctujuan penanaman modal dan perubahannya (kecuali perubaban
komposisi pemepang ssham dalam  batasan proscntase maksimum
kepemilikan saham asing dan domestik yang telsh disetujui) vang
dilakukan oleh penanam modal yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut di
alas atau perusahaan penanaman modal yang telah ada pada atau sebehun
berlakunya Peraturan Presiden inid.

Akhirnya Pasal 6 Peraturan Presiden ini menyebutkan ketentuan Peraturan
Presiden ini tidek mengurangi kewajiban pepanam modal uontuk mematuhi
ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat vang berlaku untuk kegistan penanaman
modal tersebul untuk melabukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh instansi
teknis vang berwenang vang merabawshi bidang usaha penanaman modal,
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Pemberian perlakuan yang sama terhadap semua penanam modal baik
penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri merupakan
konsekuensi dari diratifikasinya 7RIMs oleh pemerintah Indonesia, TRIMs
menganduog prinsip Navional Treaimeni yang mengharuskan bahwa tidsk ada
tindakan diskriminasi bapgi penanam modal di negara-negara anggota GA7T dan
prinsip General Elimination of Quantitative Restrictions, vyang tidak
membenarkan adanya larangan alau hambatan perdagangan lainnya kecuali
melaloi tanif. Namun fetap ada pembedaan perlakuan antara penanam maodal asing
dan penanam modal dalam negen dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal, seperti dalam hal bentuk badan usaha dan bidang
usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan bersyarat.
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BAB 4

AKIBAT HUKUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25
TAHUN 2807 TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
LAIN DI BIDANG INVESTASI

4.1 Konsekuensi Logis Pemberlakuan UU No. 25 Tahun 2007

Melalui investasi, baik investasi dari pihak asing maupun dalam negeri,
diharapkan mampu menggerakkan roda ckonomi suatu negara. Schingga Negara
dituntut untuk mengatur sedemikian rupa agar investasi dapat memberikan
pengarub positif bagi bangsa dan masyarakatmyva. Kewajiban negara mengatur
investasi dikarenakan kompleksitas sifat penanaman modal serta memiliki
dampak ferhadap banyak aspek, mulal darl masalah pertanzhen, tenaga kerja,
permodalan, perpajakan, dan berbagai aspek lainnya.

Secara logis ada beberapa teori khusus vang erat kaitannya dengan
pemahaman mengenal perlu dan pentingnya kegiatan investasi bagi pertumbuban
ckopomi suatu negara. Teori-teort tersebut antara lain adalah The Product Cyole
Theory (Yeori Siklus Produk) dan 7he Versical Integration Theory (Teori Integrasi
Vertikal) *®

Teori Siklus Produk atau The Product Cycle Theory paling cocok
diterapkan pada investai asing secara langsung (foreign-direct investment) dalam
bidang manufacturing.?® Biasanya merupakan usaha ckspansi awal dari
perusabaan-perusghaan Negara Maju seperti Amerika Serikat dengan mendirikan
pabrik-pabrik untuk membuat barang-barang vang sama atan sejenis di negara lain
termasuk negara-negara berkembang, Hubungan antara induk perusahaan dengan
pabrik-pabrik sejenisnya di negara Jain tersebut disebut “Horizonfaly Integrated .

Teori ini mengatakan, bahwa setiap teknologi atau proses produksi
biasanya dikerjakan melalui tiga fase:*%

1. Fase permulaan atan inovasi.

* Nindyo Pramono, Perkembangan Arus Invesiasi Ditinjau Dari Perspekiif Hukum Bisnis,
(Yogyakaria: Universitas Gadjah Mada, 2007), diskses melalui www Jepalituy. org pada tanggal 7
Juni 2009,

™ thid

5 thid,
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2. Fase perkembangan proses.
3, Fase pematangan atau fase standardisasi.

Dalam setiap fase tersebut, berbagali tipe perekonomian negara mempunyai
keunggulan komparatif atau 4 comparative advantage di dalam memproduksi
bareng-bareng atau komponen-komponen produksinya. Fase pertama cenderung
bertempat di negara atau negara-negara industri paling maju seperti Inggris,
Amerika  Serikef, dan Jepang. Perusahsan-perusahaan tersebut biasanya
memegang posisi oligopoli di negaranya masing-masing yang mengakibatkan
mempunyal keunggulan komparafif di dalam mengembangkan produk-produk
baru dan proses-proses industrinya karena adanya permintaan pasar dalam negeri
yang besar dan banyaknya persediaan sumber produksi untuk aktivitas-aktivitas
inovatif. Fase inovasi ini membetohkan dana yang tidak sedikit karena diperlukan
trial and error untuk setiap proses produksi sampai diperolehnya hasil produksi
yang lavak untuk dipasarkan.

Biasanya negara-negara majulah yang mempunyzi cukup dana dalam fase
inovasi ini, Pada fase awsl ini, perusahaan-perusahaan di negara maju seperti
Amerika Serikat memiliki suatu posisi monopoli karena kemampuan teknologi
yang belum tersaingi. Oleh karena permintaan pasar dari luar negeri terhadap
produk mereka meningkat, perusahaan-perusahaan itu kemudian meningkatkan
ekspor praduknya ke pasar luar negeri. Dampak dari penyebaran produk tersebut
di tuar negert, sndah barang tenta akan terjadi penyebaran teknologi ke negara-
negara lain iermasuk Negara Berkembang. Akibatnyae lama kelamazn muncul
pesaing-pesaing huar negert yang cukup potensial. Pesaing-pesaing ini kemudian
mampu membuat rintangan-rintangan dagang atau frade berrier yang kemudian
dapat “memaksa™ perusahaan negara-negara maju tersebut memproduksi barang-
barang yang sama di luar negeri. Berarti mereka mau tidak mau harus mendirikan
pabrik atau cabang perusahaan di negara lain atau di loar negeri termasuk &5
negara-negara berkembang. Akibat selanjutnya, proses manufocturing dan tempat
produksi cenderung berkembang di lvar negerd yang semula kemasukan aliran
modal asing tersebut. Selanjuinya dalam fase terakhir, dibuatlah standardisasi
proses mamyfacturing yang memungkinkan peralihan lokasi-lokasi produksi ke
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negara-negara vang sedang berkembang, terutama negara-negare industri baru
(Newly Industriatizing Countries) yang memiliki keunggulan komparatif berupa
tingkat upah vang rendah, Produk-produk dan negara-negara berkembang ini pun
kemudian dickspor ke pasaran globsl. Singkatnya, The Product Cycle Theory
ingin membantu menjelaskan bahwa perusshgan multinasional dan persaingan
oligopoli, perkembangan dan penycharan feknologi industri merupakan unsur-
unsur penentu utama terjadinya perdagangan dan penempatan lokasi-lokasi
aktivitas ekonomi secara global melalui investasi dan timbulnya strategi
perusahaan yang mengimplementasikan perdagangan dan produksi di lvar negert.

Teori Integrasi Vertikal (The Vertical Imtegration Theory} banyak
diterapkan pada New Multinationalisnt Country atau Negara Muliinasionalme
Baru dan pada investasi yang terintegrasi secara vertikal, yakni produksi barang-
barang di beberapa pabrik menjadi inpuf bagi pabrik-pabrik lain dari suatu
perusahazn yang sejenis.”° Teori ini berawal dari pemahaman bahwa biaya-biaya
untuk melakukan bisnis di Juar negerl dengan ipvestasi baik diress ataupun
indirect harus memperhitungkan mencakup biaya-biaya lain yang harus dipiku!
oleh perusahaan. Oleh karena ftu, perusahaan tersebut harus menuliki beberapa
keunggulan kompesasi atau Compensating Advanteges atau keungggulan yang
spesifik bhagi perusahaan  seperti  keahlian teknis manajerial, keadsan
perekonomian yang memungkinkan perclehan sewa secara monopoli untuk

operasi perusahaannya di negara-negara lain.

Menurut teori ini, investasi dapat dilakukan dangan cara integrasi secara
vertikal, yaitn dengan menempatkan beberape tahapan produksi di beberapa lokasi
vang berbeda di seluruh dunia. Motivasi utamanya adalah untuk mendapatkan
keuntungan berupa biava produksi yang rendsh, memanfaatkan kebijeksanaan
pajak lokal, juga untuk membuat “rintangan perdagangan™ bagi perusshsan yang
lain. Banyak fakior vang menentukan tingkat aliran modal, skill, teknologi, dan
keahlian negara maju atau pemodal asing ke negara penerima modal atau negara
berkembang, antara lain:®”

a. Tklim pepanaman modal di negara penerima modal.

2% Ibid,
7 Ibid,
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b. Prospek perkembangan usaha di negara penerima modal.

c. Tingkat perkembangan ekonomi di negara penerima modal.

d. Stabilitas politik di negera penerima modal.

e. Tersedianya prasarana dan sarana yang diperlukan oleh si pemodal.

f. Aliran modal cenderung mengalir kepada negara dengan tingkat

pendapatan nasional per kapita yang tinggi.

g. Tersedianya bahan baku, tenaga kerja yang relatif murah, dan

potensi pasar dalam negara penerima modal tersebut.

Percepatan pembangunan ekonomi nasional dan upaya mewujudkan
kedaulatan polittkk dan ekonomi Indonesia, memerlukankan peningkatan
penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi
riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri.
Hal tersebut merupakan salah satu alasan yang melatarbelakangi pembentukan
Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Akibat hukum dari diberlakukannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007
ini, mempunyai pengaruh luas terhadap kinerja Penanaman Modal di Indonesia,
terutama dengan dicabutnya UUPMA dan PMDN. Ketentuan Peralihan dalam
Pasal 37 jo. Pasal 39 UU No. 25 Tahun 2007, merupakan reformasi tatanan
hukum yang berlaku selama hampir 40 tahun dalam bidang penanaman modal di
Indonesia. Reformasi ini harus diartikan positif, karena memang dalam mengubah
pola pikir dan pola pandang terhadap bagaimana kita harus melaksanakan misi
pembangunan nasional sekarang ini berbeda landasannya dengan masa lalu.
Landasan yang sangat terpengaruh kuat oleh globalisasi dan internal changes
yang tidak dapat kita hindari.2%

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 dan sebagai
konsekuensi logis dari diratifikasinya WTO Agreement ke dalam sistem hukum
Indonesia, maka Warga Negara Asing dapat menanamkan modalnya di Indonesia
tanpa dibedakan dengan Warga Negara Indonesia sendiri dalam hal hak dan

%8 Adang Abdullah, Tinjauan Hukum Atas UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007:
Sebuah Catatan. Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, vol.26, No. 4, 2007, him, 12,
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kewajibannya. Jika dulu sebelumnya dikenal Perusahaan PMA dan PMDN
ditambah non-PMA dan non-PMDN, maka sekarang hanya ada Perusahean
Nasiona! yang bermedalkan dalam negeri dan yang bermodalkan campuran atau
seluruhnya asing. Ketigs jenis perusahaan nasional tersebut di perlakukan sama
dalam hak dan kewaithbannya. Hanya dalam jenis usaha akan ada pembatasan
melahai Peraturan Pemerintah,

Perusahaan asing yvang beroperasi di Indonesia tetap diatur dan mengikuti
ketetapan-ketetapan dari Menteri Perdagangan. Ini yang disebut akibat dari
globalisasi yang pernah dicanangkan pada tahun 1997-an oleh Presiden Subarto.
Mau tidak mau, suka atau tidak kita hares memasuki era globalisasi, Memang
berat dirasakan, tetapi bagaimanspun, apalagi setelah berlskunya UU Mo, 25
Tahun 2007 ini dalam aspek penanaman modal, kita harus melaksanakannya.

Terjadi percbahan prinsip dasar sertz istilzh dalam  pelaksanaan
pembangunan ckonomi negara setelah Kifa menerbitkan undang-undang yang
meratifikasi W70, Ini tidak bisa dipungkiri, demikian juga dengan lahirnya
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Mamun kenyataan ini tidak dibarengi dengan langkah-langkah cepat dari
Pemerintah untuk mengadakan perubaban terhadap peratwran  perundang-
undangan sektoral yang berlaku. Hampir semua undang-undang di semug sektor
pasti terkena pengaruh dengan lahirmya kedua undang-undang terscbut di alas.

Sebenarnya momen ini juge dapat dimanfaatken dengan mengundangkan
terlebih dulu undang-undang teniang perdagangan, tetapl barangkali ini bukan
pekerjsan yang mudah, sementara momen bisnis dunia sangat cepat berubah
sehingga didahulukanlah undang-undang tentang penanaman modal, Alasan
demikian, sama saja dengan ketika kita dulu melahirkan undang-undang tentang
PMA dan PMDN.

Selanjutnya undang-undang scktoral seperti undang-undang tentang
perindustrian bisa dikatakan sudah usang bagi perkembangan bisnis dunia saat in,
banyak yang sudsah sangat tidak relevan lagi mater pengaturannya. Demikian juga
dengan undang-undang sektoral lainnya. Tentunya semua perubaban undang-

undang tersebui akan mempunyai pengaruh pada konstelasi masing-masing sektor
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dan jelas akan merupakan pekerjaan yang banyak bagt pakar hukum dan ahli di

sektormnya uniuk menanganinys.

Salah satu tonggek utama dan sektor perdaganpgan, khususnya scjak
diundangkannya undang-undang tentang PMA dan PMDN adalah dilshirkannya
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha
Asing Dalam Bidang Perdagangan. Komprehensif pengaturan dajam PP ind,
semestinya membuat perusahaan perdagangan nasional maju karena memperoleh
kesempatan yang seluas-luasnya. Namun kenyataannya hingga saat  ini,
kesempatan emas ini ditcanfaatkan oleh pihak pemodal kuat atau babkan asing,
Perusahaan Nasional hanya berkesempatan sekedar menjadi "kendarsan”™ mereka

saja.

Sebuah peraturan perundang-undangan tidak berlaku lagi karena beberapa
hal*®

1. Secara tegas dinyatakan dicabut dalam tingkat penmdang-undangan vang
lcbib tinggi atau setidak tidaknya satu tingkat di atasoya.

2. Dalam Ketentuan Peralihan, sebuzh peraturan perundangan yang lebih tinggi
atau satu tingkat, dinyatakan "semug peraturan yang bertentangan dengan
materi dalam peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi”, Dalam UU No. 258
tahun 2007 bunyinya terhadap semua peraturan pelaksanaan UU tentang PMA
dan PMDN adalah sebaga berikut: ”.. dinvatakan tetap berlaku separjong
tidak bertentangan don belum dictur dengan peraturan pelaksanoon voug
baru berdasarkan undang-undang ini® - Pasal 37 ayat (1}. Sedangkan dalam
Pasal 39 kita temui kalimat: “Semua peraturan perisdang-undongan yang
Berkaitan sevara langsunyg dengan penanaman modal wajib mendasarkan dan
menyesuaikan pengaiurannyg pode undoang-undang ini”, DI sini tentunya
periv ada kesamaan pandapat tentang apa ifu ‘berkeifun secara langsung’.
Jangan sampai wilayah ini menjadi abu-abu (grey area).

3. Secara khusus diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mencabut
keberlakuannya. Tentunys oleh tingkat peraturan perundangan yang lebih
tinggi atau satu tingkat di atasnya,

2 fhid, him.13.
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Kalau kita perhatikan apa vang dikemukakan pada butir 2 di atas, maka

terhadap Peraturan Pemerintah No, 36 Tahun 1977 dan semua perubabannya,

scbagail peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang

PMDIN, mesti diadakan pengkajian mana yang bertentangan dan mana yang tidak.

Peraturan pelaksana yang kena dampak Undang-Undang No. 25 Tahun

2007 yang memerlukan peninjauan dan pengkajian lebih lanjut antara lain, vaitu:

1.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 118 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia No., 86 Tahun
2000 tentang Bidang Usghes Yang Teriutup Dap Bidang Usaha Yang
Terbuka Dengan Persvaratan Tertentu Bagi Penanam Modal.

Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 382/Kp/X11/77 tentang Ketentuan

Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 66/Kp/II/73 tentang Keagenan
Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri,

Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 314 /Kp/VIII/74 tentang
Peredaran, Impor Dan Ekspor Obat, Makanan Dan Minuman, Alat
Kecantikan Dan Alat Kesehatan.

Keputusan - Menteri  Perindustrian dan  Perdagangan = RI  No,
133/MPP/Kep/6/1996 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.

Keputusan  Menteri  Perindustrian dan  Perdagangan Rl No.
133/MPP/Kep/6/1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan Rl No. 230/MPP/Kep/7/1597 tentang Barang Yung
Diatur Tata Niaga Imporya sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.
439/MPP/Kep/97/1998.

Keputusan Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan R1 No.
23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2000 teptang
Bidang Usaba Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan
Persyaratan Tertentu Bagi Penanam Modal.
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S, Keputusen Menteri Perindustrian Dan Perdagangan  No,
402/MPP/Kepfii/1997 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Perwakilan
Perusahaan Perdagangan Asing.

10. Instruksi Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 01/DAGRI/INS/IN8S
tentang Pendaflaran Agen/Distributor Barang-Barang Dan Jasa, Dalam
Pan Luar Negeri.

4.2 Peraturan Perundang-Undangan Yang Harus Dicabut

Negara Indonesia menganut sistem ekonomi yang bebas terkendali yang
tidak teclepas dan fergantung pada sistern perdagangan internasional. Hal ini dapat
dicermati dari dipergunakannya sistem, ketentuan, dan mekanismie yang telah
diinisiasi oleh WTO dengan salab satw bentuk aturan mainnya yaitu 7RI s,
Indonesia telah meratifikasi scgenap peraturan dalam TR/, atas dasar ketentuan
tersebut penapaman modal di Indonesia secara logisyuridis terikat kepada
prinsip-pringip penanaman maodal intemational dari W70 dan TRIMs, prinsip-
prinsip tersebut adalab:

a. Prinsip Non-diskriminasi, prinsip ini mengharuskan sosf counfry untuk
memperlakukan sccara sama seliap penanam modal baik éenaaam modal
asing maupun penanam modal domestik di negara tempat penanaman
madal dilakukan.

b, Prinsip Most Favowred Nations (MFXN), prinsip ini menuntut periakuan
sama dari host couniry terhadap penanam modal dari negara asing vang
sato dengan penanam modal asing deni negam lainnya yang melakukan
aktivitas peranaman modal di negara mana penanaman modal tersebut
dilakukan,

¢, Prinsip Nationgd Treatment, prinsip ini mengharuskan heost couniry untuk
fidek membedakan perlakuan antara penapam modal asing dengan

penanarm modal di negara mana penanaman modal tersebut dilakukan.

Prinsip-prinsip lain yang tidak termuat dalam WTO dan TRIMs namun
telah menjadi sebuah paradigma universal dan harus ikut terakomodir dalam
peraturan penanam modal adalah sebagai berikut:
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a. Prinsip Transparansi (7Transparency Principle), prinsip ini menuntut
adanya keterbukaan dan kejelasan mengenai aturan main penanam modal
dari aspek pre-investment hingga posi-investment.

b. Prinsip Hak Asasi Manusia (Human Right Principle), prinsip ini
mewajibkan seluruh penanam modal untuk selalu memperhatikan aspek
HAM baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Termasuk
penghormatan terhadap hak-hak tenaga kerja dan prioritas penggunaan
tenaga lokal untuk suatu kegiatan penanam modal di suatu negara.

c. Prinsip Keberlangsungan  Lingkungan  Hidup  (Enveronmental
Sustainability Principle), menurut prinsip ini sumber daya alam yang
terbarukan baik di darat, Jaut, maupun udara menjadi perhatian utama dan
tidak dapat dipisahkan dari suatu negara.

Kebijakan-kebijakan penanaman modal tersebut harus relevan dan
mendapat dukungan dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
penanaman modal, seperti ketenagakerjaan, antimonopoli dan persaingan usaha
tidak sehat, lingkungan hidup, HAM, pasar modal, perpajakan, dan agraria agar
kebijakan Pemerintah dalam hal penanaman modal dapat berjalan.

Sebagai konsekuensi logis dari berlakunya UU No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, maka peraturan-peraturan lain {di bawahnya) yang tidak
sejalan dengan asas dan tujuan undang-undang tersebut harus dicabut. Misalnya
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam
Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Peraturan
Pemerintah ini perlu dicabut karena dalam UU No. 25 Tahun 2007 Tentang
Penanaman Modal tidak mengharuskan adanya divestasi saham. Sedangkan
menurut PP No. 40 Tahun 1996 penanaman modal asing diharuskan melakukan

divestasi saham.?'®

Di samping itu, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal juga perlu dicabut. Karena
dalam Pasal 25 ayat 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman
Modal diamanatkan untuk memberikan fasilitas perizinan melalui

20 Quparji, Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Insentif v. Pembatasan, (Jakarta:
Universitas Al-Azhar Indonesia, 2008), him. 295,
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penyelengpgaraan pelayangn terpadu satu pintu yang akan difuangkan dalam suate
bentuk Peraturan Presiden !

Selanjutnya Peraturan Pemenintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerimaban Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota, juga harus dicabut. Hal ini untuk
menyesuaikan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu seperti yang dimaksudkan dalam alinea sebetumnya,2'2

Pada tingkat Peraturan Menteri, meskipun tidak disebutkan secara tegas
datam Undang-Undang Nomor 10 Tabun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Urdangan, pada Kkenyataznnya ada kebijekan-kebijakan vyang
ditetapkan dalam Peraturan Menterl, Peraturan Menteri yang harus dicabut, antara
lain Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tabhun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”?

Selain beberapa perativen perondang-undangan yang discbutkan di atas,
masih banyak peraluran perundangan-undangan lainnya yang harus pula dicabut
sebagai akibat hukum dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal. Pencabutan tersebut perhu dilakukan agar tidak terjadi
pertentangan horizontal sebagai akibat berlakunya dua atau lebiti peraturan
perundang-undangan yang scderajat yang mengatur suatu substansi dengan cara
yang bertolak belakang secara prinsip vyang tidak dimungkinkanr dilakukan
penyesuaian. Selain Ttu pula mencegah pertentangan vertikal dalam sistem
peraturan perundangan-undangan negara dimana peraturan yang lebih rendah
tidak sejalan atau bahkan tidak sesual sama sckali dengan prinsip atau asas yang
ditentukan oleh peraturan di atasnya.

4.3 Peraturan Perundung-Undangan Yang Harus Menyesuaikan

Bentuk lain dari akibat hokom berlakonya Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah adanya suatu bentuk penyesuaian

2 thid
B2 thid
) thid,
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dari peraturan perundang-undangan yang sederajat atau di bawahnya. Peraturan
perundang-undangan vang dimaksud adalah peraturan-peraturan yang telah ada
atau yang akan disahkan yang secars teknis bersinggungan dengan ketentuan-
ketentuan vang telah diatur dalam UUPM. Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanarman Modal menyebutkan bahwa semua
ketentuan peraturan perundang-undangan vang merupakan peraturan pelaksanaan
dari Undang-Undang Nemor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing,
sehagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomeor 11 Tahun 1970 tentang
Perubshan Dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing, dan Undang-Undang Nomeor 6 Tzhun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri scbagaimena telah diubah dengan Undang-
Undang WNomor 12 Tahun 1970 tentang Perubshen Dan Tambaban Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Pepnanaman Modal Dalam Neger,
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan
peraturan pelaksana vang baru,

Berdasarkan kefentuan ini, perlu sepgers dilakukan inventarisasi dan
kompilasi peraturan-peraturan yang masih berlaku. Selain itu, perlu segera
dilakukan evaluasi peraturan tersebut, apakah masih sesuai atau tidak. Berkaitan
dengan undang-undang, perlu dilakukan penyesusian beberapa undang-urdang
vang terkadf, Miselnya Undang-Undang MNomor 11 Tahun 1967 tentang
Pertambangan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu-Lintas Devisa, Undang-
Undang Nomor 5 Tabun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan
Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan **

Materi yang sangat penting dan mendesak uniuk segera dilakukan
perubahan atan penyesuaian adalah mengenai masalah pertanahan. Mengingat
ketentuan masalah tanah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka pengaturan
tentang tanah digtur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Apraria, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996

M fhid., him, 296.
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tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal

Atau Hunian Oleh Orang Asing Di Indonesia.*"?

Peraturan perundangan-undangan tentang pertanahan belum secara
komprehensif mengatur tentang hak atas tanah beserta bangunan, terutama untuk
orang asing. Akibatnya, terjadi penyelundupan hukum cleh Warga Negara Asing
untuk menguasai hak milik properti melalui berbagai cara. Misalnya, melaiui
pembuatan paket perjanjian antara Warga Negara Asing sebagai penerima kuasa
dan Warga Negara Indonesia sebagai pemberi kuasa yang memberikan
kewenangan kepada Warga Negara Asing untuk menguasai hak atas tanah serta
melakukan segala perbuatan hukum atas tanah tersebut. Peraturan perundang-
undangan tentang masalah kepemilikan properti harus dibuat lebih komprehensif,
berorientasi ke masa depan, menyerap hal-hal positif dati pengalaman negara lain,
dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum nasional yang berlaku di
Indonesia.*'®

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 memiliki beberapa
kelemahan. PP ini hanya mengatur mengenai WNA, belum mencakup badan
hukum asing. Selain itu hanya mengatur tentang rumah tempat tinggal atau

hunian, belum mencakup produk properti non-hunian 2"

Pembaruan hak atas tanah harus tetap memberikan aspek keadilan kepada
Warga Negara Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan memberlakukan
beberapa persyaratan bagi Warga Negara Asing ataupun Badan Hukum Asing
untuk bisa memiliki properti di Indonesia. Persyaratan itu berupa klasifikasi
bangunan yang boleh dibeli dan pembatasan dalam bentuk lain. Pembatasan kuota
hak pakai properti perlu dipertimbangkan, asal tidak mengurangi daya saing
dengan negara lain'® Selain itu, asas nasionalitas yang menjadi landasan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dimana
hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah dan
bangunan di Indonesia, bahkan merupakan hak turun temurun. Maka Warga

23 rbid

216 fbid, hlm. 296-297.
217 ibid, hlm. 297.

18 fbid
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Negara Asing atau badan hukumn asing hanyaz bisa mendapatkan Hak Pakai atas
tanah dan bangunan di Indonesia. Hak pakai ini bisa diberikan di atas tanah
negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah telah mengatur bahwa Pemerintah Kota dan
Kabupaten dapat langsung membuat perjanjian dalam rangka penanaman meodal
baik anfar daerah maupun dengan pihak asing. Hal ini berarti bahwa cepat atan
larbat daerah harus mulai berbenah diri dan mengantisipasi kemungkinan ini agar
dapat langsung mengundang investor asing untuk masuk menanamkan modalnya
di daerah yang bersangkutan. Jika kesadaran akan pentingnya investasi dengan
cara menciptakan iklim investasi yang kondusif tidak dimulai dacd sekarang di
dalarn tata pengelolaan pemerintahan di daerah, maka arus investasi yang kite
harapkan tidak akan mungkin masuk ke daerah. Upaya untuk memperbaiki iklim
investasi di Indonesia agar lebih kondusif bagi masuknya penanaman modal asing
dan kondisi yang diinginkan investor asing tersebut adalah:”"°

a, Kebebasan dalam kepemilikan saham, termasuk dihapuskannya
divestasi.

b. Kebebasan menetapkan sendiri nilat investasi,
¢, Perlakuan sama dalam hukum dan kedudukan.
d. Konsistensi dalam pelaksanaan peraturan-peraturan.
¢. Adanya jaminan berinvesiasi dan berusaha.
f.  Diterima kehadirannya sebagai mitra pembangunan.
g. Birokrasi vang transparan dan lancar.
h. Kepastian hukum dan penegakkan hukum.
DM samping itu terdapat beberapa faktor pokok yang perlu dipelihara, yaitu:>°
1. Stabilitas nasional yang mantap dan dinarmis.

2. Kebijaksaneaan ekonomi makro yang tepat.

“? Nindyo Pramono, Op. Cit.
= Iid.
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3. Keadaan verekonomian vang schat yang terlihat dari terkendalinys
tingkat inflasi, nilal tukar mata uang, pertumbuban ekonomi, dan

tersedianys faktor-faktor produksi yang cukup.

4. Tersedianya prasarana fisik, teknologi, institusional dan sosial yang
baik.

Berkaitan dengan pelaksanaan investasi di Daerah dan pembentukan
pelayanan terpadu satu pintu, perlu segera dilakakan pembaruan Peraturan
Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kal:al.lpz»:u;c.an/'[ﬁiv:;'ta.221

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas
Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Terientu
dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu. Selanjutnya perhu dilakukan penyempurraan
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 jo. Nomor 111 Tahun 2007 tentang
Daftar Bidang Useha yang Tertutup dan Bidang-Bidang Usaha yang Terbuka
dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal #2

2V Suparji, Op. Cit, him. 298,
2 Ihid,
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BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1.

Pada prinsipnya Agresment on TRIMS mengatur larangan performonce
requirement yang tidak konsisten dengan Article Il (national trectment)
dan drticle X {(guantitaiive resiviction) GATT 1994 dalam peraturan
penanaman modal. dgreement on TRIMs tidak mengatur dengan tegas
bentuk performance requirement yang tidak konsisten dengan Arricle 1T
dan Article X GATT. Agreement on TRIM:s tidak melarang semua bentuk
performance requirement yang dipersyaratakan dalam penanaman modal,
tetapi hanya bentuk-bentuk persayaratan tertenfu saja  yang dapat
menghambat perdagangan barang imtemastonal. Performance requirement
lain seperti persyaratan tenaga kerja, bidang usaha komposisi pemilikan
saham asing, alth teknologi, insentif investasi, divestasi, dan nasionalisssi
belem tersentub oleh agrzement terscbut. Prinsip Nationa! Treatment
merupakan prinsip yang tidak dapat dihindarkan seirmg  dengen
perkembangan ekonomi global yang nyaris tanpa batas. Menghindar dari
prinsip iri berarti membawa Indonesia jauh dari pergaulan mternasional
dan berakibat pada semekin sulilnya mengembalikan kepercayaan

mvestor.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah
memiliki kesssuaian denpan TRIMs terkait dengan adanya penerapan
prinsip Naticnal Treatmert. Akan ietapt terdapal pengaturan yang secara
khusus melakukan diskriminasi sebagaimang disebutkan dalam Pasal 12
ayat (23b ataupun Pasal 18 ayat (3}, Kedua Pasal terschbut akan menjadi
perhatian mengingat keduanyva menciptakan perlakuan yang berbeda. Pasal
18 ayat (3} UUPM, dalam hal ini dapat dikecualikan mengingat syarat
diskriminasi tersebut dilakukan tidek secara spesifik dan hanya merupakan
suata pilihan bukan suatu keharusan vang memaksa untuk dilakukan.
Akan tetapl dimungkinkan hal tersebut mejadi suatu permasalahan dalam
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hal pepemapannya mengakibatkan Import  substitution  subsidies
sehagaimana diatur di dalam ASCA, Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal tidak menganut aliran liberal, karena
undang-undang ini tetap berpegang kepada Pasal 33 UUL 1945, dimana
hak menguasai Negara mencakup pengertian bahwa Negara merumuskan
kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelenduad), melakukan
pengurusan (bestunrsdaad), melakukan pengelolaan (Behersdaad), dan
melakukan pengawsasan foezichthoundensdaad) untuk tuuan sebesar-
besarnya kemakmuran rakyal. Segala bentuk perlakuan yang sama antara
investor lokal dan asing dilakukan dengan tetap menputamakan
kepentingan dan keamapan pasional sesuai dengan prinsip kedaulatan

TiCgara.

3. Lahimya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan
pengaruh atau akibat hukum baik secara langsung maupun tidak langsung
tethadap peraturan perundang-undangan lain bidang investasi, Hal ind
mengakibatkan terciptanya svalu iklim kegiatan investasi yang baru dan
berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat internasional dalam
bidang investasi secars Uans-nasional. Konsekuensi logisnya banyak
peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan bidang investasi
harus disesuaikan atau bahkan dicabut agar tidak terjadi pertentangan
sebagai akibat berlakunya dua atau lebih peraturan perundang-undangan
vang sederajat ataupun yang lebih tinggi yang mengatur suatu substarsi
dengan cara yang bertolak belakang secara prinsip ataun asas yang diatur
dalam UUPM sepanjang tetap mengedepankan kepentingan nasional yang
berdaulat berdasarkan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional MNegara
Republik Indonesia.

5.2 Naran

Adapun saran panulis berdasarkan dari kesimpulan vang didapat adalah
sebagai berikut:
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Prinsip Narional Treatment terhadap para penanam modal, hendakoya
dilakukan secars proporsional, terhindar dari meksud yang dapat
merugikan sektor usaha rakyat. Untuk mendukung mekanisme investasi
yang mudah dalam mendapatkan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi
mengenal penanaman modal, hendaknya perizinan terpadu dalam satu
pintu dapat segera diimplementasikan dengan baik secara proporsional
dengan dukungan dari instansi yang terkait untuk sinkronisasi terhadap
mekanisme yang ada. Oleh karena itn para pembuat undang-undang,
dalamn hal ini jajaran eksekutif dan legislatif, harus benar-benar memaharmi
dengan baik sistern hekum investasi yang akan disusun melahu
multilaieral framework on invesimeny. Dengan kata lain, harus bepar-beoar
jelas dan mengerti menpenal hal-hal yang harus ditolaik/dikesampingkan
dan hal-hal vang harus diperjuangkan untuk dimasukkan dalam legal fexs
sebagai hasil negosiasi multilateral,

Dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan
Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional pedu diciptakan iklim
penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum,
keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi
nasipnal, Yang terpenting untuk saat ini, hal yang rasanya cukup signifikan
untuk disatubahasakan oleh berbagai pihak yakni kehadiran investor asing
sangat dibutuhkan dalam mengelola potensi ekonomi yang ada. Menolak
kerangka investasi multilateral secara total adalah tidak realistis,
Bagaimanapur, sampai pada tahap terentu, Indonesia dapat lebih mudah
memperjuangkan kepentiogannys delam keranpka muitilateral daripada
bilateral. Untuk itu Indonesia perlu mempertimbangkan sikap kedua, vakni
memanfaatkan perundingan uniuk menciptakan instrumen hokum yang
melindungi  kepentingan  nasional dalam  upayanya menarik dan
memanfaatkan modal asing. Berdasarkan hal tersebut, kita semestinya
berupaya memanfaatkan negosiasi untuk memasukkan klausula-klausula
yang dapatl lebih berpihak pada kepentingan nasional. Namun demikian,
alternatif ini hanya mungkin dicapai jika kita benar-benar memahami
dengan baik sistemn hukum investasi yang akan disusun melalu
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mudtilateral framework on investment. Dengan kata lain, harus benar-benar
jelas masalah-masalah yang harus ditolak atau dikesampingkan dan hal-hal
yang harus diperjuangkan untuk dimasukkan dalam fegal rext sebagai hasil
negosiasi, Hal-hal tersebut membawa konsekuensi hukum bahwa segala
aktifitas yang dilakukan oleh investor harus mengacu kepada norma-norma
hulaum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia,

. Penataan hukum investast belumliah selesai hanya dengan lahirnya UU No.
25 Tahun 2007. Dalam tataran normatif (faw making process) masih
diperlukan peraturan pelaksana lainnya, seperti Peraturan Pemerintah dan
peraturan lainoys yaog sekaligus mencabut peratwan-peraturan yang
bertentangan dan bersifat kontradiktif dengan tmjuan pembentuken UU No.
25 Tahun 2007. Pengatwran mengenai penguatan kelembagaan yang
mendukung pelaksanaan hukum investasi juga harus mendapat perhatian
utama, yaitu segala kebijakan dan penguatan institusi baik di Pusat
maupun Dacrah yang sinergis dalam pemberian periziman di bidang
investasi. Seperti institusi pelayanan satu pintu yang teleh dismanatkan
dalam UU Ne. 25 Tahun 2007, Dalam Konteks ini, diperlukas reformasi di
sepala aspek (Hidak hanya hukum) dan meningkatkan peran masyarakat
sipil dalam pengawasan pembangunan adalah kunci perubahan paradigma
pembangunan, Sehingga segala bentuk in-efisiensi yang menjadi akar dari
krisis ckonomi dapat menjadi minimal, dan upaya reformasi struktural ini
akan meningkatkan kredibilitas Pemerintah di kalangan rpasyarakat
internasional secara umum. Schingga investast asing akan meningkat yang
pada akhimya mengacu pada pertumbuhap ckonomi yang signifikan untuk
mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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Lampiran 1. Agreement on Trade-Related Investment Measures.

AGREEMENT ON TRADE-RELATED INVESTMENT MEASURES

Members,

Considering \bat Minisiers agreed in the Punta del Este Declaration that “Following an
examination of the operation of GATT Articles retated to the trade restrictive and distorting effecis of
investment measures, negotistions should elaboraie, as appropriale, further provisions that may be
necessary to avoid such adverse effects on trade”;

Desiring W promote the sxpansion and progressive liberzlisation of world trede and w©
facilitate investment across international frontiers 8¢ as to increase the economic growth of all frading
partners, paticuiarly developing seuntry Members, while ensucing free competition;

Toking into account the particuier trede, development and financial noeds of doveloping
country Members, partivularly those of the least-developed country Members;

Becognizing that certain Investment measures can eause trade-restrictive and distorting
eifucts;
Hereby agree as follows:
Kriicle |
Loverage
This Agreement applies to investment measures related 10 trade In gods only (refered fo in
s Agreemset s FTRIMGS").
Article 2
Rationnt Treotment and Quanifiaiive Resirictions

1. Without projudice to other rights and obligations under GATT 1994, no Member shall agply any
TRIM e Is incongistent with the provisions of Anticle HI or Article XTI of GATT 1994,

2. An filusteative Jist of TRIMs thay are inconsistent with the obligation of national trestment
provided for in paragraph 4 of Article [0 of GATT 1994 and the obligation of general elimination
of quantiative restrictions previded for in parapraph i of Article XI of GATT 1594 is conlained in
the Annex to this Apreement.

Article 3
Exceptions

All exceptions under GATT 1994 shall apply, as appropriate, to the provisions of this
Agreemerd,

Article 4
Developing Country Members

A developing country Member shall be fiee to deviate termporarly from the provisions of
Article 2 1o the extent and in such a manner as Articls XVHI of GATT 1994, the Understanding on the
Balance-of-Payments Provisions of GATT 1994, and the Deelaration on Trade Measures Taken for
Balance-of Payments Purposes adopted on 28 November 1979 (BISD 255/205-209) permit the
Member to deviate from the provisions of Anticles I and X of GATT 1594,

Ariiele 5
Novifieation and Transitional Arrangements
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Members, within 90 days of the date of entry inte force of the WTO Agreement, shall netify the
Council for Trade in Goods of all TRIMs they are applying that are act in canformity with the
provisions of this Agreement. Such TRIMs of general or specific application shall be noiified,
along with their principal features.

Each Member shall eliminate all TRBEJs which are notified under paragraph 1 within two years of
the date of entry into force of the WTO Apreement in the case of a developed country Member,
within five years in the case of a develeping country Member, and within seven years in the casc
of & least-developed country Member.

O request, the Councit for Trade in Goods may extend the transition period for the elimination of
TRIMSs notified under paragraph 1 for 5 developing country Member, inchuding s leastdeveloped
country Member, which demonstrates particelar difficsdties in implementing the provisions of this
Agreement. In considening such a request, the Council for Trade in Goods shall take into account
the individual development, firancial and trade needs of the Member in question.

During the transition periad, a Member shuil not modify the terms of any TRIM which i notifies
under paragraph 1 from those prevailing at the date of entry into force of the WTG Agreement so
as 1o increase the degree of consistensy with the provisions of Anicle 2. TRIMs introduced fess
than 180 days before the date of entry into foroe of the W10 Agreement shail not benefit fom the
fransitional aangements provided in paragraph 2,

Rotwithstanding the provisions of Article 2, & Member, in order not {o disadvantage established
spterprises which are subject {o a TRIM nolified under paragraph i, may apply dwring the
fransition period the same TRIM to 3 new investment (7} where the produets of such investment
are like produsts 1o those of the esisblished emlerprises, and {if } where necessary fo aveid
distorting the conditions of cempetition between the new investment snd the esisblished
enlerprises. Any TRIM so applied 1o a new investment shall be notiBied to the Council HrTmde in
Gosds. The terrns of such a TRIM shall be equivalent i their compelitive effect o those
applicabie to the sstablished enterprises, and ¥ shall be terminated af the same time.

Articie &
ZTrousparency

Membees reaffirm, with respect fo TRIMs, thelr conurdiment to obligations on transparency and
notification in Artdcle X of GATT 1994, in the undertaking on "Notification” contained in the
Understanding Regarding Motification, Congultation, Dispute Settiement and Surveiilance adapted
on 28 Movember 1975 aad in the Ministerial Decision on Notification Procedures sdopled on 135
April 1994,

Fach Member shell notify the Recrefaniat of the publications in which TRIMs may be found,
luding those applicd by regional and loca! governments and authorities within their temifories.

Each Member shall accord sympathetic considerstion io requests for information, and afford
adequate opportmity for consultation, on gny melter arising fom this Apreement raised by
ancther Member, In conformity with Asticle X of GATT 1994 no Member is required to disclose
information the disclosire of which would impede law enforcement or otherwise be contrary to
the public interest or would prejudice the legifirmate commercial interesis of panticular enterprises,
publs or private,

Article 7
Compiitice on Trade-Reloted Investment Measures

A Commiftes on Trade-Related Iovestiment Measuzes {referred fo in this Agreement as the
"Committes™} is hereby established, and shall be open to al]l Members. The Commiitee shall elect
#ts own Chalrman and Viee-Chairman, and shall meet not less then once a year and otherwise at
the request of any Member,
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2. The Committee shail carry sut responsibilities assigned to it by the Councll fr Trade in Joods
and shall afford Members the opportunity to consull on any matiers relating o the operation and
implermentation of this Agreement,

3. The Commpittee shall moniter tie sperstion and implementation of this Agreement and shwdl report
thereon annually to the Councd! for Trade in Goods,

driivle &
Consultotion and Dispute Seitfement

The provisions of Articles XX and XXHI of GATT 1994, as elaborsted and applied by the
Dispute Settlernent Understanding, shail apply to consultations and the settiement of disputes under
ihis Agresment.

Article 9
Review by the Council for Trade in Goods

Not later than five years efter the date of entry into force of the WTO Agreement, the Coweel
for Trade in Goods shall review the opesstion of this Agreement and, as appropriste, proposs to the
Ministerial Conference amendments to iks text, I the oowrse of this review, the Councll for Trade in
CGioods shall consider whether the Agreement should be complemented with provisions on investrent

polioy and competition policy.

ANNEX
Hiustrative List

1. TRIMs that are inconsistent with the obligation of nationsl treatment provided for in paragraph 4
of Article TH of GATT 1994 include those which are mandatory or enforceabls under domestic
ave or ander administrative rulings, or compliance with which is necessary to oblain an advantage,
and which require:

(%) the purchase or use by an enterprise of products of domestic origin or from any domestic
source, whether specified in terms of particolar products, in terms of volume or value of
products, or in terms of 3 proportion of vohume or value of its focal production; or

(b} that an enterprise’s purchases or use of bnported products be limited to an amouwnd related o
the vohune ar value of local produsts that it exporis.

2. TRIMs that ave inconsisient with the obligation of peneral elimination of quantitative restrictions
providsd for in paragraph 1 of Article X1 of GATYT 1994 inciude those which are wandalory of
enfurcegble under domestic law or under administrative nulings, or compliance with which i
neopssary to oblain an advantags, and which restrich:

{8} the imporistion by an enterprise of producis used in or related 0 s local production,
generally or to an amount related 1o the volume or valus of local production that it exports;

{hy the imporation by zn enterprise of producis used in or related lo Hs local production hy
restricting its access o foreign exchiange 10 an amount related to the foreign exchange inflows
attributable to the enterprise; or

{c} the exportation or sale for export by an enterpriss of products, whether specified in terms of
particular products, in terms of volume or value of products, or in terms of 4 proportion of
volurme or value of its local production,
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Lampiran 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Menimbang

Menygingat

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOGMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan malanur berdessrkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonegia Talun
1945 perlu  dilaksanakan percbangunan ekonomi wasional vang
berkelanjutan dengan berlandaskan demekrasi ckonomi untuk mencapai
fujuan bemegara;

bahwa sesual dengan emanat vang tercantum dalam Kefetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyet Republik Indenesia Nomor XVI/MPR/1998
tentang Politik Ekonomi dalam magka Demeicasi Ekonowesi, kebijaken
penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerskyaten yang
melibatkan pengembangsn bagl usahs mikso, kecil, menengsh, dan
koperasi;

babwa untuk mompercepal pembangunan ekenomi nasional dan
mewnjudkan kedanlstan poliik dan ekonomi Indopesia diperiukan
peninpkaian penandman modal ustok mengolah potensi skonomi meniad
kokuatan ckoaomi il demgan menggunekan modal yang berssal, baik
dari dalem negert roaupun dari tuer negeri;

bahws  dalsm menghadapl  perubshan  perckonomiian global dan
kotkutsentasn Indonesiz dalam berbapai keja sama internasionsl perde
diciptaken Hdim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan
kepastian haltum, keadilan, dan chisien dengen tetsp memperhatiken
kepentingan ¢konomi rasional;

bahwa Undang-Undang Nomeor 1 Tshun 1967 tenlang Peosnaman
Madal Azing schapaimana iclah divbah dengan Undung-Undeng Nomor
11 Tehwn 1970 tentang Perubshan dan Tambeshen Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1967 tesiang Penenaman Maodsl Asing das Undang-
Lindang MNomor & Tahun 1968 sentang Penanaman Modal Dalam Negerd
sebagmimana telsh divbsh dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1970 tertong Perubahan dan Tambehan 1ndang-Undang Nomor 6 Tahun
1968 tentanp Pensnaman Modal Dalsm Negeri perfu diganti karena tidak
sesuni lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian
dan pembangunan hukum nesional, khususnya di bidang penanaman
modal;

babawa berdasatkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurof a,
hunaf b, leuf ¢, buruf d, dan huruf € perlu membentuk Undang-Unhdang
tentang Pensnaman Modal.

Pasal 4 ayat (13, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5),
Pasal 20, serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tehun 1945;
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Dengan Persetuiuen Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSEAN ;

Menetopkar i UNDANGAUNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN DUMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan;

L.

6.

Hi,

11.

Penanaman modal adalah segala bentuk kegistan menanam modal, baik oleh pepanam modal
dalam negeri mapun penanam modal asing untuk melaloakan usaha di wilayah negary Republik
Indonesia.

Penanaman modal delam negeti adalah kegiatan menanam modal wte melakukan usaha di
wilayah negara Republik Indonesia yang dilaiokan oleh penanam modal dafam negeri dengan
menggunakan medal dalam negert.

Penanaman modal asing adelsh kegiatan mesanam modsd untuk melakokan sssba & wilsyeh
negara Republik Indonesia yang dilakukien cleh penanam modal asing, baik yang menggunakan
modal asing sepenuhinys maupun yang berpatungan dengen penanam modal dalam negerd.

Penanam modal adalah perseoranges atan badan usehe vang melakukan pensnaman modal yang
dupat beruse pensnam model dalam negeri dan penanern modal asing.

Penanam modal dalam vegert adalph perssoramgan warga negars Indonesia, badss wsshe
Indonesia, negars Republik Indonesta, sieg daeesh yang melakuken penamamen modal di wilsysh
negars Republik Indonesia,

Peparam modal asing adalsh perseorangan warga negars asing, badan usaha asing, denfalay
pemerintsh ssing yang meiskukan penanwmman modal di wilayah negara Republik Indonesia,

Maodsl adalsh aset dalam bentuk vang atex bentuk lzin yang biudan vang yeng dimilikd oleh
penanam modsl vang mempunyal nilal ekonomis.

Modal asing sdaleh modal yang dimilikd oleh negara asing, perseorangan warga negars asing,
badan usahia asiog, badan bukum asing, danfaiae badan hukum Indonesis yang sebagian atau
seluruh modainya dimiliki oleb pibak asing,

Modal dalam negeri adaieh modul yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perscorangan
wargia negara Indonesia, wtay badan wsaha yvang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan
brdeun.

Pelayanan terpadu satu pintu adelah kegiatan penyelenggaraan swatu perizinan dan nonperizinan
yang mendapat pendelegasion ataw pelimpahan wewenang dari tembaga atau ingtensi yang
memiliki kewenangan perizinan den nonperizinan yang proses penpelolaannys dimulal dart tahap
permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam sam tempat.

Otonomi daerah adalah hsk, wewerang, dan kewajiban daerab otorom untuk mengstur den
mengurus sendid wrusan pemerinizhan dan kepentingan masyarakat setermpal sesval dengan
ketentuen peraturan perandang-undangan,
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12, Pemerintah pusat, selanjuinys disebut Pemerintgh, adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan perneriahan negara Republik Indonesia sebagaimanz dimaksed dalam
Undang-Undang Duasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

13. Pemerintah daerah adalah gubemur, bupati stan walikota, dan perangkst daersh sebagal wnsur
penyelenggara pemerintaban dagrah,

Pruai 2

Ketentuan dalam Undang-Undang 1 berlaku begi penanaman modal di semus sekior di wilaysh
negars Repebiik Indonesia,

BABR I
ABAS DAN TUTUANR
Pasal 3
{1} Penanamen modal dicalengparakan berdasarkan asas:
& kepastian hukum;
b. keterbukaan;
¢. skuntebilites;
d. perlaknan yang sama dan Hdak membedakan asal negara;
e. kebersmmasm
£ efisiensi betkeadilan;
g. berkelmnjuian;
h. berwawasan linglungan;
i. kemandirian; dan
). keseimbangan kemajuan dan kesatman ekonomi nasional.

{2) Tujoan penyelengearazn pensnaman modal, rtara iain antak:

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasionsl:

rienciptakan lpangan keda;

meningkatkan pembangunas ckonomi berkelanjutan;

meningkatkan kemarmpaan dava seing dunia usaha assional;

meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;

merdorong pengembangan ekanom kerakyatan;

mengolsh skonomi potensial meniadi kekueran skonomi ril dengan menggunakan dans yaog
berasal, batk dari dalem segen saupun dart luar negeri; dan

meningkatkan kesoiohieraan masvamkat.

BAB I
KEBLIIAKAN DASAR PENANAMAN MODAL
Pazal 4

{1} Pemerintah menctapkan kebilakan dasar penanaman modal untuk:
&. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagt penanaman modal untuk
prengntatin daya saing perekonomian nagional; dan
b, mempercepat peningkatan peranaman modal,

{2) Dalem menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penacam modal asing
dengan tetap memperhatikan kepentingan nasionad;
b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusahs, dan keamanan berussha bagi penanam
modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhimya kegiatan penanmman
modal sesuai dengan ketentuan perataean perundang-undangan; den

Bommepnoop
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c. membuka kessmputan begi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha
mikro, keoil, menengsh, dan koperasi.

{3} Kebijaken dazar sehsgaimena dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk
Rencana Umum Penanaman Modal,

BAB IV
BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN
Pasal &

(1) Penanaman model delam negeri dapat dilekulan dalam bentuk badan usahe yang berbentok badan
hukum, fidak berbadan hukums sian ussha perseorangan, sespal dengon Kefentuan persturan
perundang-unddngsn.

{Z) Penanaman modal asing waiib dalans bentuk persercan ferbatas berdasarkan hulcam Indonesia dan
berkedudukan & dalam wilayah nogare Republik Indonesia, kecuali ditentulian fan oleh undang.
undang.

{3) Penanam modal dulam neger: dme asing yeng melakukan penanaman modal dalam beniuk
perseoran terbatas dilakekun dengan:

3. mengambil bagian ssham pada saat pendirian perseroan terbatas;
b. membeli ssham: dan
c. melakuken cans fain seeusi dengan ketentugn peraturan perundang-undangen.

BAB ¥
PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL
Pasal 6

{1} Pemerintah memberikan perlokuan vang sama kepade sermua penanim madal yang berasal da
negara mana pun yang melakuken kegiatan penanaman medal di Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraburan perundang-undangan,

(2) Periakuan sebagaimana dimaksud pade ayat (3} tidak berlake bapi pensnam modal dari svaty
negara yang memperaich hak istimewa herdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

Pasal 7

€1} Pemerintah tidak akao melskukan tindakan nasionnlisasi slau pengambilslihen hak kepomilikan
penanam moedal, kecust dengan undang-undang,

{2) Daiam hel Pomerinish melakukan sindaken nugionalisass ataw penpambilaithan hak kepemilikan
sebagaimana dimakeud pada ayat {1}, Pemerdntah akan memberikan korapensasi yang hunlahnys
dietapkan berdasarkan hargs pasar,

{3} Hka di antars kedoa belah pihak tidek tercepal kescpakatan tentanp kompensasi atan pantd rugi
sehapaimana dimeksud pade ayat {2}, peayelessiannys dilekukan melalul ssbitrase.

Pasal 8

{1} Penanam model dapst mengaiihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh
penanam modal sesui dengan ketentuan peraboran perundang-undangan,

{2) Aset yvang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1} merupakan aset yang
ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara,

(3) Penanam madal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriast dalam valis asing, antasa
lain techadap:
a. modal;

b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan fain;
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o. dana yang diperhukan untug:

i. perabelian bahan bake dan penolong, barang setengah jadi, atau barang iadi; aiau

3. pengpastian barang modal dalem rangka melindungi kelengsungan Bidup pensnaman
moadal;

tambafian dang yang diperlokan bagl pembiayaan penanaman modal;

dana aptuk perabayaran kembali pinjamon;

roait] stan blaye veng harus dibayar;

pendspatan dan perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman

modal;

husif penjualan ey Bkuidasi penanaman modal;

kompensasi sias keruplang

kompensast atas pengambilaiibag;

pembayaran yeng dilekukan dalam rangka bantuan telmis, bisya yang harus dibayar uniuk

jase teknik dan mmnsjomen, pembayazran yanp dilakukan dv bawah kontrak proyek, dan

permbayaran hak sing kekayasn intelektual; dan

1. hasit penjuslan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Hek nnfuk melskukan transfer dan repatriosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakuken
sesvei dengan ketentuan peraturan perindang-undangan,

pherg e o

Kelentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi:

a. kewepanpen Pemerinteh untok memberlakulan ketentuan perstumn perundang-undangsn
yang mewajibkan pelaporan pelaksanasn transfer dana;

b. hak Pemedotel untylk mendapatkan pajak dan/atau: royalii danfatau pendapatars Percerintah
lainnya dart penanaman modal sesuri dengan kefenhuan peraturan perundang-undangan;

¢ pelaksapaan hukum yang melindungl hak keeditor; dan

d. pelaksanean hukum mtuk menghindan kerngian negara.

Pasal 9

Dalern hal adanys tangpung iawab hukum yang behun diselesaikan oleh penanam modal

a. penyidik aimu Menteri Kevangan dapat meminta bask atau lembage ain uniuk menunda hak
melakukan ransfer danfatay repalissy; dan

b. penpadilan berwsnang menelapken peoundass hak unfuk melshukan trensfer dan/atau
repatringt berdasarkan gugstan,

Bank atau lembags Isin melsksannken pesetapan penundann berdasarkan penctapan pengadilan
sehagaimana dimsboud pada ayat {1) huref b Mnges selesainya sefurch fengeung fawab penanam
modal,
BARBR V1
KETENAGAKERJAAN
Pasal 10

Penmahzan penanmnan modal dalam memenubi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan
tenape kerja wargs negars Indonesia

Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negar asing unituk jabatan
dan keahdian tertentu sesuni dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusshaan penanaman modal waiib meningkatkan kompefensi tenaga kera warga negara
Indonesia melalui pelatiban kerja sesval dengan ketentuan peraturan perandang-undangan.

Perusakaan  penanaman  modal  yang  mempekerjakan  tenaga kere asing  diwsdibkan
menyelenggarakan pelatihan dan melaioukan alth teknolegi kepada tenuga kerja wargs nopars
Indonssia sesuak dengan keteatuan peraturan perundang-undangan.
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Puuat 11

Penvelesaian perselisthan hubungen indostrial waiib diupayekan untuk diselesaikan secars
musyawarah antars porusahaan persanman modal dan tenaga kerja,

jika penyelesaian sebegaimans dimaksud pada ayat (1) tidek mencapal besil, penyelesaiannya
dilakukan melalui upays mekanisme tripastit,
Jika penyelesaian schageimana dimeksud pada ayai (2) Hdak mencapal hasil, perusahaan
penanaman modal dan tenage kerja menyelesaikan persefisthan  hubungan industrial melalui
pengadilan hubungan industial,

BAB Y1

BIDANG USAHA
Pusnl 12

Semua bidang usahe atsu jenis usaha terbuka bagl kegialan penanaman modal, kecusit bidang
usaha atau jenis usaha yang dinyastakan tertuiup dan tecbuka dengan persyamian,

Bidang uschs yang terturap bagi penanam modsl asing edalabe

8. produksi seniafa, mesiy, alat peledeX, dan persistan pereng; dan

b. bidang usaha yang secars eisplisit dinysiaken tertatup berdasarkan undang undang.
Pemerinish berdasarkan Persturan Presiden mencispkan bideng usahe yesg iertutup umtuk
penanaman modal, baik asing maupun dalam oegeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan,
moral, kebudayman, fingkungan hidup, pertahanen dan keamenan pasional, seris kepentingan
nasional lainnys.

Kriteria dan persyaratan bidang ueaha yang tertifup dan yang terbuka dengan persyarutan seria
daflar bidang osshs yang tertutup an yang terbuke dengan persyaralan masing-masing akan
ciatur dengan Peraturan Fresiden,

Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria
kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungen, pengombangan usahs
mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produkei dan distribusl, peningkatsn
kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam neger, seria keta sema dengan badan wseha yang
ditunjuk Pemerintah,

BAB YIX
PENGEMBAMNGAN PENANAMAN MODAL
BAGI USAHA MIKRO, KECH, MENENGAH, DAN KOPERASE
Pasal 13

Pemerintzh wajib menetapkas bideog vsaha yang dieadangkan untuk wssha mikes, kecil,
menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka antk asahe besar dengan syarat harus
bekerje sama dengan usahe mikes, heoll, menengah, dan koperasi,

Pemeriniah melakukan pembinsan dan penpembangen ussha mikro, kecil, menengsh, dan
koperasi melalui program kemitrann, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan
perluasen pasiz, serfa penyebaran infbrmasi yang seluas-luasnya.

BAR IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAY,
Pasal 14

Sefiap penanam model berhak merdapat:
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kepastian hak, hukum, dan parlindungan;

informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;

hak pelavanan; dan

berbagai bentuk fasilitas kemadahan sexust dengan ketentuan persturan perondang-undangan,

Pasal 13

Qo o

Setiap penanam mods! berkowsjiban:
a. menerapkan pringip tats kelola perusahaan yang baik;
b. melaksaneksn tanggung jawab sosial perusahaan;
¢. membuat faporan tentang kegiatan pepanarman modal dan menyampaikannys kepads Badan
Koordinasi Penanaman Modal;
d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman weodal; den
e. memambi semus kelonfuan peraturan perandangundangan.

Pazal 16

Seiinp penanam mode! beriangpung jawab:

& menjarnin {ersedisnye modal yang berasal duri sumber vang tdsk bertentangan dengan ketentuan
perahuran penasdang-undangan;

b. menenggimg dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugien jika penanam modal menghentikan
atau meninggalkan atau menelantarkan kegintan usahanya sccara sepihak sesuai dengan ketentuan
peraturan penundang-undangar,

¢. menciptakan ikliro nsaha persaingan yang sehal, mencegah prakiik mongpoli, dav hal inin yang
merupikan negara;

d. menjapa kelestarian lingkengan hidug;

£ menciptakan keselamaton, keschatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerjn; dan

. mematubi semus ketenfuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 17

Penanati miodal vang mengusshakan somber daya alam yang tidak terbarukan wajib
mengalokasiken dena secara bertahsp untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan
lingkungan hidup, yang pelaksansannys distue sesusi dengan ketenfvan peraturan peraadang-
undangan,

BAB X
FASILITAS PERANAMAN MODAL
Paxal 18
{1} Peomerintah memberikan fasthites kepads pensnam modal yang melakukan penanaman modal.

{2) Fasilitas penanaman modal sebapaimana dimaksud pada ayat (i) dapat diberikan kepada
pensnatnan wodal yang
a. melakukan peluasan useha; atau
b. melakukan penanaman modal bang.,

{3} Penanarman modal yang meandapat fasilitas sebagsimans dimaksud pada syat (2} adelsh yang
sckurang-kurangnys memenuhi salah satu Keiteria berikut ini:

. menyerap banysk tenaga kerja

termasuk skals prioriias tinggl;

termasuk pembangunen infrastruline

meiakatkan shih teknologi;

meiekukan ndustr} plonin;

berada 4 daegrah terpencil, daersh (ertinggal, daerah perbatasan, stau daerah hin yanp

dianggap perlu;

g2 menjags kelestarian Hoghungan hidup,

™o ap o
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h. melaksanakan kegiztan penelitian, pengembangan, dan inovasi;

i. bermitra dengan usaha mikro, kectl, menengah atau koperasi, atan

j. indusisi yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang dipraduksi di dalam
negeri.

(4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepaca penanaman modal sebagaimana dimaksud pada avat {2)
dan ayat (3) dapat benapa:

a. pajak pengbasilan melalui pengorangan penghasilan neto sampal Gngkat tertemu terdadap
jumlah penaraman modal yang dilekukan delam waktu tenents;

b. pembehazan atau keringernan bes masuk  alss impor barang moddal, mesin, siae pemmlatan
untuk keperivan produksit vang belurn dapat diproduksi di dalam negeri;

¢. pembebasan atay ketioganan bea masuk bahan baku atau bahen penclong uniuk koperiuan
produkst uatek lenghka wakty terfentu don persyaratan tertenty;

4. pembebasen atay penangguban Palak Pertambehan Nilat atas impor barang modal stan megin
atau persfaian wntuk Keperluan produkst yang belum dapat diproduksi &t dalam negeri selams
jangka waktu tertonta

¢. penyusutan aten smortisasi vang dipercepat; dag

£ keringanan Pajak Bumi den Rangunan, khusosnys untuk bidang ussha terfenty, pada wilayab
stan daerelt slae kawases terfenty.

{5} Pembebasen atsy pengurangsn pajek penghesiian badan dalam jumish den wektu tertenty hanya
dapat diberikan kepada ponanaman modal ban: yang meropaken industei plonir, yaitu industri
yang memiliti keterkeian yang luss, memberi nilai tambab den eksiemaliias yang tinged,
memperkenalkan teknolog bare, serts memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional,

{6) Bagi penansman modal yang sedunpg berlangsung yang melakukan penggantian mesin aton
barang modal fainnya, dapet diberikan fasilitas berupa keringanen atau pernbebasan bea masuk,

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenal pemberian fasilitas fiskal sebagaimana ditnaksad pada ayat (4)
sampai dengan ayat (§) diatur dengan Persturan Menteri Keuangan.

Pasal 19

Fasilitas sehagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) das ayat {5 diberikan herdasarkan kebijakan
industri nasional yang dizetapkan oleh Pemerintab,

Pasal 26

Fasilitas sebagaimana dimaksud Jalam Pagal 18 tidak beelsky bagi penanaman modal asing vang tidak
berbentuk perseroan terbatas,

Pasal 21

Selain fasilitas sehagatrmans dimaksud dalam Fasal 18, Pererinteh memberikan kemusdahen pelaysnan

danfatau peridnon kepada perusahaan pensnaman modal nauk mempercieh:
&. hak atas tanah;

b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
¢. fasilitas periginan impor.
Fasal 22

{1} Kemudshan pelayanan dan/atas perizinan bak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf a dapat diberikan dan diperpanjang i muka sekaligus dan dapat diperbans kemball atas
permehonan penanam modal, berupa:

a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jurnlah 95 (sembilan puluh lima) tnhan dengen cara
dapat diberikan dan diperpanjang di rouka sekalipus selama 60 (enam puluh) tabun dan dapat
diperbarut selams 35 (tige palah Hma) tahum,
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b, Hak Cuna Bangunsan dapat diberikan dengan jumiah 80 {(delapan puluh} tzhun dengan cars
dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 {ima pulsh) tahun dan dapat
dipechara selerma 30 (tiga pulub) ahue; dan

¢. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumiah 70 {(tujub pulub) tahun dungen cara dupat diberikan
dan diperpaniung 41 muke sekatigus sclama 45 {empat puluh Hima} tahun dan dapat diperbarui
selams 23 {dog pudud ey tabun,

{2) Hak stss tansh sebagsimany dimsksud pads syat {1} dapat diberikan dan diperpaniang di muka

3

(@)

m

2

3

sekatigus wntuk Kegiatan penanaman modal, dengan persyaraten antara lain:

8. pomparms modad vang dilgodkan dalam jangks panjang dan terkair dengani perubahan
steuktur perekenomian Indonesia vang lebih berdaya saing;

b, penanzman modal dengan tingket risiko penanaman modal yang memerioken pengembalian
modal dalam janpgks panjang sesoal dengan jenis kegiatan penanamen modsl yang dilekukan;

£ penansman modal yang tidek memerlukan area yang uss;

d. penanaman nwodid dengan menggnoaken hak atas tanah negare; dan

¢, penararan modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidek merugikan
kepentingsn wmum.,

Hak atas tanah dapat dipsrbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digonakan dan
diusshakan dengen baik sesuai dengen keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.

Pemberinn dan perpanjangan hak atas lanah yang diberikan sekaligus di muka dan vang dapat
diperbarui schagaimans dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalicin
oleh Pemerintah jika perusahasn penanaman modal menelantarkan fanab, merugikan Kepentingan
urmum, menggunakan alan memanfeatkan tgnah tidek sesual dengan maksud dam iujuan
pemberinn hak atay tanahnya, serta roelanggar ketentuan peraturan perundang-undangsn ¢
bidang pertanahan,

Pasal 23

Kemudahan peleyanan dan/atsy periziman agss fasilitas keimigrasian schagaimans dimeksud

dalzer Pasal 21 huesf b dapat diberikan antuk:

#. penanaman medal vang membutchkan tenaga kerda ssing dalam merealisasikan penanaman
mordak

b. periangmian model vane membutubkan tenaga kerds asing yang bersifit sementara dalam
rangds porhatkan mesin, alal bantu produkst lainnya, dan pelayanan purnsjual; dan

2. calon pormeasn modsl vang skas melakokan penjaiskan penanaman modal

Kemudahan pelayassn das/man porizinan wlas fesilitas keimigrasian yang diberilan kepada
penansman modal sehogaimana dimaksud pade ayal {1} huref 2 dan huruf b dibariken setelaly
penanan modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Pesanaman Modal,

Lintuk nenansm meodal asing dibarilan fasiiitgs, vaite:

& pemberian idn Yngeal terbatas begl penanam modal asing selama 2 {dua} tabun;

b, pemberion olth siatus izin tingeel terbatag bagi penanam modal menjadi izin finggal tetap
dapat dllnkeikan setelah tngpal df Indonesia seloma 2 {dus) tehun berturut-tunst;

e, pemberisn izin masuk kembali urduk beberape kali perjelenan bagl pemegang izin tinggal
terbatas dan dengan mass berfaia 1 (atu)) taben diberikan untuk jangka waktu paling lama 12
{dus belns) hulan terhitung selak 1zin tinpeal terbatas diberikan;

d. pemberian zin masok kembali untik beberapa kali perjalanen begi pemegang izin tingeal
terbatay dun dengan masa berlake 2 (dua) tehun dibertkan antuk jangka waktu paling lama 24
{dua puluh empat) boinn torhitung sejak izin tingeal terbatas diberikan; dan

e. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal
tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 {dva puluh empat) bulan terhitung sejak
izin finggat tetap diberikan,
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Pamberian izin tingeal {erbatas bag! penenam modal asing sechagaimana dimaksud pada nyat {3)
huruf g dan barof b dilakekan oleh Diceltorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendast dar
Badan Koordinasi Penanaman Madal,

Pasnl 24
Kemudahan pelayanan dan/slau perizinan atas fasilitas perizinen impor sebegaimana

dimaksud dalam Pasal 2] huruf e dapat dibevikan antuk impor:

a,
b.

<.,

&)

)

&)

&

&)

{H

@)

3

ity

barang vang sclams tidak bertentangan dengan ketentuan persturan perundang-undengan yang
mengatur perdagangan barang,

barang yang idak membedkan dampak negatif terhadsp keselamaten, keamanan, kesehaten,
jingkungan hidup, dan moral bangsa;

barang dubum rangka relokesi pabrik deri Juar neperd ke Indonesiz; dan

barang modal stau bahan baku untnk keluuuhan produksi sendisl.

RAR XY
PENGESAHAN DAN PERIZINAN PERUSAHAAN
Pasal 28

Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesual dengan ketentuan
Pasal 5 Undang-Undang ini.

Pengesahan pendirian badan uszha nenanamean modal dalam neger vang berbsatuk badan hukum
atau tigak berbadan bukum dilakukan sesuni dengan kotentuan peraturan perndang-undasygan,

Pongesahun pendirian badan usshs pensrmman model asing yeng berbentuk perseroan terbatag
dilakuken sesual dengan kefentuan peraiuran perundangundangan.

Perusahaan ponanaman modal yang skan molskakan kegisian usshs waiib memperoich fzin
sesund dengan ketentuan prraturan pervndan-undangon dari instansi yang memiliki kewenangen,
kecusi ditentukan lain dalam undang-undang.

1zin sebagaimana dimaksud pada ayst {4) diperoleh melelui peleyanan terpadu saty piniv,
Pasal 26

Pelayanan terpadu safu pinte bertujuan membantu penanam modal datam  memperoleh
kemmdshan pelayanan, fasilites fiskal, dan informasi mengenal penanaman smodal,

Pelayanan terpadu satu pintu dilekukan oleh lembags atau inslansi yang berwenang ¢ bidang
penanaman modal yang mendapat pendelegasian atme pelimpaban wewenang dari lerabags mau
instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan & Hngkat pusat ateu lembega
atan instanst yang benwemang mengeluarkan perizinen dan nonperizicas & provingd atau
kabupsten/kots,

Keientuan mengenal tate cars dan pelsksancan pelayanan terpadu satu pintu sehagaiman
dimaksud pada ayat {2} diskur deagsn Pershuan Presiden.

BAB XII
KOORDINASI DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PENANAMAN MODAL
Pasal 27

Pemerintah  mengoordinasi  kebijakan penanaman modal, batk  koordinasi  antwrinstansi
Pemerintah, anlarinstansi Pemeriniah dengan Bank Indonesia, antacdinstansi Pemerintah dengan
pemerintal daeral, maupun antarperserintah dnerats.

Penerapan Prinsip..., Andri Satria Permana, FH Ul, 2009

i ————



{lanjutan}

(2} Koordinasi pelaksanaan kehilskan penanaman modal sebagaimana dimaksed pada asyat (1)

&}

84

L)

&

dilakukan oleh Badan Kooedinasi Permnaman Modal

Badan Koordinast Penanaman Modal schagainans dimaksud pada  ayst (23 dipimpin aleh
seorang kepala dan bertangiung lawab langsung kepads Presiden.

Kepaia Badan Koordinasi Penanmman Modal sebspaimana dimaksud pads ayat {3) dlangkat dan
diberhentikan oleh Presiden,

Pasal 28

Dafam rangks koordinasi pelakssnasn kebijekan dan pelayanan penanaman wodal, Badan

Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a  melaksanakan tugas dan koordingsi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;

b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pefayanan penanaman modal;

¢. menetapkan notma, standar, dan prosedur peleksansan kegiaten dan pelayanan penanaman
modal;

d. mengembangkan peluang dan potensi pengnarnan modal di dasrah dengan momberdayakan

badan usaha;

membuat peta penansman meadal Indonesia;

mempromosikan pengnaman modal;

g- mengembangkan sekior wsaha penacaman modsl melalnl pembinasn penansman soodsl,
aniara lain meningkatkan kemiteaan, meningkatken daya saing, menciplakan persaingan useln
yang sehat, dan menyebarkan informast yang seluac-luasnys datam Haghup penvelengewann
penanaman modal;

h. membantu penyeicsaian berbagsl hambotn dan konsultasi pemmselehan yang dihedapi
penanam modal delarm mendaienkan kegistan penanaman modai;

i, mengoordinasi permasm model dalum neger yang menjalanken  kegistan penanuman
mpdulnya di luer wilayah Indonesig; dan

}- mengpoordinesi den melaksenaken pelayanan terpadu satu pintu,

Sclain tupas koordinesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi

Penaraman Modal bertuges melaksangkan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangean.

™ &

Pasal 29
Dalam melaksanskan togss dan fungsinys sertz pelayanan terpadu satu pinte, Baden

Koordinasi Penanaman Modal harus melibatkan perwakilan secara langoung darl getiap sektor dan
daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetens! dan kewenangan.

H
{2

(3

@)

BAR X
PENVELERGUARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL
Pagul 30

Pemerintah dan/afas pemerintsh daersh menjemin kepastien dan  keamanan berussha bagi
pelsksanaan penanaman modal,

Pamerintah daersh menyelenggerakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya,
kecuali urusan penyelenpgarsan penansman modal yang menjadi urusan Pemerintah,

Penyelengparaan wrusén pemerintshan di bidang penanaman modal yang merupaken urusan
wajib pemerintah daergh didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabifites, don efisiensi
pelaksanaan kegiatan penanaman modal,

Penyslenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas proviesl menjadi wrosan
Pemerintah.
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Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kola menjadi nrusan
pemerintah provinsi.

Penyelenggaraan penanaman modal yang neng Hngkupnya berada dalem satu kabupaien/kota
menjadi wrusan pemerinieh kehupatenfhota,

Datamm urpsen pemerintahan & bidang pesansrean modal, yang meajadl kewsnangen Pemerintah

ataish

3. penanamen modal ferkel denpan sumber daye alam yang tidek terbarukan dengan tingkat
risiko kerusakan Hagkungan vang tagal;

. pepanaman modal pada bideng industed yeng menspakan priositas tingei pada skala nasional;

¢, penanaman modal yang lerkait pads fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah atau
ruang lingkupnye lintes provinsi;

¢. penaneman modal yeng terkait pada pelaksanaan strategt pertahanan dan keamanan nasional;

e. penaneman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal
durl pemeriatah negara lain, yang didasarkan perianjian yang dibuat oleh Pemerintah dan
pemerintah negara lain; dan

f. bidang penanaman modat fain yang menjadi urusan Pemerintah menwrut undang-undang.

Dalarn wrusen pemerintaban di bidang penansman modal ang rmenjadi kewenangan Pemerinizh
sebaguimuns  dimekeud  pada  syat (7},  Pemerinish  mesyelenpgarskannys  sendi,
molimpahlannys kepads gubernur selaku wekll Pemerintah, atsu menugps  pemerintsh
kahuspatenfkota,

Ketentuan mengenat pembagian urnsss pemerintshan di Widang pensnamen modal distor lebib
iurdut dengan Peraturan Peomerintah,

BAR XTY
EAWASAN EKONDMI KHUSUS
Pasal 31

Lintuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat stealegis bagl
pengembangan ekonomi nasional dan untuk monjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah,
dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ckonomi kKiusus,

Pernerintah berwenang menetapkan kebijaken penanaman modal fersendirt 31 kawasan ekonomi
khusus,

Ketentuar; mengenal kawasan ekonomi kbusus sebagaimoana dimasksud pada ayet {13 distur
dengan undang-undang.

BARXV
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 32

Dalam hel tergadi sengkets & bidang penaneman model antara Pemerintah dengan penanam
modal, para pihak terlebiht dehulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarsh dan
mafakat.

Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimena dimaksud pada ayat (1) tidak tercapat,
penyelesaian sengkets tersebut depat dilakuken melalsi arbitrase atan aBernati! penvelesaian
sengketa ataw pengadilan sesual deagan ketertuan peraturan perundangundangan,
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DPalam bal terjadi sengkels di bidang peosnarazn modal antara Pemerintab dengse penapam
modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan senpketa tecsebut melalel arbitrase
berdasarkan kesepakatan pars pihak, dan jike peoyelesaian sesgheta melolui arbitrase tidek
disepakati, penyslesaian sengkets tersebut aken dilskukan di pengadiian.

Dalam hal teriadi sengketa di bidasg penanaman modal antara Pemerinteh dongan pevansm
modul asing, para pihak aksn menyelesaikan sengkela iersebut melalul arbitrvase internasional
yang harus disepakat oleh para pihak,

BABXVI
SANKSY
Pasal 33

Penanar: modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melskukan penansman modal
dulam bentuk perseoran ferbatas dilerang membuat perianjien den/slan pernyelsan yang
menegaskan hahwe kepemilikan sahar dalam persercan terbatas untuk dad #8s nama orang Iais.

Dalam hal penanam meodal dalem negeri dan penanam modal asing membuat perianiian dun/atas

pernyaiaan sebagaimana dimaksud pada ayet (1), perjaniian dar/atau pernyatsan i dinyataian
bata! demi bukum.

Datan hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usehs berdasarkan perjaniian atau
kontrsk kerja samia dengan Pemerintah melakakan kejahatan korporasi berupa tindak pidana
perpajakan, penggelembamgan biaye pemuliban, dan bentuk penggelembungan biaya iainnya
untuk memperkecil keantungan yang meogakibetken kemigian negars berdasarkan temssan aisu
pemerikssun oleh pihak pejabat vang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilen yang
berkekuatar ooy tetap, Pemasintah mengekhin perimalinn atan kontrak kerja sama dengss
peaznam medal vang bersanphutng,

Passl 34

Baden ussha atay usaba perseorangan sebagaimana dimeksed dalam Pasal § yang tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapst dikenai sanksi administratif
berzpa:

8. peringatan terhulis;

b. pembatasan kegiatan usafmg

¢, pembekuan kegiatan ussha dan/atas fasilitas penenaman modal; atap

d. pencabutan kegistan usaba dan/atau fasilitas penanaman modal.

Sanksi administrasif sebagaimena dimakeud pada ayat {1} diberikan olch instansi atau lembapa
yang berwerang sesusi dengan ketentuan persturan perundang-undangan,

Sclain dikenal sapksi administratif, badan wvssha atan usahs perseorangan dapat dikenal sanksi
isinnys sesusd dengan ketentugn peraturan pensndang-undangan,

BAB XVH
KETENTUAN PERATIHAN
Pagal A8
Perjanjinn intermasional, batk bilmteral, regional, maspun mulfilateral, dalam bidang

pensnaman modal vang teleh disetujui ofeh Pemerintah Indosesin sebelum Usndang Undang ind
berkaku, retap berlaku sampai dengan berakhimya pegienjian tersebut,
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Pasat 36

Ranvangan perjanjian internasfonsl, baik bilateral, regional, mawpun mudtilaleral, dalam

bidang penanamn modal yang belum disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada seat Undang-Undang

ini

&)

)

£

)

berlaku wajib disesuaikan dengan keientuan Undang-Undang ini.
Pagal 37

Pada saat Undanp-Undang ini berfaky, semus ketentusn peraturan perundang-andangan yang
merupakan persturan pelsksanaan dard UndanpUndang Nomor 1 Tehun 1967 tenfang
Pernaaman Mudsl Asiep schapaimant jolaly divhah dengan Undangdlndung Nomor 11 Tahun
1970 fentang Pervbshan dan Tambshan Undang-lndeng Nomer 1 Tehun 1967 tentang
Penenaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Venanaman Modal
Delam Negeri sebagaimana telzh divbah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tabun 1970 tentang
Perubshan dan Tambahan Undang-Undeng Nomor & Tahun 1968 tentang Penanamean Modal
Dalam Hegerd dinyatekan tetap berlakn sepanjang tidak  bertentangan dan belum distur dengan
peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Persetujuan pepanaman modal dan #zin pelaksenasn yang telah diberikan oleh Pemerintah
berdasarkan  UndangUndang Nomor 1 Tohun 1967 tentang Penenamen Modal Asing
sebagaimiana telah divhah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 197 tentang Perubshan dan
Tambshan Undang-tindang Nomor I Tahury 1967 tonteng Penenaman Modal Asing den Undang-
Undang Nomor 6 Tabun 1968 tenfang Penanamana Modal Dalam Neged schmgeimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tabon 1970 fentang Perubahen dan Tambahan
Undang-Undang Nomar & Tahon 1968 tentang Penanaman Modz] Dalam Negeri dinyatakan tetap
berdakn sarmpal dengan berakhiraya pevsetujean penanarman modal dan izin pelaksanaan tersebut.

Permohonan pensnaman modal dan permobonan lainnya yang berkaitan dengan penanaman
modal yang telah disampaikan kepada instanst yang berwenang dan pada tanggal disahkannya
Undang-Undang ini belum memperoleh perseiujuan Pemerintah walib disesusikan dengan
kelentuar debam Undang-Undang ini.

Perusahaan penanamen modal vang ielnb diber igin usaha oleh Pemerintah bordasarkan Undang-
lindang Nomor | Tahun 1967 tentang Penanarme Modal Ading sebagsinmas telgh diubah
dengan lindang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahun dan Tambahan Undang-
Undang Nomor 1 Tehun 1967 lentang Fomanaran Modal Asing dan Undang. ! ndang Nomor §
Tabun 1968 tentang Pensnamen Modal Dglam Negerl scbapaimans telah divbah dengan Undang-
Undang RMomer 12 Tahun 1970 tentang Pervbaban dan Tambahan Undang-Undeng Nomor 6
Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan, apabila izin usaha tetapnya telah
berakhir, dapat diperpenjang berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XY
KETENTUAN PENUTUP
Fasal 38

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

2.

Undang-Undang MNomer 1 Tehun 1967 iertang Penanemen Modal Asing {Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 1967 Noemor {, Twmbslan Lembaran Negars Republik Indonesia
Nomor 2818) sehapgaimana felah divbab dengen Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang
Perubaben dan Tambahan Undeng-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penaviaman Modat Asing
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indenesia Nemor 2043); dan
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b, Undang-Undang Nomor € Tahun 1968 tentang Peuenumnan Modal Dalam Negeri {Lembaran
Megara Republik Indonesiz Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2833) sebageimuna telah divbah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1978
tentang Perubahan dan Tambahan Undang-lUndang Nomeor & Tahun 1968 fenfang Penanamen
Mada! Dalam Negeri {Lembaran Negsra Republik Indonesia Fahun 1970 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944), dicabig den dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Semuz Keientuan perafuman perundang-undangsan yang berkaitan secara langsung dengsn
peasnaman modal waltl mendagsarken dan menyesuaikan pengaturannys pada Undang-Undang int.

Pasal 40
Undang-Undang ini mulai berlaku pada langgal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinye, memerintshkan penpundangar Undang-tindang ini dengan
penempatannys dadam Lembaran Negars Republik Indonesia,

Disaliken & Jakarta pada tanggs! 26 April 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
nd
DR H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkean di Jakarés pada langgal 26 Aprl 2007

MENTERI HUK L34 DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

e
HAMID AWALUDIN
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